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Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Riau Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.
Laporan ini merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip akuntabilitas, transparansi,
dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Provinsi Riau.

LKjIP Tahun 2025 memiliki makna yang sangat strategis, mengingat tahun ini
merupakan periode penting dalam penyesuaian organisasi dan tata kelola pasca
pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut
menuntut adanya penyesuaian kebijakan, struktur, serta Perjanjian Kinerja agar
selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum terbaru, sekaligus tetap
menjaga kesinambungan kinerja dan kualitas layanan publik.

Melalui LKjIP ini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menyajikan
gambaran utuh mengenai capaian kinerja, tantangan yang dihadapi, serta berbagai
upaya perbaikan dan inovasi yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2025.
Berbagai program dan kegiatan di bidang pembentukan dan harmonisasi regulasi,
pelayanan hukum, kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, pembinaan
budaya hukum, hingga penguatan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) terus
dioptimalkan guna memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan tugas masih terdapat keterbatasan
dan kendala, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun
dinamika regulasi yang terus berkembang. Oleh karena itu, LKjIP ini tidak hanya
menjadi sarana pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk
memperkuat perencanaan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, serta

mendorong perbaikan kinerja yang berkelanjutan di masa yang akan datang.
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Apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampajkankepada
seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau atas dedlkaS|,lntegrLtas,.dan
kerja keras yang telah ditunjukkan sepanjang Tahun 2025. Ucapan tenmakasthjuga
kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan, pemerintah daerahaparat
penegak hukum, serta masyarakat yang telah memberikan dukungan danv smergl
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di Provinsi Riau. S

Akhir kata, kami berharap LKjIP Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi
yang komprehensif, menjadi bahan evaluasi yang konstruktif, serta mendorong
peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam mewujudkan
pelayanan hukum yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan
masyarakat.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan
kekuatan kepada kita semua dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 08 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah

Rudy Hendra Pakpahan
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LKjIP Tahun 2025 disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan fféﬁsp'a ansi- .o

......

dalam pelaksanaan program serta penggunaan anggaran. Tahun 2025 merupakan .......

periode transisi strategis pasca restrukturisasi kelembagaan dan pemisah'a'n'f-'_'-._‘.f{.'f..'.'ﬂ',’;'."f
Kementerian Hukum dan HAM, yang menuntut penyesuaian Rencana Strategis R
(Renstra), Perjanjian Kinerja, serta tata kelola organisasi secara menyeluruh. Dalam

konteks tersebut, laporan ini menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas

layanan hukum, memperkuat reformasi birokrasi, dan mengoptimalkan kinerja

berbasis outcome. Tantangan utama yang dihadapi meliputi pengelolaan transisi

sumber daya manusia dan barang milik negara (BMN), kebutuhan peningkatan

jabatan fungsional teknis, pemerataan akses layanan hukum, serta penguatan

harmonisasi regulasi daerah dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

2. Isu Strategis Prioritas

Ringkasan isu yang memerlukan perhatian:

a) Kualitas dan harmonisasi regulasi daerah;

b) Penguatan indeks reformasi hukum (irh);

c) Pemanfaatan dan perlindungan kekayaan intelektual (ki);

d) Pembangunan budaya hukum dan literasi hukum masyarakat;

e) Penguatan akses keadilan lewat pos bantuan hukum (posbakum);

f) Pengukuran kinerja berbasis outcome.
3. Capaian Kinerja Utama

Secara umum Pencapaian Sasaran Program pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Riau Tahun 2025 dapat dikategorikan sudah memenuhi target yang telah
ditetapkan. Secara rinci capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun
2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN
I SETJEND
1. | Meningkatnya pelaksanaan Persentase Pelaksanaan . . .
Reformasi Birokrasi di Lingkup Rencana Aksi Reformasi 100% 100% 100%
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Kantor Wilayah Kementerian
Hukum

Birokrasi di lingkup Kantor
Wilayah Kementerian Hukum

PK Per

ubahan (Periode Nopember-Desember 2025)

1. | Terwujudnya tindak lanjut Persentase tindak lanjut IR KN
rekomendasi hasil pemeriksaan | rekomendasi hasil pemeriksaan 100% 100%'_71, ‘.‘;100%'. )
BPK BPK I
2. | Meningkatnya kepuasan unit Indeks kepuasan terhadap 3.89 -
eselon |l terhadap layanan layanan dukungan manajemen Ino’leks 3,93 Indeks 100‘%.]-‘
dukungan manajemen
1l DJAHU
1. | Meningkatnya PNBP Ditjen AHU | Persentase Peningkatan PNBP
di Kantor Wilayah Ditjen AHU di Kantor Wilayah 6% -23% -100%
2. | Terwujudnya Penyelesaian Persentase Laporan Pengaduan
Pengaduan Masyarakat terkait Masyarakat terkait Dugaan
Dugaan Pelanggaran Jabatan Pelanggaran Perilaku Notaris
Nofaris di Kanffr Wilayah dan Pglgaksanaan Jabatan 90% 100% 100%
Notaris di Kantor Wilayah yang
diselesaikan
PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)
1. | Meningkatnya Kualitas Tingkat Pemahaman Masyarakat
Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di 3,20 .
terhadap Layanan AHU di Wilayah Indeks 3.31ndeks 100%
Wilayah
2. | Terwujudnya Penyelesaian Persentase Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat terkait Laporan Pengaduan Masyarakat
Dugaan Pelanggaran Jabatan terkait Dugaan Pelanggaran
No%aris di Kanffr Wilayah Perilaku Ngotaris dan ® 98,10% 100% 100%
Pelaksanaan Jabatan Notaris di
Kantor Wilayah
i DJKI
1. | Terwujudnya Penegakan Hukum | Persentase Penyelesaian Aduan
Kekayaan Intelektual di Wilayah | Pelanggaran Kekayaan 30% 100% 100%
Intelektual di Wilayah
2. | Meningkatnya Pemahaman 1. | Persentase Masyarakat
Masyarakat terhadap Kekayaan yang Memahami Kekayaan 70% 100% 100%
Intelektual di Wilayah Intelektual di Wilayah
2. | Persentase Peningkatan
Permohonan Kekayaan 20% 26,00% 100%
Intelektual di Wilayah
PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)
Meningkatnya Layanan Tingkat kepatuhan layanan
pelindungan dan pemanfaatan pelindungan dan pemanfaatan
L Kekayaar%lntelektual di wilayah Kekayaaflntelektual di wilayah 85% 85% 100%
terhadap Standar Pelayanan
Optimalnya Penanganan dan Persentase Pelanggaran
Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di
2. Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai 30% 100% 100%
kewilayahan Ditangani
Meningkatnya Maturitas Tingkat Maturitas Pengelolaan 2,30 2,94 Level 100%
3. | Pengelolaan Pemanfaatan Pemanfaatan Kekayaan Level
Kekayaan Intelektual di Wilayah | Intelektual di Wilayah Level
1\ DJPP
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Terfasilitasinya Rancangan
Produk Hukum di Daerah

Persentase Rancangan Produk
Hukum di Daerah yang

Difasilitasi oleh Kantor Wilayah 80% ' 199%{.;'
Kementerian Hukum B
Meningkatnya Pembinaan Jumlah Peningkatan Kapasitas R
. 11 A B
Perancang Peraturan Pembinaan Tenaga Perancang 17 Orang | -
Orang e
Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)
Terwujudnya fasilitasi 1. | Persentase perencanaan
perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-
Peraturan Perundang- Undangan di daerah yang 100% 100% 100%
Undangan daerah di wilayah difasilitasi oleh Kanwil
Kementerian Hukum
2. | Persentase Perancangan
Peraturan Perundang-
Undangan di Daerah yang 100% 100% 100%
Difasilitasi oleh Kanwil
Kementerian Hukum
BPHN
Terwujudnya Analisis dan 1. | Jumlah Analisis dan
Evaluasi Produk Hukum di Evaluasi Produk Hukum 1 Dok 1 Dok 100%
Wilayah serta Fasilitasi yang Dilakukan
Perencanaan Peraturan Daerah | 2. | Jumlah Fasilitasi
Perencanaan Peraturan 1 Dok 1 Dok 100%
Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Persentase Anggota JDIHN yang
Keanggotaan JDIHN di Wilayah Dikelola terhadap Total Anggota 25% 100 100%
JDIHN di Wilayah
Meningkatnya Layanan Bantuan | 1. | Persentase Layanan
Hukum di Wilayah Bantuan Hukum Litigasi
yang Diberikan terhadap 82% 95,18% 100%
Total Permohonan Layanan
Bantuan Hukum Litigasi
2. | Persentase Layanan
Bantuan Hukum Non
Litigasi yang Diberikan
terhadap Total Permohonan 80% 74,33% 92.91%
Layanan Bantuan Hukum
Non Litigasi
Meningkatnya Desa Sadar Persentase Peningkatan
Hukum di Wilayah Desa/Kelurahan Sadar Hukum
yang Memenubhi Kr‘ltena sebagai 20% 87.63% 100%
Desa/Kelurahan Binaan
terhadap Total Usulan Kantor
Wilayah
PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)
Terwujudnya Pelaksanaan Persentase Hasil Analisis dan
Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Peraturan
Analisis dan Evaluasi Daerah yang Ditindaklanjuti oleh 10% 100% 100%
Pelaksanaan Perda Pemda di Wilayah Kerja Kanwil
Meningkatnya Layanan Bantuan | Persentase Pemberian Bantuan
Hukum di Wilayah Hukum secara Litigasi dan Non 88% 100% 100%
Litigasi
Terwujudnya Layanan Tingkat penyelesaian layanan
50% 100% 100%

Pengelolaan Dokumen dan

pengelolaan dokumen dan
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Informasi Hukum di Wilayah informasi hukum nasional di
yang Berkualitas wilayah
4. | Meningkatnya Pos Bantuan Persentase pos bantuan hukum R
Hukum di Wilayah di wilayah yang terbentuk 10% 100%;_'.'3
terhadap total desa//kelurahan I
Vi BSK
1. | Terwujudnya kemanfaatan Persentase rekomendasi strategi e
rekomendasi strategi kebijakan | kebijakan hukum di wilayah yang 80% 100% 100% - S
hukum di wilayah ditindaklanjuti I
PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)
Ditindaklanjutinya Persentase Tindak Lanjut
1. | Rekomendasi Strategi Kebijakan | Rekomendasi Strategi Kebijakan 95% 100% 100%
Hukum di Wilayah Hukum di Wilayah

1. Penghargaan dan Evaluasi
a) Predikat “A” atas implementasi SAKIP 2025.
b) Nilai rata-rata IKPA 100.
c) Penghargaan atas kontribusi terhadap pengembangan koperasi
desa/kelurahan.
Capaian tersebut menunjukkan tata kelola yang efektif, disiplin anggaran, dan
konsistensi pelaksanaan program.
2. Tantangan dan Rekomendasi
Tantangan utama meliputi kebutuhan peningkatan kapasitas SDM fungsional
teknis, perluasan sosialisasi layanan Kl dan bantuan hukum, serta penguatan
indikator outcome dalam pelaporan kinerja.
Rekomendasi prioritas:
a) Penguatan perencanaan transisi kelembagaan (SDM, anggaran, BMN).
b) Peningkatan pelatihan dan pemerataan kompetensi SDM.
c) Intensifikasi pendampingan Kl bagi UMKM.
d) Standarisasi dan penguatan monitoring layanan bantuan hukum.
e) Optimalisasi sistem e-monitoring dan pelaporan berbasis kinerja.
3. Kesimpulan
Secara umum, kinerja Tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan
realisasi anggaran optimal, capaian output program yang signifikan, serta pengakuan
atas kualitas akuntabilitas kinerja. Ke depan, fokus diarahkan pada peningkatan
kualitas regulasi, pemerataan kapasitas SDM, dan penguatan dampak layanan hukum

bagi masyarakat.
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) mengamanatkan bahwa  setiap instansi  pemerintah  wajib
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya melalui
laporan kinerja. Bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 bukan sekadar dokumen rutin pemenuhan
kewajiban administratif, melainkan sebuah instrumen refleksi strategis atas sebuah
periode transisi fundamental dalam sejarah birokrasi di Indonesia.

Tahun 2025 menjadi titik balik krusial dengan adanya perubahan peta jalan
pembangunan nasional yang tertuang dalam Visi "Bersama Indonesia Maju Menuju
Indonesia Emas 2045". Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, Pemerintah
melakukan penataan besar-besaran terhadap struktur kelembagaan pusat guna
meningkatkan efektivitas pelayanan dan fokus pada pencapaian target-target
strategis nasional. Transformasi ini berdampak langsung pada organisasi, di mana
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara resmi bertransformasi menjadi
empat entitas mandiri, yakni Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia,
serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan termasuk Kementerian Koordinator
Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Restrukturisasi ini dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun
2024 tentang Kementerian Hukum, yang memberikan mandat khusus dan lebih
mendalam pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang hukum. Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Riau, sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah,
berdiri di garda terdepan dalam mengawal masa transisi ini. Kondisi ini menuntut
kelincahan (agility) organisasi untuk memastikan bahwa perubahan struktural tidak
menghambat arus pelayanan publik, melainkan justru mempercepat proses

' "-'. ;_.vpembentukan regulasi yang berkualitas, optimalisasi administrasi hukum umum,
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Namun, di tengah semangat transformasi ini, Kantor Wilayah Kerh‘e"hte.r"lan'.;-..-, .....................

Hukum Riau menghadapi sejumlah Permasalahan Utama (Strategic Issues) yang
menjadi tantangan besar dalam pencapaian kinerja sepanjang tahun 2025, antafa‘ -
lain:

1. Kompleksitas Transisi Kelembagaan dan Manajerial: Pemisahan kementerian
menuntut adanya pemilahan sumber daya yang sangat kompleks, mulai dari
redistribusi Sumber Daya Manusia (SDM), pengalihan aset/Barang Milik Negara
(BMN), hingga pemisahan anggaran. Proses transisi ini berpotensi menimbulkan
hambatan administratif jika tidak dikelola dengan mitigasi risiko yang tepat,
terutama dalam menjaga kontinuitas layanan publik agar tidak terinterupsi oleh
perubahan nomenklatur.

2. Kesenjangan Sumber Daya Manusia Spesifik: Masih terdapat tantangan pada
keterbatasan jumlah tenaga fungsional tertentu, khususnya Penyuluh Hukum,
yang berbanding terbalik dengan luas wilayah tugas di Provinsi Riau. Hal ini
menjadi hambatan strategis dalam upaya peningkatan kesadaran hukum
masyarakat dan pemerataan akses bantuan hukum hingga ke tingkat
desa/kelurahan.

3. Optimalisasi Partisipasi Publik dan Layanan: Masih minimnya antusiasme
masyarakat dalam beberapa layanan, seperti sosialisasi Kekayaan Intelektual
(KI) dan partisipasi dalam harmonisasi regulasi daerah, menjadi isu strategis yang
harus dijawab dengan inovasi layanan. Organisasi dituntut untuk beralih dari pola
layanan konvensional menuju layanan yang lebih proaktif dan menjangkau
masyarakat secara langsung (mobile services).

Dinamika perubahan organisasi Kementerian Hukum berdampak signifikan
pada dokumen perencanaan kinerja. Tahun 2025 menjadi tahun awal implementasi
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum Periode 2025-2029. Renstra
terbaru ini dirancang untuk lebih adaptif dan selaras dengan arah kebijakan "Asta
Cita", yang menekankan pada penguatan hukum, birokrasi, dan tata kelola
pemerintahan. Sejalan dengan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah
menyusun Rencana Strategis Kantor Wilayah 2025-2029 yang secara substansial

- melakukan redefinisi terhadap sasaran strategis, tujuan, hingga indikator kinerja yang

" lebih spesifik dan terukur (SVART).
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Perubahan visi dan misi besar ini mewajibkan dilakukannya penyesuaian pada’. .-
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Penajaman target dilakukan untuk merespons ...

pemecahan fungsi kementerian, di mana target-target kinerja yang semuléfbe’r_é';ifat .................

..........

general kini menjadi lebih fokus pada pilar-pilar hukum. Proses cascading atau
penjenjangan kinerja juga telah disusun ulang secara sistematis, memastikan setiap‘ S
aktivitas di tingkat operasional memiliki korelasi langsung dengan pencapaian output
strategis kementerian yang baru. Hal ini dilakukan untuk menjamin akuntabilitas
kinerja tetap terjaga di tengah proses integrasi sistem dan manajemen sumber daya
manusia yang sedang berlangsung.
Secara operasional, pelaporan kinerja tahun 2025 pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Riau mencakup dua fase penting: periode Januari hingga
Oktober 2025 sebagai masa akhir pelaksanaan amanah di bawah struktur lama, dan
periode November hingga Desember 2025 sebagai fase penguatan identitas baru di
bawah Kementerian Hukum. LKjlIP ini memotret secara utuh bagaimana Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Riau mengelola sumber daya, menghadapi tantangan
transisi, dan merealisasikan program-program unggulan di tengah perubahan struktur
organisasi tersebut.
Dengan demikian, Latar Belakang LKjIP 2025 ini disusun untuk memberikan
gambaran komprehensif mengenai landasan kebijakan, perubahan arah strategis,
dan komitmen Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta memberikan kepastian
hukum bagi masyarakat Riau di bawah payung besar Rencana Strategis 2025-2029

yang baru.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI /i

1. TUGAS KANTOR WILAYAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Hukum. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau merupakan instansi vertikal
Kementerian Hukum yang berkedudukan di provinsi Riau, berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Dalam pelaksanaannya, Kantor Wilayah

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum
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dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuanperatwah
perundang-undangan.
2. FUNGSI KANTOR WILAYAH R

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Riau menyelenggarakan fungsi:

Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan
intelektual, dan pemberian informasi hukum;

c. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah;

d. Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah;

e. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi
hukum di daerah;

f. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi,
pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;

g. pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah
daerah;

h. koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan
perundang-undangan pada instansi daerah;

i. fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap
peraturan perundang-undangan di daerah;

j. fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional
bidang hukum di daerah; dan

k. pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah

Kanfor '}Uiﬂzyaﬁ Kementorian Hukum Riou v
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3. STRUKTUR ORGANISASI
A. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
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Gambar 1 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Riau dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Divisi Pelayanan Hukum;
Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah
dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum
berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang
bersangkutan, Dalam melaksanakan tugas Divisi Pelayanan Hukum
menyelenggarakan fungsi:
a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan

administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
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b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunanlaporah
pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umumdan
kekayaan intelektual di daerah. PR

Divisi Pelayanan Hukum terdiri atas:
a. Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum;

Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama,

penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan

tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum. Bidang Pelayanan

Administrasi Hukum Umum menyelenggarakan fungsi:

1) penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

teknis di bidang pelayanan administrasi pendaftaran fidusia, pengawasan
notaris, advokasi keperdataan, status kewarganegaraan dan
pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pengoordinasian
mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan pelaksanaan tugas unit
pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;

2) penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan

laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi
pendaftaran fidusia, pengawasan notaris, advokasi keperdataan, status
kewarganegaraan dan pewarganegaraan, pembinaan penyidik pegawai negeri
sipil, pengoordinasian mengenai partai politik, apostille, dan pemantauan
pelaksanaan tugas unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum; dan

3) penyebaran informasi di bidang pelayanan administrasi hukum umum.

b. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual;
Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama,
pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang
kekayaan intelektual. Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas

teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual,

- Kanfor '}Uiézyaﬁ Kementorian Hukum Riou v
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pelayanan hukum kekayaan intelektual, pelindungan, kOQrdifna's}.'.-}dén::}'.f:,{:,.

penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah, kerja sama, pengawasai ...

konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan edukasi kekayaan

intelektual komunal dan personal di daerah; dan

b. penyiapan pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan =~

laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan pendaftaran dan
pencatatan kekayaan intelektual, pelayanan hukum kekayaan intelektual,
pelindungan, koordinasi dan penegakan hukum kekayaan intelektual di daerah,
pengawasan konsultan kekayaan intelektual dan pemberdayaan, dan
inventarisasi serta edukasi kekayaan intelektual komunal dan personal di
daerah.

c. kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

2) Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas
membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor
Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum,
dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan, Divisi Peraturan
Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi
perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,
pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan
perundang-undangan di daerah;

b. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan
pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan
hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan
dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;

c. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis
implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks

reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

- Kanfor '}Uiézyaﬁ Kementorian Hukum Riou v
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kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strateglkebuakah
hukum di daerah;

d. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunanlaporan
pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daeréh' R
dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum
terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;

e. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh
hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan
fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan
teknis, di daerah;

f. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan
pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan
hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan
sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan

g. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan
fungsional bidang hukum di daerah.

h. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum terdiri atas

jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

3) Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata

usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah. Bagian Tata Usaha dan Umum

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;

b. pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;

c. pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya
manusia di lingkungan Kantor Wilayah;

d. pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan

pengaduan;

Kanfor '}Uiﬂzyaﬁ Kementorian Hukum Riou v
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e. penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, ad-r'nfihifs,t asSi dan e

fasilitasi reformasi birokrasi; R

f. pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data; AR

. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan ’

o Q

. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah' R

Bagian Tata Usaha dan Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan

pelaksana.

B. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor
penentu dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Riau. Berdasarkan data Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan
Bezetting Pegawai per 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau didukung oleh
94 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersebar pada berbagai jenjang
kepangkatan, tingkat pendidikan, dan jabatan.

Ditinjau dari aspek kepangkatan, struktur SDM Kanwil Kementerian Hukum Riau
didominasi oleh pegawai Golongan lll, yaitu sebanyak 74 orang atau sekitar 79 persen
dari total pegawai. Dominasi Golongan lll, khususnya pada jenjang lll/a dan lll/b,
menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai berada pada fase produktif dan aktif
dalam pelaksanaan tugas operasional. Kondisi ini memberikan kontribusi positif
terhadap kelancaran layanan dan pelaksanaan program kerja, terutama yang bersifat
teknis dan administratif.

Sementara itu, pegawai Golongan IV berjumlah 14 orang dan secara umum
menempati jabatan strategis, baik sebagai pejabat pimpinan maupun jabatan
fungsional ahli madya. Jumlah Golongan IV yang relatif terbatas menunjukkan bahwa
struktur kepemimpinan dan pengambil keputusan masih bertumpu pada kelompok
pegawai tertentu, sehingga memerlukan perencanaan pengembangan karier yang
berkelanjutan untuk menjaga kesinambungan organisasi.

Adapun pegawai Golongan Il tercatat sebanyak 6 orang, yang pada umumnya
menduduki jabatan pelaksana. Keberadaan pegawai pada golongan ini masih
diperlukan untuk mendukung fungsi administratif dasar, namun ke depan perlu
didorong peningkatan kompetensi dan jenjang karier.

' Dari sisi kualifikasi pendidikan, kondisi SDM Kanwil Kementerian Hukum Riau
o dapat dikatakan cukup baik. Sebanyak 84 orang atau sekitar 89 persen pegawai telah
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orang berpendidikan S1 dan 31 orang berpendidikan S2. AR
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memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2). Rln(:la
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Tingginya proporsi pegawai berpendidikan tinggi ini menunjukkah-"",ba." ...........

organisasi memiliki modal intelektual yang memadai untuk melaksanakan tugas-t.ug'ab‘éf-_f}
yang menuntut kemampuan analisis, perumusan kebijakan, serta pelayanan hukufh'
yang kompleks. Pegawai dengan pendidikan S2 umumnya menduduki jabatan
struktural dan jabatan fungsional tertentu, sehingga berperan penting dalam
pengambilan keputusan dan pengendalian kinerja.

Di sisi lain, masih terdapat 8 orang pegawai berpendidikan SLTA dan 2 orang
berpendidikan D3. Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri mengingat tuntutan kerja
saat ini semakin menekankan pada kompetensi berbasis pengetahuan dan
pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan
kapasitas melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, dan pengembangan
kompetensi secara berkelanjutan.

Struktur jabatan pada Kanwil Kementerian Hukum Riau didominasi oleh jabatan
fungsional, sejalan dengan kebijakan nasional yang mendorong penguatan jabatan
fungsional sebagai tulang punggung kinerja organisasi.

Jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan merupakan
jabatan dengan jumlah pegawai terbanyak, baik pada jenjang Ahli Pertama, Ahli
Muda, maupun Ahli Madya. Kondisi ini mencerminkan fokus utama organisasi dalam
mendukung pembentukan regulasi dan kebijakan hukum di daerah. Selain itu,
terdapat pula jabatan fungsional Analis Hukum dan Analis Permohonan Kekayaan
Intelektual, yang berperan langsung dalam pelayanan hukum dan kekayaan
intelektual kepada masyarakat.

Namun demikian, distribusi pegawai pada beberapa jabatan fungsional masih
belum sepenuhnya ideal. Pada jabatan tertentu, jumlah pegawai relatif terbatas
dibandingkan dengan beban kerja yang dihadapi, sehingga berpotensi menimbulkan
tekanan kerja dan ketergantungan pada pegawai tertentu. Kondisi ini menuntut
penataan ulang distribusi SDM serta penguatan kapasitas individu melalui pelatihan

dan pendampingan.
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KOMPOSISI ASN

Berdasarkan Golongan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau RS

GOLONGAN III TOTAL ASN

GOLONGAN II

GOLONGAN IV

Gambar 2 Komposisi ASN Berdasarkan Golongan

KOMPOSISI ASN

berdasarkan Tingkat Pendidikan
65
55

53

45
35
25
15
5 8 2
., PN

SMA D3 S s2

Gambar 3 Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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PERBANDINGAN KOMPOSISI JABATAN

antara Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana

£

6,38% 56,38% 37,23%

Jabatan Struktural jabatan fungsional Jabatan Pelaksana

Gambar 4 Perbandingan Komposisi Jabatan

KOMPOSISI ASN

berdasarkan Jenjang pada Jabatan Fungsional

Gambar 5 Komposisi ASN berdasarkan Jenjang pada Jabatan Fungsional
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Grafik Jabatan Fungsional
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Gambar 6 Grafik Jabatan Fungsional

C. MAKSUD DAN TUJUAN 4

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Riau Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah selama
Tahun Anggaran 2025, serta sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).

LK|IP disusun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat
pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta efektivitas dan efisiensi
pemanfaatan sumber daya dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, sejalan
dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum yang telah disesuaikan pasca
pemisahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penyusunan LKjIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Tahun 2025
bertujuan untuk:

1. Menyajikan informasi kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel atas
pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
selama Tahun 2025.

2. Menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja

utama yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

'Kanfm' W/iézyaﬁ Kementorian Hukum Riou v
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4. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelé'ksa.naan .................

..........

program/kegiatan agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi hasil (outcome
oriented). i R
5. Menjadi bahan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan strategis
pimpinan dalam rangka peningkatan kinerja dan pelayanan publik di lingkungan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada tahun-tahun berikutnya.
6. Mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan nilai akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum.

D. ASPEK STRATEGIS p

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum merupakan instansi vertikal
Kementerian Hukum yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Hukum. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta
sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), Balai Harta Peninggalan (BHP) dan Badan
Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat).

Sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian
Hukum, bahwa sebagai upaya optimalisasi penyelenggaraan sebagian tugas dan
fungsi Kementerian Hukum di daerah, dibentuk Kantor Wilayah di provinsi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1) Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;

2) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan
intelektual, dan pemberian informasi hukum;

3) Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah;

4) Pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan

''''''
. . .
. .
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Peraturan Kepala Daerah; A
5) Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan danreformas[
hukum di daerah;
6) Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, e\)aI.’ué‘,’sif,'f-._'ff»'.i'f.:.'.:."'-".:':':~':~
pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum; i
7) Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah
daerah;
8) Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan
perundang-undangan pada instansi daerah;
9) Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum
terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
10) Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional
bidang hukum di daerah; dan

11) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Aspek-aspek strategis ini memperkuat peran Kanwil Kemenkum Riau dalam
menjawab tantangan dan kebutuhan hukum di wilayah tersebut, seiring dengan

dinamika sosial, ekonomi, dan geografis Riau.

E. ISU STRATEGIS /i

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah Provinsi
Riau, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dihadapkan pada sejumlah isu
strategis yang mempengaruhi efektivitas pencapaian sasaran kinerja organisasi. Isu-
isu strategis ini merupakan hasil analisis terhadap dinamika lingkungan strategis
daerah, evaluasi pelaksanaan kinerja tahun berjalan, serta rekomendasi hasil
Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Secara umum, isu strategis yang dihadapi mencerminkan tantangan pada aspek
regulasi daerah, reformasi hukum, perlindungan kekayaan intelektual, pembangunan
budaya hukum masyarakat, serta penguatan tata kelola kinerja dan kelembagaan
pasca restrukturisasi kementerian.

1. Kualitas Regulasi Daerah dan Harmonisasi Produk Hukum

Provinsi Riau dengan karakteristik wilayah yang luas, sumber daya alam strategis,

. Kanfm' '}Uiézyaﬁ Kementorian Hukum Riou v
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serta keragaman sosial-budaya, memiliki intensitas pembentukan produk

.
.

daerah yang relatif tinggi. Namun demikian, masih dijumpai berbagai permasalaha

dalam kualitas regulasi daerah, antara lain:

perundang-undangan yang lebih tinggi;

Lemahnya integrasi kebijakan sektoral dan perspektif reformasi hukum dalam
peraturan daerah,;

Variasi kapasitas perancang peraturan perundang-undangan di daerah.
Tingginya jumlah permohonan harmonisasi produk hukum daerah menunjukkan
meningkatnya kesadaran pemerintah daerah terhadap pentingnya peran Kementerian
Hukum. Namun di sisi lain, kondisi tersebut menjadi tantangan dalam menjaga
kualitas layanan harmonisasi yang tepat waktu, akurat, dan berorientasi pada

outcome pembangunan hukum daerah.

2. Penguatan Indeks Reformasi Hukum (IRH) sebagai Instrumen Pembangunan
Daerah
Indeks Reformasi Hukum (IRH) menjadi instrumen strategis dalam mengukur
kualitas regulasi dan tata kelola hukum di daerah. Di Provinsi Riau, capaian IRH masih
memerlukan penguatan, khususnya pada aspek komitmen pemerintah daerah dalam
menindaklanjuti rekomendasi reformasi hukum serta integrasi IRH ke dalam
perencanaan pembangunan daerah, Permasalahan yang dihadapi antara lain:
* Belum optimalnya pemahaman pemerintah daerah terhadap substansi dan
manfaat IRH;
Perlunya pendampingan yang lebih intensif dalam penyusunan rencana aksi
reformasi hukum;
Tantangan dalam memastikan keberlanjutan kebijakan reformasi hukum lintas
periode pemerintahan daerah.
Kondisi ini menuntut peran strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
sebagai fasilitator, pembina, dan mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong

reformasi hukum yang berdampak nyata.

3. Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI)
Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam kekayaan intelektual, khususnya
indikasi geografis, hak cipta, merek, dan kekayaan intelektual komunal yang berbasis
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masih belum optimal, Isu strategis yang dihadapi meliputi: L

pemanfaatan sistem Kl oleh masyarakat, pelaku UMKM, dan pemerih_téﬁf

* Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap nilai ekonomi dan perllndungan
hukum KI;
+ Belum optimalnya sinergi lintas sektor dalam mendorong ekosistem Kl daerah;
+ Keterbatasan data dan pemetaan potensi KI komunal di wilayah Riau.
Hal ini berdampak pada belum maksimalnya kontribusi Kl terhadap peningkatan

daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat.

4. Pembangunan Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat
Pembangunan budaya hukum masyarakat di Provinsi Riau masih menghadapi

tantangan struktural dan kultural. Tingkat literasi hukum yang belum merata,

khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman, berimplikasi pada rendahnya kesadaran

hukum dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Program

penyuluhan hukum dan pembinaan masyarakat sadar hukum telah dilaksanakan,

namun masih diperlukan:

* Inovasi metode penyuluhan hukum yang adaptif dan berbasis kearifan lokal;

 Penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan
lembaga pendidikan;

* Integrasi program budaya hukum dengan isu strategis nasional seperti antikorupsi
dan pelayanan publik.

5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Organisasi
Hasil evaluasi SAKIP menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja masih

menjadi isu strategis yang perlu ditangani secara sistematis. Tantangan yang dihadapi

antara lain:

* Penyelarasan perencanaan kinerja dengan Rencana Strategis terbaru pasca
pemisahan Kementerian Hukum dan HAM,;

» Penguatan pengukuran kinerja berbasis outcome dan manfaat;

* Konsistensi pelaporan kinerja yang didukung oleh data yang valid dan terukur.
Perubahan struktur organisasi dan penyesuaian perjanjian kinerja menuntut

peningkatan kapasitas SDM serta penguatan budaya kinerja yang berorientasi pada

hasil.

. - 6. Sosialisasi dan Implementasi KUHP dan KUHAP

v .
.
.
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pembaruan kebijakan hukum acara pidana (KUHAP) menimbulkanv'_”k.ébf tuhan ...........

strategis akan sosialisasi dan peningkatan pemahaman hukum bagi aparatuf'pénegak.'.;-".~...'.~.'.',-.'.~.. '''''''''

hukum, pemerintah daerah, serta masyarakat luas di Provinsi Riau. Perbedaan tlngkat
pemahaman dan kesiapan para pemangku kepentingan berpotensi menimbulkén"    ' " -
kesenjangan dalam implementasi hukum pidana nasional. Oleh karena itu, Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Riau perlu memperkuat perannya dalam fasilitasi
sosialisasi, edukasi publik, serta koordinasi lintas sektor guna memastikan penerapan
KUHP dan KUHAP berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

7. Penguatan Akses Keadilan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

Akses masyarakat terhadap keadilan masih menjadi isu strategis, khususnya bagi
masyarakat miskin dan kelompok rentan di Provinsi Riau. Keberadaan Pos Bantuan
Hukum (Posbakum) di lingkungan peradilan dan unit layanan hukum lainnya
memerlukan penguatan dari sisi kualitas layanan, jangkauan, serta pemahaman
masyarakat terhadap manfaat layanan bantuan hukum. Tantangan ini mencakup
keterbatasan sosialisasi, kapasitas penyedia layanan bantuan hukum, serta sinergi

antara Kantor Wilayah, lembaga peradilan, dan organisasi bantuan hukum.

8. Penegasan Arah Strategis
Berbagai isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan strateqi,
program, dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Tahun 2025.
Penanganan isu strategis diarahkan untuk:
* Meningkatkan kualitas regulasi dan reformasi hukum daerah,;
+ Memperkuat perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;
* Membangun budaya hukum masyarakat yang berkelanjutan;
* Mewujudkan akuntabilitas kinerja yang selaras dengan prinsip SAKIP dan tata
kelola pemerintahan yang baik.
» Sosialisasi dan Implementasi KUHP dan KUHAP

« Penguatan Akses Keadilan melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum)
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LGYYPENGANTAR

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan

jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja yang ditandatangani oleh

penanggung jawab organisasi.

LGBV EKSEKUTIF

Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran

organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan

penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan
utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Latar Belakang

Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Maksud dan Tujuan

Aspek Strategis

Isu Strategis

mmoOOoO W >

Sistematika Laporan

BAB Il PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun

Yang bersangkutan.
A. Rencana Strategis
B. Perjanjian Kinerja
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7\-2|IM AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk

setiap pernyataankinerja sasaran strategis organisasi sesuai

dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis
capaian Kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini
dengan target jangka menengah yang terdapat dalam
dokumen perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar
nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang
telah dilakukan;

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

. Kam‘w ﬂli&yaﬁ Kementorian Hukum Riou v
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B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan
dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Capaian Kinerja Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan capaian kinerja anggaran yang
dihasilkan dari 2 (dua) variabel yaitu nilai kinerja SMART DJA
dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

D. Capaian Kinerja Lainnya
Pada sub bab ini diuraikan mengenai aplikasi E-Performance
Kemenkumham, Target Kinerja Kantor Wilayah Kemenkumham,

aplikasi E-Monev Bappenas, dan Kegiatan Prioritas Nasional.

LB\ PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
A. Kesimpulan

B. Saran

LAMPIRAN

1) Perjanjian Kinerja tahun berjalan

2) Perjanjian Kinerja tahun yang akan datang

3) Lain-lain yang dianggap perlu

. Kam‘w W&yﬂﬁ Kementorian Hukum Riou v
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PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS /i

Perencanaan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Tahun 2025
disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Hukum sebagai
dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi arah dan landasan
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Rencana Strategis tersebut memuat
tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan pembangunan hukum yang selaras
dengan kebijakan nasional dan kebutuhan daerah.

Dalam konteks Provinsi Riau, Rencana Strategis menjadi instrumen penting
untuk menjawab berbagai isu strategis di bidang hukum, termasuk peningkatan
kualitas regulasi daerah, penguatan reformasi hukum melalui Indeks Reformasi
Hukum (IRH), perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual, pembangunan
budaya hukum masyarakat, sosialisasi dan implementasi KUHP dan KUHAP, serta
perluasan akses keadilan melalui layanan bantuan hukum.

Perencanaan kinerja Tahun 2025 disusun dengan memastikan adanya
keterkaitan yang kuat (alignment) antara Rencana Strategis, Rencana Kinerja
Tahunan, dan Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah. Setiap tujuan dan sasaran strategis
yang ditetapkan dalam Rencana Strategis diturunkan secara berjenjang ke dalam
indikator kinerja utama, program, dan kegiatan, sehingga pelaksanaan kinerja dapat
diukur secara objektif dan berorientasi pada hasil (outcome oriented).

Rencana Strategis juga menjadi acuan dalam penetapan prioritas kinerja,
khususnya dalam mendukung pembangunan hukum di daerah. Melalui perencanaan
kinerja yang berbasis Rencana Strategis, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
diarahkan untuk tidak hanya memenuhi target administratif, tetapi juga menghasilkan
dampak nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, kepastian
hukum, dan pelayanan hukum bagi masyarakat.

Selain itu, penyusunan perencanaan kinerja yang mengacu pada Rencana
Strategis memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya.

Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dikelola melalui penajaman
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prioritas program dan kegiatan yang memiliki kontribusi langsung terhadap
pencapaian sasaran strategis. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip value for
money dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebagai bagian dari penguatan pengendalian internal, Rencana Strategis
dalam perencanaan kinerja juga diintegrasikan dengan manajemen risiko. Setiap
sasaran strategis dan program prioritas dianalisis potensi risikonya, sehingga
langkah mitigasi dapat direncanakan sejak awal untuk menjaga keberlangsungan
pencapaian kinerja.

Dengan demikian, Rencana Strategis dalam perencanaan kinerja Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Riau Tahun 2025 berfungsi sebagai peta jalan
(roadmap) pencapaian kinerja organisasi. Rencana Strategis tersebut menjadi dasar
yang kokoh dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja, meningkatkan nilai SAKIP,
serta memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan
memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan hukum dan peningkatan

pelayanan publik di Provinsi Riau.

2.1 Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen
PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Visi merupakan
Rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai K/L pada akhir periode
perencanaan. Visi berada pada tingkat kinerja dampak (impact). Visi merupakan
gambaran konsistensi kinerja K/L selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi juga
merupakan Gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi suatu organisasi.

Dalam perumusan Visi K/L, terdapat beberapa kaidah yang perlu diikuti, yaitu:

1. Visi harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden terlantik yang tertuang
di dalam RPJMN

2. Format penulisan Visi K/L: “....... (rumusan Visi K/L) dalam rangka mewujudkan
...... (rumusan Visi Presiden)”

3. Visi harus dapat memberikan arah pandangan ke depan terkait dengan kinerja
dan peranan organisasi Kementerian/Lembaga

4. Visi harus dapat memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin

diwujudkan oleh organisasi Kementerian/Lembaga;
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Visi harus ditetapkan secara rasional, realistis dan mudah dipahami;
Visi harus dirumuskan secara singkat, padat dan mudah diingat;

Visi harus dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian;

© N O o

Visi harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang mungkin
terjadi sehingga suatu Visi hendaknya mempunyai sifat fleksibel; dan

9. Visi dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA- RENSTRAKL,
dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalamLampiran V tentang Sistem
Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam
Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
tahun 2025-2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045"

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama
seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar
fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya,
sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan

mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mendukung Visi Presiden "Bersama Indonesia Maju Menuju
Indonesia Emas Tahun 2045", Kementerian Hukum berperan strategis dalam
memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan
yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum tahun 2029 merujuk pada
Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2025-2029, khususnya Prioritas Nasional (PN) 7, yakni:

"Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.”

Sebagai kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam urusan
hukum, Kementerian Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian
PN 7 melalui empat bidang utama:
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1. Reformasi Hukum. Mendorong pembenahan sistem hukum nasional yang
adaptif, responsif, dan berkeadilan melalui penyederhanaan regulasi,
peningkatan integritas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi hukum digital.

2. Pembangunan Hukum. Meliputi pengembangan materi hukum yang selaras
dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, penguatan budaya hukum
berbasis kesadaran masyarakat, serta peningkatan kualitas informasi dan
komunikasi hukum.

3. Penegakan Hukum. Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan Hukum Internal,
pengembangan Satu Data Penegakan Hukum, penguatan kewenangan dan
penguatan tata kelola Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan
Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional.

4. Pelayanan Hukum. Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hukum publik
seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan notaris melalui
Majelis Pengawas, pembinaan notaris melalui Majelis Kehormatan serta

pelayanan berbasis digital yang menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Atas dasar itu, rumusan visi Kementerian Hukum untuk tahun 2025-2029 adalah:

“Terwujudnya supremasi hukum dalam menciptakan stabilitas keamanan
dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan Bersama

Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045.”

Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial,
melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian,

dan mendorong pertumbuhan.

Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan
keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju
Indonesia Emas 2045. Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 telah
menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam
pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan
strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8

(delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029. Visi
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Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat
kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan

Visi yang mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Supremasi hukum bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua
individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk
dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi
hukum meliputi:

a. Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung
bagi Masyarakat

b. Kesetaraan di hadapan hukum

c. Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah
penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi

d. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan

e. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam
pemerintahan

f. Kepastian hukum

g. Sistem peradilan yang independent dari berbagai intervensi kekuasaan

2. Stabilitas keamanan bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi
warga negara, institusi dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta
menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.

3. Pertumbuhan ekonomi nasional bermakna bahwa dampak atas kinerja yang
dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada:

a. Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli Masyarakat

b. Kepercayaan investor

c. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan
dan menjaga stabilitas sektor keuangan

4. Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 merupakan Visi
Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama
seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar
fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden
sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di

tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
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2.2 Misi Kementerian Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas)
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Misi merupakan rumusan umum upaya
yang dilakukan untuk mewujudkan Visi. Misi Berada pada tingkat kinerja dampak

(impact), dimana penyusunan Misi harus memenuhi kaidah sebagai berikut:

1. Misi harus dapat menggambarkan penjabaran RPJMN serta tugas yang
dibebankan oleh Undang-Undang terkait;
Misi harus sejalan dengan upaya pencapaian Visi organisasi
Misi berlaku pada periode tertentu;
Misi harus dapat menggambarkan tindakan disesuaikan dengan tugas dan
fungsi organisasi Kementerian/Lembaga atau bersifat unik terhadap organisasi
Kementerian/Lembaga lainnya;
5. Misi harus dapat menjembatani penjabaran Visi Kementerian/ Lembaga
ke dalam tujuan Kementerian/Lembaga; dan
6. Misi dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-
RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran
V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.
Misi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 dikenal dengan Asta Cita
atau delapan Misi yang akan dilaksanakan selama periode RPJMN tahun 2025-
2029, yaitu:

1. Memperkukuh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah,
ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja
yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif,
serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran
aktif koperasi;

4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
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peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang
disabilitas;

5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam
untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan
ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam
dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Misi Presiden tersebut, maka Misi Kementerian Hukum tahun 2025-
2029 adalah:

1.1.1 Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia
Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan

kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum

hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi

Kementerian Hukum.

1.1.2 Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam
mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.

Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung
Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan
Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan
birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.3 Tujuan Kementerian Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas)

Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
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Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Tujuan merupakan penjabaran yang lebih
detail dari Visi. Tujuan juga merupakan visi jangka pendek atau capaian antara
sebelum tercapainya visi jangka menengah tahun 2029. Penyusunan tujuan harus

memenuhi beberapa kaidah sebagai berikut:

1. Tujuan harus sejalan dengan Visi dan Misi organisasi Kementerian/Lembaga
pada periode jangka menengah,;

2. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode
jangka menengabh;

3. Tujuan harus dapat dicapai dengan kemampuan yang dimiliki oleh
Kementerian/Lembaga;

4. Tujuan harus dapat mengarahkan perumusan Sasaran Strategis, Arah
Kebijakan dan Strategi, serta Program dan Kegiatan dalam rangka
merealisasikan Visi dan Misi Kementerian/Lembaga; dan

5. Tujuan dituangkan secara daring dalam Sistem Informasi KRISNA-
RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Lampiran
V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL.

Berdasarkan Visi Kementerian Hukumtahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi
Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka Tujuan Kementerian Hukum
tahun 2025-2029 adalah:

1. Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum
Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks

Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum

2. Tujuan 2: Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.
Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1 Persentase

peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.
2.4 Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas)
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis merupakan ukuran

kinerja Tujuan K/L berupa kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh
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Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya
hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program. Sasaran Strategis Berada pada

tingkat kinerja dampak (impact) dengan kaidah penyusunan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan ukuran pencapaian dari
Tujuan Kementerian/Lembaga;

2. Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua Program
dalam Kementerian/Lembaga;

3. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dapat dirumuskan dengan
nomenklatur yang sama dengan sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-
2029 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing,
dan/atau dirumuskan dengan nomenklatur yang menggambarkan dukungan
secara langsung/sejalan terhadap pencapaian sasaran pembangunan pada
RPJMN 2025-2029 dengan tetap mengacu pada Visi, Misi dan tugas serta
fungsi Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan;

4. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan memiliki sebab
akibat (causality) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJMN
maupun RPJPN;

5. Sasaran Strategis perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat
dengan Sasaran Program, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) Sasaran Strategis
dapat didukung oleh lebih dari 1 (satu) Sasaran Program;

6. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dirumuskan dengan jelas dan
terukur;

7. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dilengkapi dengan Indikator
Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja;

8. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan
alat ukur yang mengindikasikan  keberhasilan pencapaian Sasaran
Strategis Kementerian/Lembaga, yang penyusunannya dilakukan dengan
memperhatikan kaidah penyusunan sebagai berikut:

a. Setiap Sasaran Strategis dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Indikator Kinerja
Sasaran Strategis;

b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dapat
dirumuskan sama dengan indikator kinerja sasaran pembangunan pada

RPJMN sesuai dengan bidang tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang
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bersangkutan dan/atau memiliki dukungan secara langsung terhadap
indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN sepanjang relevan
dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
9. Target kinerja Sasaran Strategis disusun dengan mempertimbangkan, antara
lain:
a. target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan

dicapai dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis; dan

b. penetapan target harus logis, relevan dengan indikator kinerjanya, dan

berdasarkan basis data yang jelas;

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Strategis dituangkan secara daring
dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL, dengan format sebagaimana diatur
lebih lanjut dalam Lampiran V tentang Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL pada
Permen PPN Nomor 10 Tahun 2023.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dibangun berdasarkan kerangka model
logis dalam mewujudkan tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Untuk itu,
maka perlu disusun pohon kinerja terlebih dahulu yang menggambarkan
penjenjangan Kinerja dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja

strategis sub sektor, kinerja taktikal dan kinerja operasional.

Sasaran Strategis Kementerian Hukum akan diterjemahkan berdasarkan kinerja
strategis sektor. Pohon kinerja dan penerjemahan kinerja menjadi standar kinerja
Kementerian Hukum dapat diuraikan pada sub bab 2.4.1 Pohon Kinerja

Kementerian Hukum.

2.4.1. Sinkronisasi Manajemen Risiko dan Renstra Kementerian Hukum
Tahun 2025-2029

Dalamrangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang
penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga,
Manajemen Risiko diposisikan sebagai Instrumen penting dalam penyusunan
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga untuk memastikan
ketercapaian sasaran pembangunan nasional. Setiap sasaran strategis pada
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga waijib diidentifikasi potensi risikonya, baik

yang bersifat internal maupun eksternal dengan mengacu pada risiko utama

31

.......
.........

. .
..
......
........
............



LKjIP 2025

pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Risiko pada level sasaran
strategis ini bersifat lintas sektor sehingga membutuhkan koordinasi antar

Kementerian/Lembaga agar penangannya lebih terarah dan konsisten.

Penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam Rencana Strategis dan
Rencana Kerja Kementerian/Lembaga diharapkan tidak hanya memperkuat
perencanaan internal kementerian/lembaga, tetapi juga menjaga konsistensi
pencapaian sasaran pembangunan lintas sektor sebagaimana dirumuskan dalam
RPJMN. Sinkronisasi Manajemen risiko dan Rencana Strategis berarti
mengintegrasikan proses identifikasi, analisis dan pengelolaan risiko dalam
penyusunan Rencana Strategis untuk memastikan tujuan strategis organisasi
tercapai dengan efektif, bukan hanya memadamkan masalah tetapi juga
mencegahnya dari awal. Integrasi ini memastikan risiko yang dapat mempengaruhi
pencapaian tujuan jangka panjang telah diidentifikasi, dinilai dan dimitigasi secara

proaktif.

Sinkronisasi manajemen risiko dengan Rencana Strategis Kementerian Hukum
tahun 2025-2029 melibatkan integrasi proses pengelolaan risiko kedalam strateqi,
kebijakan, dan operasional kementerian. Agar tujuan strategi dapat tercapai secara
efektif dan efisien maka risiko perlu diidentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi secara
proaktif untuk meminimalkan dampak negatif pada seluruh tahapan mulai dari

perencanaan hingga pelaksanaan dan pemantauan.

Kementerian Hukum telah melaksanakan sinkronisasi manajemen risiko dan
rencana strategis Tahun 2025-2029 dengan hasil pemetaan sebanyak 47 potensi

risiko pada 2 Sasaran Strategis (SS) dengan hasil sebagai berikut:
1. SS1. Terwujudnya Kepastian Hukum di Seluruh Wilayah NKRI

Terwujdunya Kepastian Hukum di seluruh wilayah NKRI diukur dengan 3
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu Indeks Penegakan dan Pelayanan

Hukum, Indeks Budaya Hukum dan Indeks Materi Hukum.

Dalam pencapaian IKSS ke 1 yaitu Indeks Penegakan dan Pelayanan Hukum
terdapat 15 potensi risiko yang telah dipetakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Badan Pembinaan

Hukum Nasional dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:
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1) Tidak terselesaikannya permohonan layanan Permintaan dan Perjanjian
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dan Ekstradisi pada tahun berjalan
dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:

a. Perbedaan sistem hukum dan bahasa negara peminta dan diminta
menyebabkan terhambatnya pemenuhan Permintaan MLA dan Ekstradisi
dari Pemerintah Indonesia;

b. Terdapatnya permintaan MLA yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan tepat
waktu;

c. Adanya Upaya hukum dari pihak tersangka/terdakwal/terpidana terhadap
proses pemenuhan Permintaan MLA;

d. Terdapat perlawanan terhadap pemenuhan proses Ekstradisi seperti pra
peradilan dan upaya hukum lainnya yang kerap dilakukan oleh pihak
termohon ekstradisi sehingga berujung kepada lamanya pemenuhan proses
Ekstradisi;

e. Terdapat beberapa negara yang hanya akan menindaklanjuti Permintaan
Ekstradisi dari Pemerintah Indonesia apabila negara diminta tersebut telah
memiliki perjanjian bilateral dengan Indonesia (negara peminta);

f. Koordinasi antar Aparat Penegak Hukum dan Kementerian/Lembaga yang
kurang efektif;

g. Adanya beberapa negara yang tidak merespon Permintaan MLA dari
Pemerintah Indonesia;

2) Terlewatinya batas waktu penyelesaian layanan keterangan ahli/pendapat
hukum pidana sebagaimana telah ditetapkan dengan potensi penyebab risiko
kurangnya SDM yang memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan
ahli/pendapat hukum;

3) Masih adanya PPNS yang tidak bekerja dibidang penyelidikan/penyidikan
dengan potensi penyebab risiko kurangnya kepatuhan PPNS untuk melapor;

4) Rendahnya Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) terhadap layanan AHU dengan
potensi penyebab risiko adanya beragam keluhan masyarakat dari seluruh
layanan Ditjen AHU,

5) Menurunnya Indeks Kemudahan Berusaha pada layanan Badan Usaha dan
Keperdataan dengan potensi penyebab risiko sebagai berikut:

a. Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Terbatas;

b. Sulitnya pelaku usaha dalam mendirikan Perseroan Perorangan;
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c. Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Administrasi
Kurator dan Pengurus Ditjen AHU;

d. Sulitnya pengguna layanan dalam mendapatkan Layanan Jaminan Fidusia
Ditien AHU.

6) Tidak berhasilnya proses pengajuan permohonan pendaftaran Paten dengan
potensi penyebab risiko kurangnya pemahaman terkait proses dan persyaratan
pengajuan permohonan pendaftaran Paten;

7) Gagalnya pengguna layanan pasca permohonan Paten untuk mendapatkan
informasi data penelusuran paten dengan potensi penyebab risiko aplikasi
masih dalam tahap pengemb

8)

9) angan atau maintenance;

10) Banyak desain industri yang tidak didaftarkan karena kesadaran pemohon
terkait pelindungan desain industri masih rendah dengan potensi penyebab
risiko kurangnya pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pentingnya
pelindungan desain industri;

11) Terhambatnya proses penyusunan kerja sama luar negeri pada forum dan
pertemuan internasional karena keterlambatan dalam mendapatkan informasi
dan data terkini terkait kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko
Responsivitas Direktorat Teknis dalam memperbarui serta menyampaikan
informasi dan data untuk keperluan forum atau pertemuan luar negeri belum
optimal,;

12) Keterlambatan implementasi dan penyempurnaan sistem aplikasi kekayaan
intelektual dalam masa penyesuaian terhadap kebutuhan dan kebijakan
kekayaan intelektual terbaru dengan potensi penyebab risiko Kompleksitas
integrasi kebutuhan dan kebijakan kekayaan intelektual baru ke dalam sistem
lama;

13) Terhambatnya jumlah Indikasi Geografis yang terdaftar dengan potensi
penyebab risiko Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait Indikasi Geografis
tentang pentingnya pelindungan Indikasi Geografis;

14) Terhambatnya proses mediasi sengketa kekayaan intelektual dengan potensi
penyebab risiko sebagai berikut:

a. ltikad tidak baik dari pihak yang bermediasi;

b. Kebocoran hasil mediasi karena kurangnya pengelolaan dokumen mediasi
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15) Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pembinaan hukum masih
rendah dengan potensi penyebab sebagai berikut:

a. Sistem Pencarian Dokumen dan Informasi Hukum pada Portal JDIHN belum
user friendly;

b. Dokumen dan informasi hukum yang diolah oleh kontributor belum sesuai
standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum;

c. Gangguan pada aplikasi layanan dokumen dan informasi sehingga
menghambat proses kinerja dan akses dokumen,;

d. Belum adanya Standar Layanan Informasi Hukum;

e. Pelaksanaan pengawasan bantuan hukum belum optimal untuk menjangkau
seluruh PBH dan Penerima Bantuan Hukum;

f. Pelaksanaan penyuluhan hukum belum optimal;

16) Fasilitator/instruktur kurang berkompeten dalam menyampaikan materi dengan
potensi penyebab risiko tenaga pengajar belum memiliki kemampuan
berkomunikasi dan

17) Metode pembelajaran tidak variatif sehingga membosankan dengan potensi
penyebab risiko Minim keterampilan instruktur dalam menggunakan metode
interaktif.

Sedangkan untuk pencapaian IKSS ke 2 yaitu Indeks Budaya Hukum, terdapat

3 potensi risiko yang dipetakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan

Badan Pembinaan Hukum Nasional yaitu:

1) Masih rendah dan belum meratanya kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya kekayaan intelektual dengan potensi penyebab risiko pemahaman
dan pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan intelektual masih rendah;

2) Tidak tercapainya kepatutan hukum masyarakat dengan potensi penyebab
risiko sebagai berikut:

a. Belum adanya data permasalahan hukum;

b. Masih kurangnya jumlah Penyuluh Hukum;

c. Belum adanya standar layanan Posbankum Desa/Kelurahan;

d. Belum meratanya Posbankum desa/kelurahan yang terbentuk di
Desa/Kelurahan; dan
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3) Kementerian/Lembaga tidak mengirimkan data yang dibutuhkan untuk
penghitungan kepatutan hukum dengan potensi penyebab risiko kurangnya

koordinasi dengan Kementerian/Lembaga untuk melakukan Kepatuhan Hukum.

Selanjutnya, untuk pencapaian IKSS ke 3 yaitu Indeks Materi Hukum, terdapat

4 potensi risiko yang telah dipetakan oleh yaitu:

1) Kebijakan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan
potensi penyebab risiko sebagai berikut:

a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Kebijakan-kebijakan
Pemerintah;

b. Terdapat kebijakan peraturan perundang-undangan yang masih tumpang
tindih;

2) Peraturan Perundang-undangan tidak selesai sesuai target Prolegnas, Progsun
PP, Progsun Perpres, dan Progsun Permen/Perlem dengan potensi penyebab
risiko konsep RPUU yang diajukan pemrakarsa belum siap secara substansi;

3) Keterpihakan pada kepentingan kementerian/lembaga masing- masing dalam
tahap harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan potensi penyebab
risiko tumpang tindih kewenangan instansi/lembaga; dan

4) Rendahnya capaian persentase PUU yang memberikan manfaat dan dampak
terhadap pembangunan hukum nasional dengan potensi penyebab risiko Hasil
Pemantauan dan Peninjauan UU/Analisis dan Evaluasi PUU tidak maksimal
dalam analis dampak dan manfaat terhadap pembangunan hukum nasional
karena keterbatasan data dari Kementerian/Lembaga.

2. SS2.Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum Dalam
Mendukung Pencapaian Reformasi Birokrasi
Terwujudnya Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mendukung

pencapaian Reformasi Birokrasi hanya diukur dengan 1 IKSS vyaitu Indeks

Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum terdapat 25 potensi risiko yang dipetakan

oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Strategi Kebijakan dan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yaitu:

1) Indeks budaya kerja yang masih rendah dengan potensi penyebab risiko

Kurangnya pemahaman pegawai terhadap budaya kerja dengan nilai
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Berorientasi pada Pelayanan, Akuntable, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif
dan Kolaboratif;

2) Pola Manajemen Karir belum disesuaikan dengan kondisi Kementerian Hukum
yang baru dengan potensi penyebab risiko adanya perubahan regulasi Nasional,

3) Tidak tersedianya data kearsipan sebagai alat bukti pembuktian hukum dan
pertanggungjawaban dengan potensi penyebab risiko belum adanya SDM
Jabatan Arsiparis pada setiap unit kerja, rusaknya arsip dinamis dan
terbatasnya ruang penyimpanan dan pengolahan Arsip;

4) Nilai Indeks Pelayanan Publik tidak tercapai dengan potensi penyebab risiko
Implementasi atas aspek-aspek penyelenggaraan pelayanan publik belum
berjalan dengan baik;

5) Rendahnya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik kemenkum
dengan potensi penyebab risiko Implementasi unsur-unsur survei kepuasan
masyarakat (persyaratan, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian,
biaya/tarif, produk Spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku
pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, sarana dan
prasarana) belum terlaksana dengan optimal di seluruh satuan kerja;

6) Hasil Penilaian Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik belum
optimal dengan potensi penyebab risiko implementasi opini pengawasan
penyelenggaraan pelayanan publik belum sepenuhnya terlaksana dengan baik;

7) Tidak tercapainya Indeks Perencanaan Penganggaran dengan potensi
penyebab risiko Belum semua satker menggunakan SBK sebagai dasar
penyusunan dan pelaksanaan anggaran;

8) Capaian Target belum maksimal dengan potensi penyebab risiko adanya
blokir anggaran dari Kementerian Keuangan yang berdampak tidak optimalnya
pencapaian kinerja;

9) Adanya sentimen negatif terkait Kementerian Hukum yang berdampak
negatif terhadap citra Kementerian dengan potensi penyebab risiko adanya
pihak-pihak tertentu yang menyebarkan informasi yang belum valid;

10) Seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data
referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data belum sesuai
standar dengan potensi penyebab risiko belum adanya kebijakan internal yang

mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan data;
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11) Sistem penghubung layanan (SPL), aplikasi antar layanan UKE | belum
terintegrasi dengan potensi penyebab risiko Standar interoperabilitas antar
layanan SPBE belum sama;

12) Belanja TIK tidak disetujui oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas,
Kementerian Keuangan dan KemenPAN RB dengan potensi penyebab risiko
proses clearance belum sesuai dengan kriteria terbaru;

13) Terdapat gangguan lalu lintas pada Pusat Data Kementerian Hukum dengan
potensi penyebab risiko masalah perangkat infrastruktur pada Pusat Data;

14) Inventarisasi kondisi daftar aset TIK yang belum tertib dengan potensi penyebab
risiko Belum adanya Pedoman Pengelolaan Aset TIK Kementerian Hukum;

15) Kebocoran data dengan potensi penyebab risiko Kurangnya kesadaran
pegawai terhadap keamanan informasi;

16) Kendala dalam proses pengembangan aplikasi dengan potensi penyebab risiko
framework aplikasi belum diperbaharui;

17) Realisasi belanja modal tidak berdasarkan RKBMN dengan potensi penyebab
risiko tidak selarasnya antara RKA-K/L dengan RKBMN;

18) Tidak tercapainya Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Biro BMN dengan
potensi penyebab risiko terdapat BMN yang belum sesuai dengan ketentuan
kepemilikan berdasarkan PUU yang berlaku;

19) Ketidaksesuaian pencatatan pada aplikasi SAKTI, misalnya pencatatan akun,
pencatatan stock opname, pemilihan transaksi, pemilihan kodefikasi, dll dengan
potensi penyebab risiko Kurangnya pengetahuan SDM di Satker dalam
pencatatan akun pada aplikasi SAKTI;

20) BMN Rusak Berat tidak dapat ditindaklanjuti penghapusan BMN melalui
Penjualan dengan potensi penyebab risiko BMN dengan Kondisi Rusak Berat
tidak segera diusulkan penghapusan;

21) KPB tidak menindaklanjuti persetujuan penjualan BMN rusak berat hingga
terbitnya Keputusan Penghapusan BMN sesuai jangka waktu yang telah
ditentukan dengan potensi penyebab risiko KPB tidak segera melakukan
penjualan secara lelang melalui KPKNL hingga masa berlaku persetujuan
penjualan habis dan tidak segera menerbitkan/ mengajukan permohonan
penerbitan Keputusan Penghapusan;

22) Proses penyusunan kebijakan belum sesuai dengan instrumen Indeks

Kualitas Kebijakan Nasional dengan potensi penyebab risiko adanya
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Perubahan instrument penilaian oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN)
selaku Penanggung Jawab IKK Nasional;

23) Adanya temuan berulang dalam LHP BPK dengan permasalahan
yang sama dari tahun sebelumnya dengan potensi penyebab risiko tidak
adanya identifikasi potensi temuan berulang;

24) Penurunan Nilai SPIP Terintegrasi dengan potensi penyebab risiko adanya
kebijakan terkait pengendalian internal yang baru yang berdampak terhadap
pengawasan; dan

25) Rendahnya indeks kesenjangan kompetensi SDM bidang hukum dengan
potensi penyebab risiko ketidaksesuaian antara kompetensi yang

dipersyaratkan pada pelatihan dengan kompetensi peserta

2.5 Pohon Kinerja Kementerian Hukum

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur
logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam
menghasilkan output/outcome yang diinginkan. Pohon kinerja Kementerian Hukum
disusun dengan menggunakan metode /ogic model sesuai ketentuan pada Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen
PANRB) Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
Pohon kinerja menggambarkan kinerja yang terdiri dari 5 (lima) jenjang, yaitu: (1)
Kinerja Strategis Nasional, (2) Kinerja Strategis Sektor, (3) Kinerja Strategis Sub
Sektor, (4) Kinerja Taktikal, serta (5) Kinerja Operasional.

2.4.5 Penerjemahan Pohon Kinerja Kementerian Hukum menjadi Sasaran

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan serta Output dan Indikator Output.

Berdasarkan pohon kinerja yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya,
maka dilakukan penerjemahan pohon kinerja menjadi Sasaran Kegiatan (SK) dan
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Penerjemahan dilakukan berdasarkan Immediate

Outcome dan Indikator Kinerjanya yang dapat diuraikan berikut ini.
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1. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK Ditjen

Kl dan Kanwil Kementerian Hukum

Iimmediste Outoome 1.1.1.1: Indikator Kinerja (IK) :
Tarwujudnya penagakan hukum Kl dan kontrid usi 1.

Persantase penagakan hukum K yang selesas ditangani

penagakan hukum AHU sacarn sfeft! dan afisian 2. Persentase kerja sama penegakan hukum lintas batas negam yang ditindakdan|uti
oleh/melalus otontas pusat

3. Persontose dota dan informasi AHU yang dimanfaatkan Aparat Penegek Hukum (APH)

4. Per L gan ahli/pendapat hukum/pertimbangan hukum yang diberikan sesua
permintaan

5. Persentase PPNS yang bekarje di bidangnya (penyalidian dan/stau penyidiken)

Targot UKE Nl

| Penanggung
2025 zoa‘zm,z«m,nzs ol

Sasaran Keglaton (SK) Indikator Kinerja Keglatan (IKK)

SK.1 Optimalnya Penanganan KK 1,1 Parzentase wilayah yang
dan Penyelesaian Sengketa Hak  aman dari pelanggaran KI

Kakayaan Intelektual Direktorat
IKK 1.2 Persentase Palanggaran Penegakan
Kekayaan Intelektual yang Hukum
selesai ditangani

SK. 1 Optimalnya Penanganan KK 1.1 Parsentase Pelanggaran

dan Penyelasaian Sengkata Hak  Kekayaan Intelektual di Kanwil

Kakayaan Intelektual di kewilayahan yang selesal Kemenkum

kawilayahan ditangani

Gambar 7 Penerjemahan Imm.O 1.1.1.1 menjadi SK dan IKK Ditjen Kl

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.1.1 menjadi Sasaran Kegiatan
dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Kl dan Kanwil Kementerian Hukum dapat

dijabarkan sebagai berikut.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.1.1 yang menjadi

kewenangan Ditjen Kl diterjemahkan menjadi:
- 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Penegakan Hukum.
- 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum.

1. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Kanwil
Kementerian Hukum
Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.2.1 menjadi Sasaran Kegiatan

dan Indikator Kinerja Kegiatan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan sebagai berikut.
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immediate Outcome 1.1.2.3  JRLEISISIEIPE TR H
“Terwujodmya pembentukan 1. Indeks perencanaan Peraturan Perundang-undangan
pecaturan perundang- 2. Persentase Perancangan Percaturan Perundang-undangan & Oserah yang berkualitas
undangan berkualitas” 3. Persentase Perancang Pecaturan Perundang-undangan dan analis hukum yang menieghat kompetensi teknisnya
4 Persentase rancangan peraturan perundsng-undangan inisiated Kemenkum yang diselesaikan sesusl dengan perencansan
| S.  Persontase peraturan perundarg-undangan yang selesal dibarmonisasican sesai ketentuan PUU yang berlaku
6 Persentase peratunin perundarg-undangan yang divadangkan sesual pergujuan
7. Persentase peraturan perundang-undangan yang diterjemahkan sesual pengajuan
2 Persentase peraturan perundang-undangan yang dipublikasikan
9. Persentuse KAUD yang berhusd melakukan eeformasi hukum

Target UKE NI
Sasaran Kegiatan (5K) Indikator Kinerja Kegiatan (IXX) | Pananggung
2025 2026 2027 2028 2029
Jawab

K2 Terwujudaya fasilitas KK 2.1 Persentase porencanaan Peraturan
Perencanasn dan perancangen Purondang-Undangan & daerah yang
Peraturan Perundang-Undangan difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Kanrwil
daorah di wilayah KK 2.1 Per % Pet Kemerium

Perundang Undangan Oh:ﬂl yang
difasilitasi oloh Kanwll Kementerian Nukum

Gambar 8 Penerjemahan Imm.O 1.1.2.1 menjadi SK dan IKK Div. Yankum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.2.1 yang menjadi

kewenangan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK.

2. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.2.3 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil
Kemenkum
Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.2.3 menjadi Sasaran Kegiatan
dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHN dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan

sebagai berikut.

Immediate Outcome 1.1.2.3 : | Indikator Kinerja (1K) : )
"Meningkatnya tindak lanjut hasil |+ Perssntase hasil pemantavan, penilaian dan anev pelaksanaan pembangunan

a hukum nasional yang dvtindakianjuti cleh K/L/D
pemantauan/penilaian dan anev pelaksanaan
pembangunan hukum®™

Target ! UKEN
Sasaran Kegiatan (SK) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) | | TR | | | Ponanggung
2027 Jawab
SK. 1 Meningkataya KA/D yang Pusat
metaksanakan rencana tindak Pemantauan,
lanjut hasdl pemantavan dan IXK 1.1 Persentase K/L/0 yang Peminjavan,
c melaksanakan rencana Undak lanjut
peninjavan dalam pelaksanaan dan
hasil pemantauan dan peninjauan
Pembangunan Hukum s LA Pembangunan
P naan P n Hukum
Hukum
Nasional
SK, 1 Meningkatnya tindak IKK 1.1 Porsentase hasil aney hukum Pusat Analisis
fanjut hastl anev hukum terhadap PUU yang ditindaklanjuti dan Evaluas)
terhadap PUU oleh ¥J/L/D Hukum
5K 3. Terwujudrya KK 3.1 Persentase hasil Analisis dan
pelaksanasan rencana tindak Evaluasi pelaksanasan Peraturan Konwil
Lanjut hasil anev pelaksanaan Dasrah yany ditindaklanjuti oleh Kamenkusr
Perda Pemda di wilayah kerja Karwil
Gambar 9 Penerjemahan Imm.O 1.1.2.3 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwi
Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.2.3 yang menjadi
kewenangan BPHN dan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi:

S #
o - Kantor W}iézyaﬁ Kementerian Hukum Riau



' } -.'Kanfor W}iézyaﬁ Kementerian Hukum Risu
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a. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Pusat Pemantauan, Peninjauan, dan
Pembangunan Hukum Nasional.
b. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum

c. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum.

3. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil
Kemenkum
Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi Sasaran Kegiatan
dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHN dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan

sebagai berikut.

Iimmediate Outoome 1,1.3.1: Indikator Kinerja (1K) :
“Moningkatnyn kepetuhan layanan pembinsan hukum, Tingkat kepatuhan layanan penyuluhan hulam nasionsl terhodag Standar
pambudaysan hukum nasional, Informasl hukum nasional, Pelayanan
pelindungan dan pemantastan Kl, AMU, dan pengembangan 2. Tingkat kepatuhan layanan bantuan hukum tarhadap Standar Pelayenan
kompetensi SOM hukum terhadap standar pelayanan™ 3. Tingkat kepatuhan Layanan nformas hukum nasianal terhadap Standar Pelayanan
4. Tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan permantaatan Ki terhadop Standar
Pelayanan
5. Tingkat ke 1 Lavy 1AMU p Stander Pelayanon
6. Tingkat kepatuhan layanan pengembangan kompetensi SDM bidang hukum
termndap Standar Pelaysnan

Sasaran Kegistan (SK) Indikstor Kinerja Keglatan (IKK)

SK.1 Maningkatnya Plkat

kopatuhan Layanan IKK 1.1 Tingkat kopatuhan layanan Pem an

penyuluban hukum penyuluhan hukum terhadap Standar danbaa“n.m, 2R

nasional terhadap standar  Pelayanan Huken

pelaysnan

- Pusat

SK.2 Meningkatnya IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan Pambud

kopatuhan Layanan bantuan hukum terhadap Standar dat Bentian

Bantuan Hukum Pelayanan Hukum

SK.4 Meningkatnya

kepatuhon Layanan IKK 4.1 Persentase layanan bantuan Kanwil

Bantuan Hukum di hukum litigasi dan non-litigasi yang o

Wilayah terhadap standar  diberikan

pelaysnan
IKK 1.1 Tingkat kepatuhan layanan

SK.1 Tersedianys Ly informasi hukum nassonal terhadap

.1 Te! nan

il ok A SN | LR PusatLeysnen

yang Backunlitas IKK 1.2‘ Persentase dokumen hukum Literasi
yang diakses terhadap dokumen Hukum dan
hukum yang tersedia Pembinsan

SK.2 Terwujudnys JOIHN

Pongelolaan Keanggotaan IKK 2.1 Persontase anggota JDIMN yang

JOIHN dikelola terhadap total anggota IDIMN

SK.2 Terwujudnya layanan

pengelolaan dokumen dan IRX 2.1 Tingkat penyelession hy.n.'! Kanwil
pengelolaan dokumen dan informasi

informasi hukum d| hukum nasional i wilsysh Kemenkum

wilayah yang berkuslitas

Gambar 10 Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil

Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.3.1 yang menjadi

kewenangan BPHN dan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi:

a. 2 (dua) SKdan 2 (dua) IKK untuk Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum.
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b. 2 (dua) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Pusat Pusat Layanan Literasi Hukum dan
Pembinaan JDIHN
c. 2 (dua) SKdan 2 (dua) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum

4. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen Kl dan
Kanwil Kemenkum
Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi Sasaran Kegiatan
dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Kl dan Kanwil Kemenkum dapat dijabarkan

sebagai berikut.

Irrvens iate Outcame 13,5040 Indiator Kinerjs () ©
Pharrngsatigs k. 17
Pasbiim pererdnesdn

kot kesot vhan rern ey Ul h aredar Pelrparan
nghat kogatuhan Wpanans bantusn

"W elayanan
techadap Suandar Ssleyanan

g i s Standar Pelwyanan

Target . . | UKL )i Penanggung
006 | 027 | 2028 | 2028 Jawst

Sasaman Keglatan ($%)

Indikator Kinarja Kegatan [IKX)

IKK 1.1 Tinghat kepatuhan leyansa Hak Cipta, Dessin industr: dan Kekayasn
Intelebtual Kornunal (KIK) terhadap Standat Peliyanas
SK.1 Meninghatrwa

Lisganan Mk Cpta don KK 1.2 Tnghat Validast Puncatatan Cgtaan darl Mak Crpta dan Mak Terkalt DIt HEO!
Desain Industr| IKK 1.3 Tinglat Validasi Sertifikat dak Desain industri
IKK 1.8 Tingkat Valldas! Data Kekaysan rdelektval Komunal (0K)

K, 1 Meningatrys ODirektorat terje

K h t; i
Layanan Keda Ssma (L8 ¢ 1. indeks n-'ma‘n :unn i:v;:‘luma datam pelindungan can/atay p mw\lrm. ey
Kelcayaan Intefektual oyl " dayaat,
ks

IKK 11 Tingkat Repatuhan (ayanan Mecek dan Indikasl Geografis techadap
K1 Marunghatoye Standat Pulaysnan

D Mered don
Layanan Morek den
9 G fis KK 1.2 Tinghat voldas sortifikat Morck b Gangrafis
BOC 1.3 Ninghat validas) sertifikat indikasi Geograts
IKK 1.1 Tinghat kopatuhen layanass Paten, Desaln Tata Letak Sirkun Terpadu,
SK.1 Meningbatrya dan Rahasia Dagang terhadap Standor Pelayanan

e, Paten, Desam

Larmeians Paten, DRAln ey 3 Tinghat validisl sevtifibat Saters

Tata Letak Swkuit
Terpadu, dan Rahava
Oupang

SE.1 Mersnghatsya

KK 1.3 Tiegthat valetans sertifibkat Cuson Tata Lotak Sickuit Terpadu

IKK L& Tinghat vabelasi pancatatan peoanjian Rahasu Digang

IKK 1.1 Service Leved Apreement [SL4) Layoran TIK Olgen Nekayoan
intefektuar

Tatn Letak Siekuit
Turpadhs, dan
Rahasia Dagarg

' } -_'Kanfor W}iézyaﬁ Kementerian Hukum Risu

Lawanan TIK sebagal IKK 1.2 Persentase Teknotogl Informasi dan Comunikast yang @mantuatian l"":',‘":fl'ml‘"
tnabiler Lyanen terhadup Tatal TIK Oitien XK yary Torsedia Wielchtusl
Kelapasn.inbefaiaus] IKK 1.3 Mean Time ¢ Respond (ATTR) terhadag serangan sibes ke Dtjen
Kehuyaon Meelektioo/

$K.5 Merungkatoys
ARyheson phlincurngan KK 8.1 Tegha shan | dan permants
e o by L im0 sanan et
wilayan

Gambar 11 Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen Kl dan Kanwil

Kemenkum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.3.1 yang menjadi

kewenangan Ditjen Kl dan Kanwil Kemenkum diterjemahkan menjadi:

a. 1 (satu) SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Hak Cipta dan Desain Industri
b. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Dit. Kerjasama dan Pemberdayaan KI
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5.

c. 1 (satu) SKdan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Merek dan Indikasi Geografis 1 (satu)
SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,

dan Rahasia Dagang

d. 1 (satu) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Teknologi Informasi Kekayaan

Intelektual 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Divisi Pelayanan Hukum,

Kanwil Kemenkum
Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditjen AHU dan

Kanwil Kemenkum

r——
“MEreTgRatTys Sastta
o

Sasaran Kegiatan (SK)

SK.1 Meningkatriya
Layanan adminstrast
badan usaha

SK.1 Meninghatnya
Layaran Adminestras
Otoritas Posat dan Hukum
Irter nasional Davpen AHU

SK.1 Meningiatya
Layanen Adminestrass
Mukum Perdata Ditjen ANY

SK.3 Meningbatnya kinerja
Kurator Keperdataan

Tediaton Wewrja (1K)
Mt

K 1.1 Tingkat kapatuban layanan
administrasi badan usaha terhadap Standar
Pelayaran

KK L2F layanan as|
Badan usaha yang diselesalkan

KK 1.1 Tingkat kepatuban Livanan
Administras Otoritas Pusat dan Hukum
Intermassonal terhadap Standar Pelayanan
=K 1.2p Ly Act

Ororitas Pusat dan Hukum Intermasional yang
dismlesaiban

K 1.1 Tingkat kepatuban layanan
Administras: Hukum Perdate Ditjen AML
terhadap Standar Pelayanan

KE12F Lay At

Mukum Perdata yang diselnsaikan

K 31 Persenmase Kurator Kepetdataan
dengan kinevja “Baik®

WK 11 Tingkat kepatuban Layanan

Hukum Pidana dan Daktsloskop

SK.A M atniy
Layanan Adminestras
Hukom Pidana dan
Daktsloshops Ditien AU

SK.1 Meaing!

Oitjen AHU terhadap Standar Pelayanan

XK 1.2 Persentase Layanan Adrrinestras
Hukum Pidana dan Daktiloshopi yang
dismdesalban

K 1.1 Tingkat kepatuhan Layanan

Layanan Mminis;ua
Hukum Tata Negara Dstpen
AHU

SK 1 Meninghatnys
Lay TIK sobaxsi

# Hukum Tata Negard Digen AHU
terhadap Standar Pelayanan

WK 1.2 Persentase Layanan Adrumstras
Musum Tata Negara yang diselesaican

KK 1.1 Capaian Sarvice Lovel Agramiment

K TEANY

Enabler Layanan Hukom
Ditper: AHU

SK.A Muenimgkatnya kuafitas
pemataman Masyarakat
techadap | AU

WK 1.2 Mean Time to Mespand (MTTR)
terhadap serangan siber

XK 6.1 Tingkat Permanaman Masyarakat
rhadap L AHU di Wilayah

Wilayah
SK.7 Terwujutnys
1l ]

WK 7.1 Persentase penyelesiian laporan

v n Pe duan
Masyarakat terkait Dugaan
Pelanggaran labatan
Notars di Xantor Wikayah

SK.1 Terwujuderye
i

peogaduan Magyarakat teckat dugansn
pelanggaran perifaku notarss dan
pelaksanaan jubatan noterls di Kentor
Wilayan

WK 1.1 Persertase panynietaian

P Bata
Harta Penl

per Loy Balai Marta
Py i Kantor Wilayuh

Gambar 12 Penerjemahan Imm.O 1.1.3.1 menjadi SK dan IKK Ditien AHU, Kanwil

8 | 202 2027 | o0zn 2029

Yarget uxe it
e 1 Peoanggung
lawab

Ot Badan
Usaha

Dit. OPMI

DiL. Perdats

DL, Pordats

oit. Pidana

O Tara
Negara

D T ARU

Kaswd

BHF

Kemenkum dan BHP

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.3.1 menjadi Sasaran Kegiatan

dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjien AHU, Kanwil Kemenkum, dan BHP dapat

dijabarkan sebagai berikut.

. } -:Kanfor W}iézyaﬁ Kementerian Hukum Risu
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Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.3.1 yang menjadi

kewenangan Ditjen AHU, Kanwil Kemenkum dan BHP diterjemahkan menjadi:

a. 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK untuk Dit. Badan Usaha b. 1 (satu) SK dan 2
(dua) IKK untuk Dit. OPHI

b. 2 (satu) SKdan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Perdata d. 1 (satu) SK dan 2 (dua) IKK
untuk Dit. Pidana

c. 1 (satu) SKdan 2 (dua) IKK untuk Dit. Tata Negara f. 1 (satu) SK dan 2 (dua)
IKK untuk Dit. TI AHU

d. 2 (dua) SKdan 2 (dua) IKK untuk Kanwil Kemenkum 1 (satu) SK dan 1 (satu)
IKK untuk Balai Harta Peninggalan (BHP)

6. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan
Kanwil Kementerian Hukum

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.4.1 menjadi Sasaran Kegiatan

dan Indikator Kinerja Kegiatan BPHN dan Kanwil dapat dijabarkan sebagai berikut.

LT TE I EE LT DR R R B | Indikator Kinerja (IK) :
“Terbangunnya budaya hukum

1. Indeks pengetehuan dan pemahaman Masyarakat ternadap hukum dan K
2. Persantase paningkatan kompatensi pesarta pelatihan di bidang hukum
dan Kl masyarakat” 3. Tingkat kepatuhan hukum masyarakat dalam pelaksanaan hukum

4, Indeks kuslitas Politeknik Pangayoman Indonesia

Target UKE Il
Penanggung

Indikator Kinerja Keglatan (IKK) | 202 | 202
2025 6 9 2028 | 2029 Jawab

IKK 2,1 Indeks pengetahuan dan

SK.2 Terbangunnya  Peémahaman Masyarakat terhadap hukum Pem::::aatyaan
budaya hukum IKK 2.2 Persentase pos bantuan hukum dah Bantush
masyarakat desa/ketlurahan yang sudah memberikan Hukum. BPHN
layanan bantuan hukum sesuai standar
SK.3 Meningkatnya IKK 3.1 Parsentase Penyuluh hukum yang Pusat
kualitas Penyuluh nalk jenjang * Pembudayaan
hukum (*terhadap total formasi JF Penyuluh dan Bantuan
Hukum yang seharusnya nalk jenjang) Hukum
SK.. Meningkatnya IKK,.. Persentase Pos Bantuan Hukum di Kanwil
Pos Bantuan Hukum  wilayah yang terbentuk terhadap total Ke. G

di Witayah desa/kelurahan
Gambar 13. Penerjemahan Imm.O 1.1.4.1 menjadi SK dan IKK BPHN dan Kanwil

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.4.1 yang menjadi
kewenangan BPHN dan Kanwil diterjemahkan menjadi:

a. 2 (dua) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum;

b. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum.
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7. Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK Ditjen Kl dan

Kanwil Kementerian Hukum

Immediate Outcome 1.1.4.2: "“‘:"’ Kinesja (1K) : -
- 1. Persentase Ki yang dimanfsstkan
Menlngka‘wa maturitas - 1. Persentase peningkatan pendaftaran Ki
pengelolaan pemanfaatan K| 3. Tingkat maturitas pengelolaan pemantastan Ki
UKE I
Sasaran Kegiatan (SK) Indikator Kinerja Kegiatan (IKX) Penanggung
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Jawad
SK 2. Meningkatnya IKX 2.1 Persentase peningkatan pencatatan
pencatatan Hak Cipta Hak Cipta

SK.3 Meningkatnya
pendaftaran Desain Industri

3.1 Persentase Desaln Industrl terdaftar

SK 4. Meningkatnya = Dit. HCDI
tatan dan pemanfastan IKX 4.1 Persentase peningkatan pencatatan Kl
f Komunal
Kl Komunal
SK.3 Meningkatnya kinetja IKX 3.1 Persentase Pemertksa Desaln Industri
Pemertksa Desain Industri dengan kinerja “Baik"
SK 2 Meningkatrya
o Fesiron Misrek 2.1 Persentase Merek Terdaftar
SK 3 Meningkatrya
Sahtaran indikasi Geografis 3.1 Persentase Indikasi Geografis Terdaftar Dit. Merek dan IG
SK.3 Meningkatnya kinerja IKK 3.1 Persentase Pemeriksa Merek dengan
Permneriksa Merek Kinerja “Baik"

[ SK2 Meninghating IKX 2.1 Persentase Paten yang diber| (granted)

pendaftaran Paten
S peingkating IKK 2.1 Persentase Desain Tata Letak Sirkuit
pendaftaran Desain Tata Letak Ternad Tordatia
Sirkuit Terpadu Lpifariay Do Dit. Paten, DTLST,
Rahasia Dagang
SK.4 Meningkatnya Pencatatan IKX 4.1 Persentase Peningkatan pencatatan
Perjanjian Rahasia Dagang perjanjian Rahasia Dagang
| SK.3 Maningkatnya kinerja IKX 3.1 Persentase Pemeriksa Paten dengan
| Pemeriksa Paten Kkinerja “Baik"
| SK.A Terwujudnya KX 4.1 Persentase Ki yang dimanfaatkan Dird;::; il
pemanfaatan Kekayaan terhadap total Kekayaan Intelektual yang Permbe m' s
Intelektual terdaftar/tercatat A
dan Edukasi
SK.8 Meningkatnya maturitas
IKX 8.1 Tingkat maturitas pengelolaan
x::gelolun pemantaatan Ki di pemanéaatan Ki ol wiayah Kanwil Kemenkum

Gambar 14 Penerjemahan Imm.O 1.1.4.2 menjadi SK dan IKK Ditjen Kl

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 1.1.4.2 menjadi Sasaran Kegiatan
dan Indikator Kinerja Kegiatan Ditjen Kl dan Kanwil Kementerian Hukum dapat

dijabarkan sebagai berikut.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 1.1.4.2 yang menjadi

kewenangan Ditjen Kl dan Kanwil diterjemahkan menjadi:

a. 4 (empat) SK dan 4 (empat) IKK untuk Direktorat Hak Cipta dan Desain

Industri
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b. 3 (tiga) SK dan 3 (tiga) IKK untuk Dit. Merek dan Indikasi Geografis
c. 4 (empat) SK dan 4 (empat) IKK untuk Dit. Paten, Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu, dan Rahasia Dagang
d. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Direktorat Kerja Sama, Pemberdayaan,
dan Edukasi
e. 1 (satu) SK dan 1 (satu) IKK untuk Kanwil Kementerian Hukum
8. Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi SK dan IKK untuk Badan
Strategi Kebijakan Hukum
Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 menjadi Sasaran Kegiatan
dan Indikator Kinerja Kegiatan unit eselon Il di lingkup Badan Strategi Kebijakan

Hukum Kementerian Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

Immediats Outcome 2.1.1.1: Indikator Kinerja (1K) :
*Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian Hukum 10. Indeks Reformasi Hukum Kemenkum
yang sfektif, Uncah dan kolaboratif™

.

Target
Sasaran Kegiatan (S Indikator Kinerja Keglatan (IKK) ' ! ! I I |
e Lo e e 2025 2026 2027 | 2028 2029
Pusat Strategi
SK.1 Terwujudnya Kemanfaatan W11 Parsentass relmmendas) Kebijakan
7 ) & strategl kebijakan di bidang
Rekomendasi Strategi Kebijakan Pembentukan
27 Pembentukan PUU dan
di Bidang Pembentukan PUU Pembi H PUU dan
dan Pembinaan Hukum SRMIRES) T RIS Pembinaan
ditindaklanjuti
Hukum
SK.1 Terwujudnya Kemanfantan NOCY-3 Parsantass Tenaandes) Strateg)
! strategl kebijakan dl bidang Kebijakan
Rakomendasi Strategi Kebijakan
di Bidang Pelayanan Hukum Pelayanan Hukum yang Pelayanan
ditindaklanjut Hukum
SK.1 Tarwujudnya Kemanfaatan ';:::: 3 im’x’(’:’m‘er‘:‘:‘: Pusat Strategl
Rekomendas! Strategl Kabijakan Kelol?Hu ku]m yang né Kebijakan Tata
di Bidang Tata Kelols Hukum ditindakianjuti Keiola Hukum
$K.1 Torwujudnya Kemantaatan  IKK 1.1 Persentase rekomendasi el
Rekomendasi Strategl Kebijakan  strategi kebijakan di bidang Publikas!
di Bidang Evaluasi dan Publikasi  Evaluasi dan Publikasi Kebijakan Kebijokan
Kebijakan Hukum Hukum yang ditindaklanjuti Hukum
SK 4 Ditindaklanjutinya IKK 4.1 Parsentase tindak lanjut
Rekomendasi Strategi Kebijakan Rekomendasi Strategi Kebijakan K’;::::::::f“

hukum di witayah

hukum di wilayah

Gambar 15 Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 untuk SK dan IKK BSK Hukum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.1 yang menjadi
kewenangan BSK Hukum diterjemahkan menjadi:
a. (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan PUU
dan Pembinaan Hukum
b. 1 (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum
c. 1 (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum
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d. 1 (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Pusat Strategi Evaluasi dan Publikasi
Kebijakan Hukum
e. 1 (satu) SK 1 (satu) IKK untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum
9. Immediate Outcome (Imm.0O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi SK dan IKK untuk
Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Immediate Outcome 2.1.1.1: Immediate Outcome (Int.0) 2.1.1.2:
“Terwujudnya tata kelola pemerintahan digital Kementerian “Terwujudnya budaya birokrasi berakhlak dengan ASN
Hukum yang efektif, lincah dan kolaboratif” yang profesional”
Indikator Kinerja (1K) : — -
7. Nilai Kinerja Perencanaan Penganggaran Indikator Kinerja (IK):

19. Persentase tindak fanjut rekomendasi hasil pangawasan auditor | 5. Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

eksternal dan internal

Target UKEHI
Penanggung
Jawab

Indikator Kinerja Kegiatan ’
(IKK) ’ 2025 | 2026 ‘ 2027 | 2028 @ 2029

Sasaran Kegiatan (SK)

SK.1 Terwujudnya tindak fanjut IKK 1.1 Persentase tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan  rekomendasi hasil pemeriksaan 100%  100%  100%  100% 100%

BPK BPK Kantor Wilayah
5K.2 Meningkatrya kepuasan unit Kemenkum
oo ltetataplopnan LS EPESEIAD  yg  gg  3g 39 3m
ki s ay2 ungan manaj
Gambar 16 Penerjemahan Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 untuk SK dan IKK Kanwil
Kemenkum

Penerjemahan Immediate Outcome (Imm.O) 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 menjadi
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dapat dijabarkan sebagai berikut.

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa Imm.O 2.1.1.1 dan 2.1.1.2 yang
menjadi kewenangan Kantor Wilayah diterjemahkan menjadi 2 (dua) SK dan 2 (dua)
IKK.
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Tabel 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kanwil Riau
No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET ‘_'-.".'f-.",':.'..;".'.-."}.'."}.'.':f
1 2 3 4
| | SETJEND
1. | Meningkatnya pelaksanaan | Persentase Pelaksanaan Rencana 100%
Reformasi Birokrasi di Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup
Lingkup Kantor Wilayah Kantor Wilayah Kementerian
Kementerian Hukum Hukum
PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)
1. | Terwujudnya tindak lanjut Persentase tindak lanjut 100%
rekomendasi hasil rekomendasi hasil pemeriksaan
pemeriksaan BPK BPK
2. | Meningkatnya kepuasan Indeks kepuasan terhadap layanan 3,89
unit eselon Il terhadap dukungan manajemen Indeks
layanan dukungan
manajemen
Il | DJAHU
1. | Meningkatnya PNBP Ditjen | Persentase Peningkatan PNBP 6%
AHU di Kantor Wilayah Ditjen AHU di Kantor Wilayah
2. | Terwujudnya Penyelesaian | Persentase Laporan Pengaduan 90%
Pengaduan Masyarakat Masyarakat terkait Dugaan
terkait Dugaan Pelanggaran | Pelanggaran Perilaku Notaris dan
Jabatan Notaris di Kantor Pelaksanaan Jabatan Notaris di
Wilayah Kantor Wilayah yang diselesaikan
PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)
1. | Meningkatnya Kualitas Tingkat Pemahaman Masyarakat 3,20
Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah Indeks
terhadap Layanan AHU di
Wilayah
49
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R
2. | Terwujudnya Penyelesaian | Persentase Penyelesaian Laporan98,10b/o~..::':
Pengaduan Masyarakat Pengaduan Masyarakat terkait
terkait Dugaan Pelanggaran | Dugaan Pelanggaran Perilaku
Jabatan Notaris di Kantor | Notaris dan Pelaksanaan Jabatan :::
Wilayah Notaris di Kantor Wilayah B ER R
I | DJKI
1. | Terwujudnya Penegakan Persentase Penyelesaian Aduan 30%
Hukum Kekayaan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
Intelektual di Wilayah di Wilayah
2. | Meningkatnya Pemahaman | 1. | Persentase Masyarakat yang 70%
Masyarakat terhadap Memahami Kekayaan
Kekayaan Intelektual di Intelektual di Wilayah
Wilayah 2. | Persentase Peningkatan 20%
Permohonan Kekayaan
Intelektual di Wilayah

PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)

Meningkatnya Layanan Tingkat kepatuhan layanan
" pelindungan dan pelindungan dan pemanfaatan 859
pemanfaatan Kekayaan Kekayaan Intelektual di wilayah
Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan
Optimalnya Penanganan Persentase Pelanggaran Kekayaan

) dan Penyelesaian Sengketa | Intelektual di Kewilayahan yang 209
" | Hak Kekayaan Intelektual di | Selesai Ditangani ’

kewilayahan
Meningkatnya Maturitas Tingkat Maturitas Pengelolaan 2,30
3 Pengelolaan Pemanfaatan | Pemanfaatan Kekayaan Intelektual Level
Kekayaan Intelektual di di Wilayah
Wilayah Level
IV | DJPP
1. | Terfasilitasinya Rancangan | Persentase Rancangan Produk 80%
Produk Hukum di Daerah Hukum di Daerah yang Difasilitasi
50
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oleh Kantor Wilayah Kementerian. -~} -

Hukum

2. | Meningkatnya Pembinaan Jumlah Peningkatan Kapasitas

Perancang Peraturan Pembinaan Tenaga Perancang
Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)
1. | Terwujudnya fasilitasi 1. | Persentase perencanaan
perencanaan dan Peraturan Perundang-
perancangan Peraturan Undangan di daerah yang 100%
Perundang-Undangan difasilitasi oleh Kanwil
daerah di wilayah Kementerian Hukum

2. | Persentase Perancangan
Peraturan Perundang-

Undangan di Daerah yang 100%
Difasilitasi oleh Kanwil

Kementerian Hukum

V | BPHN

1. Terwujudnya Analisis dan | 1. | Jumlah Analisis dan Evaluasi 1 Dok
Evaluasi Produk Hukum di Produk Hukum yang Dilakukan
Wilayah serta Fasilitasi 2. | Jumlah Fasilitasi Perencanaan 1 Dok
Perencanaan Peraturan Peraturan Daerah
Daerah

2. Terwujudnya Persentase Anggota JDIHN yang 25%
Pengelolaan Keanggotaan | Dikelola terhadap Total Anggota
JDIHN di Wilayah JDIHN di Wilayah

3. Meningkatnya Layanan 1. | Persentase Layanan Bantuan 82%
Bantuan Hukum di Wilayah Hukum Litigasi yang Diberikan

terhadap Total Permohonan
Layanan Bantuan Hukum

Litigasi

B g ,Kanfor '}Uiézyaﬁ Kementarian Hukyum Riou v
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Hukum Non Litigasi yang
Diberikan terhadap Total

Hukum Non Litigasi

2. | Persentase Layanan Bantuan

Permohonan Layanan Bantuan

4. Meningkatnya Desa Persentase Peningkatan
Sadar Hukum di Wilayah Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang
Memenuhi Kriteria sebagai
Desa/Kelurahan Binaan terhadap
Total Usulan Kantor Wilayah
PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)
1. | Terwujudnya Pelaksanaan | Persentase Hasil Analisis dan 10%
Rencana Tindak Lanjut Evaluasi Pelaksanaan Peraturan
Hasil Analisis dan Evaluasi | Daerah yang Ditindaklanjuti oleh
Pelaksanaan Perda Pemda di Wilayah Kerja Kanwil
2. | Meningkatnya Layanan Persentase Pemberian Bantuan 88%
Bantuan Hukum di Wilayah | Hukum secara Litigasi dan Non
Litigasi
3. | Terwujudnya Layanan Tingkat penyelesaian layanan 50%
Pengelolaan Dokumen dan | pengelolaan dokumen dan
Informasi Hukum di Wilayah | informasi hukum nasional di wilayah
yang Berkualitas
4. | Meningkatnya Pos Bantuan | Persentase pos bantuan hukum di 10%
Hukum di Wilayah wilayah yang terbentuk terhadap
total desal/kelurahan
VI | BSK
1. | Terwujudnya kemanfaatan | Persentase rekomendasi strategi 80%
rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang
kebijakan hukum di wilayah | ditindaklanjuti
PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)
52
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1 Rekomendasi Strategi | Rekomendasi Strategi Kebijakan - |7 et ey
Kebijakan Hukum di | Hukum di Wilayah 5

Wilayah

C. PROGRAM DAN ANGGARAN p

Tabel 2 Tabel Program dan Anggaran Kanwil Riau

No

Kegiatan

Anggaran

SETJEN

Program Dukungan Manajemen

Rp 17.068.781.000,-

Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah

2| Kementerian Hukum Rp 17.068.781.000,-
PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)

1 | Program Dukungan Manajemen Rp 17.068.781.000,-

> Pengelola_an Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Rp 17.068.781.000,-

Kementerian Hukum

Il DJAHU

1 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp 3.525.279.000,-

2 | Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Rp 3.525.279.000,-
PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)

1 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp3.525.279.000,-

2 | Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah Rp3.525.279.000,-

1] DJKI

1 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp 2.143.070.000,-

2 | Penyelenggaraan kekayaan intelektual di kantor Wilayah Rp 2.143.070.000,-
PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)

1 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp2.143.070.000,-

2 | Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Rp 2.143.070.000,-

v DJPP

1 | Program Pembentukan Regulasi Rp 507.000.000,-

2 | Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah Rp 507.000.000,-

PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)

Kantor '}Uiﬂzyaﬁ Kementerian Hukum Riou
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2 | Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah
\ BPHN v . AR
1 | Program Pembentukan Regulasi Rp 147589000,

Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan _
2 | Evaluasi produk Hukum di Wilayah Rp 147.589.000,- 4“0
3 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp 1.783.551.00,-
4 | Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah Rp 1.783.551.00,-

PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)

1 | Program Pembentukan Regulasi Rp 141.851.000,-

Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan i
2 Evaluasi Produk Hukum di Wilayah Rp 141.851.000,
3 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp 1.538.886.000,-
4 | Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah Rp 1.538.886.000,-
\ BSK
1 | Program Dukungan Manajemen Rp 378.839.000,-
2 | Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Rp 378.839.000,-

PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)

Program Dukungan Manajemen Rp 378.839.000,-

2 | Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah Rp 378.839.000,-
54
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A.CAPAIAN KINERJA ORGANISASI p A

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

..........
. . .

kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi
organisasi yang tertuang dalam strategic planing suatu organisasi. Istilah kinerja
sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun
kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu
tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan
ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada
tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui
karena tidak ada tolak ukurnya.

Sedangkan pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan
untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan,
sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Untuk itu diperlukan
indikator kinerja yang jelas, dapat dihitung, diukur, dan dapat digunakan sebagai
dasaruntuk menilai tingkat kinerja yang baik.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau Tahun
2025, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi
berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran kegiatan dan penyerapan
anggaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspekkinerja keuangan
dan non keuangan sebagai indikator untuk keberhasilan suatu organisasi yang
terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

Pengukuran capaian kinerja ditentukan dengan mempertimbangkan anggaran
yang terserap atau urgensi dalam pencapaian sasaran sehingga diperoleh bobot
indikator kegiatan yang mengacu pada rumus sesuai dengan Keputusan Menteri
Hukum dan HA Nomor M.HH- 01.PR.03 Tahun 2023 Tanggal 03 Januari 2023 Tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK|IP) di Lingkungan

Kementerian Hukum dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 dengan

. .t
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perhitungan persentasi pencapaian rencana tingkat capaian digunakan dua’rurms;’.

yaitu:

R/
0‘0

X3

*

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang"S"e'm_éa'lgirj;bfajk'.f.';'.'}',{. RN

maka menggunakan rumus:

Persentase pencapaian target =

Realisasi
Target

x 100%

.

Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja,'

maka menggunakan rumus:

Persentase pencapaian target =

Target

Realisasi — (Realisasi — Target
[ ( get)] x 100%

Secara umum Pencapaian Sasaran Program pada Kantor Wilayah Kementerian

Hukum Riau Tahun 2025 dapat dikategorikan sudah memenuhi target yang telah

ditetapkan. Secara rinci capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Tahun
2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

No SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN
| SETJEND
1. | Meningkatnya pelaksanaan Persentase Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Lingku Rencana Aksi Reformasi
Kantor Wilayah Kementerim P Birokrasi di lingkup Kantor 100% 100% 100%
Hukum Wilayah Kementerian Hukum
PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)
1. | Terwujudnya tindak lanjut Persentase tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan | rekomendasi hasil pemeriksaan 100% 100% 100%
BPK BPK
2. | Meningkatnya kepuasan unit Indeks kepuasan terhadap 3.89
eselon |l terhadap layanan layanan dukungan manajemen Inéleks 3,93 Indeks 100%
dukungan manajemen
Il DJAHU
1. | Meningkatnya PNBP Ditjen AHU | Persentase Peningkatan PNBP
di Kantor Wilayah Ditjen AHU di Kantor Wilayah 6% -23% -100%
2. | Terwujudnya Penyelesaian Persentase Laporan Pengaduan
Pengaduan Masyarakat terkait Masyarakat terkait Dugaan
Dugaan Pelanggaran Jabatan Pelanggaran Perilaku Notaris
Notgaris di Kantggr Wilayah dan ngaksanaan Jabatan 90% 100% 100%
Notaris di Kantor Wilayah yang
diselesaikan
PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)
1. | Meningkatnya Kualitas Tingkat Pemahaman Masyarakat
Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di 3,20 .
terhadap LayananyAHU di Wilayahp ’ Indeks | SSindeks | 100%
Wilayah
2. | Terwujudnya Penyelesaian Persentase Penyelesaian
Pengaduan Masyarakat terkait Laporan Pengaduan Masyarakat 98,10% 100% 100%
Dugaan Pelanggaran Jabatan terkait Dugaan Pelanggaran
Notaris di Kantor Wilayah Perilaku Notaris dan

R 'Kanfar'}f/l@aﬁ Kementerian Hukum Riou
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Pelaksanaan Jabatan Notaris di
Kantor Wilayah
] DJKI
1. | Terwujudnya Penegakan Hukum | Persentase Penyelesaian Aduan
Kekayaan Intelektual di Wilayah | Pelanggaran Kekayaan 30% 100%
Intelektual di Wilayah
2. | Meningkatnya Pemahaman 1. | Persentase Masyarakat
Masyarakat terhadap Kekayaan yang Memahami Kekayaan 70% 100% 100%
Intelektual di Wilayah Intelektual di Wilayah
2. | Persentase Peningkatan
Permohonan Kekayaan 20% 26,00% 100%
Intelektual di Wilayah
PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)
Meningkatnya Layanan Tingkat kepatuhan layanan
pelindungan dan pemanfaatan pelindungan dan pemanfaatan
L Kekayaan Intelektual di wilayah Kekayaan Intelektual di wilayah 85% 85% 100%
terhadap Standar Pelayanan
Optimalnya Penanganan dan Persentase Pelanggaran
Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di
2. Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai 30% 100% 100%
kewilayahan Ditangani
Meningkatnya Maturitas Tingkat Maturitas Pengelolaan 2,30 2,94 Level 100%
3. | Pengelolaan Pemanfaatan Pemanfaatan Kekayaan Level
Kekayaan Intelektual di Wilayah | Intelektual di Wilayah Level
v DJPP
1. | Terfasilitasinya Rancangan Persentase Rancangan Produk
Produk Hukum di Daerah Hukum di Daerah yang
Difasilitasi oleh Kantor Wilayah 80% 100% 100%
Kementerian Hukum
2. | Meningkatnya Pembinaan Jumlah Peningkatan Kapasitas 11
Perancang Peraturan Pembinaan Tenaga Perancang 17 Orang 100%
Orang
Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)
1. | Terwujudnya fasilitasi 1. | Persentase perencanaan
perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-
Peraturan Perundang-Undangan Undangan di daerah yang 100% 100% 100%
daerah di wilayah difasilitasi oleh Kanwil
Kementerian Hukum
2. | Persentase Perancangan
Peraturan Perundang-
Undangan di Daerah yang 100% 100% 100%
Difasilitasi oleh Kanwil
Kementerian Hukum
\') BPHN
1. | Terwujudnya Analisis dan 1. | Jumlah Analisis dan
Evaluasi Produk Hukum di Evaluasi Produk Hukum 1 Dok 1 Dok 100%
Wilayah serta Fasilitasi yang Dilakukan
Perencanaan Peraturan Daerah | 2. | Jumlah Fasilitasi
Perencanaan Peraturan 1 Dok 1 Dok 100%
Daerah
2. | Terwujudnya Pengelolaan Persentase Anggota JDIHN yang
Keanggotaan JDIHN di Wilayah Dikelola terhadap Total Anggota 25% 100 100%
JDIHN di Wilayah

R 'Kanfar'}Ul@aﬁ Kementerian Hukum Riou
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3. | Meningkatnya Layanan Bantuan | 1. Persentase Layanan
Hukum di Wilayah Bantuan Hukum Litigasi SRR
yang Diberikan terhadap 82% 95,1.8,%';'.
Total Permohonan Layanan AR E
Bantuan Hukum Litigasi
2. Persentase Layanan
Bantuan Hukum Non
Litigasi yang Diberikan
terhadap Total Permohonan 80% 74,33%
Layanan Bantuan Hukum
Non Litigasi
4. | Meningkatnya Desa Sadar Persentase Peningkatan
Hukum di Wilayah Desa/Kelurahan Sadar Hukum
yang Memenuhi Kr.|ter|a sebagai 70% 87.63% 100%
Desa/Kelurahan Binaan
terhadap Total Usulan Kantor
Wilayah
PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)
1. | Terwujudnya Pelaksanaan Persentase Hasil Analisis dan
Rencana Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pelaksanaan Peraturan
Analisis dan Evaluasi Daerah yang Ditindaklanjuti oleh 10% 100% 100%
Pelaksanaan Perda Pemda di Wilayah Kerja Kanwil
2. | Meningkatnya Layanan Bantuan | Persentase Pemberian Bantuan
Hukum di Wilayah Hukum secara Litigasi dan Non 88% 100% 100%
Litigasi
3. | Terwujudnya Layanan Tingkat penyelesaian layanan
Pengelolaan Dokumen dan pengelolaan dokumen dan
Informasi Hukum di Wilayah informasi hukum nasional di 50% 100% 100%
yang Berkualitas wilayah
4. | Meningkatnya Pos Bantuan Persentase pos bantuan hukum
Hukum di Wilayah di wilayah yang terbentuk 10% 100% 100%
terhadap total desa//kelurahan
Vi BSK
1. | Terwujudnya kemanfaatan Persentase rekomendasi strategi
rekomendasi strategi kebijakan | kebijakan hukum di wilayah yang 80% 100% 100%
hukum di wilayah ditindaklanjuti
PK Perubahan (Periode Nopember-Desember 2025)
Ditindaklanjutinya Rekomendasi | Persentase Tindak Lanjut
1. | Strategi Kebijakan Hukum di | Rekomendasi Strategi Kebijakan 95% 100% 100%
Wilayah Hukum di Wilayah

ANALISA CAPAIAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

Tabel 3 Analisa Capaian Kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum Periode Januari—Oktober

2025

ANALISA CAPAIAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

SASARAN KEGIATAN 1

MENINGKATNYA PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI

AL 'Kam‘or?fb@aﬁ Kementerian Hukum Riou

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

Persentase Pelaksanaan Rencana

Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

N

92,910 |
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LINGKUP KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokras'»il~_'.'v'f_'."_‘-"f.'-.'.3'."'~"""
pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah.
Formula/Cara menghitung realisasi capaian adalah sebagai berikut:
% Pelaksanaan Ren. Aksi RB =

Rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksanax100(y
(0]
Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah

Sementara persentase dari realisasi berbanding target adalah:

_ Realisasi o
B Target x100% mTARGET wmREALISASI = PERSENTASE

=19 v 100%
100

100%

100 100

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir

100
i “
O T e o e —
2021 2022 2023 2024 2025
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
u TARGET 0 0 0 100 100
i REALISASI 0 0 0 100 100
m PERSENTASE| 0 0 0 100 100

Berdasarkan indikator kinerja kegiatan pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi (RB), capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di lingkup
Kantor Wilayah Kementerian Hukum menunjukkan peningkatan yang signifikan
mulai Tahun 2024. Pada Tahun 2024, seluruh target telah tercapai dengan capaian

realisasi sebesar 100%, dan persentase pelaksanaan RB pun mencapai 100%.

. 'Kanfor'}f/)@aﬁ Kementerian Hukum Riou v
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Kondisi ini berlanjut pada Tahun 2025, di mana capaian Persehta{éfef;l?.é}akfs{afrjééﬁ -

3
.
Ve
.
. |
.

Rencana Aksi RB tetap 100%, sama seperti pada Tahun 2024Ha|1m

lingkup kerja mereka.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi

TAHUN
NS /_ _\ Target PK Realisasi

Renstra

Tidak terdapat perbedaan antara target pada Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja. Adapun capaian Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

yang diperoleh pada tahun 2025 telah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (jika

ada)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional

menunjukkan bahwa capaian Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi
Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah memenubhi
bahkan selaras dengan standar nasional yang ditetapkan pemerintah. Secara
nasional, pelaksanaan Reformasi Birokrasi mengacu pada Grand Design
Reformasi  Birokrasi Nasional dan Road Map Reformasi Birokrasi
Kementerian/Lembaga yang menetapkan target keterlaksanaan rencana aksi
sebesar 100%. Dengan realisasi capaian sebesar 100% pada Tahun 2025, Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Riau telah memenuhi standar nasional tersebut,
sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat dinilai optimal dan sesuai dengan

kebijakan nasional yang berlaku.

5) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Riau pada Tahun 2025 telah berjalan sangat efektif dengan

. 'Kanfor'}f/)@aﬁ Kementerian Hukum Riou “

mencerminkan keberhasilan Kantor Wilayah Kementerian Hukumdalam AR
melaksanakan seluruh rencana aksi RB sesuai dengan target yang telah ditetapkan; "

menunjukkan konsistensi dan komitmen dalam mendorong reformasi blrokra3|d|
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keterlibatan aktif seluruh pegawai, serta penguatan fungsi pengendaliah.;intfemfa'lf

.......

'''''''
......

melalui pembentukan dan optimalisasi berbagai tim pendukung ReformaSI ......................

Birokrasi.

Namun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya masih perlu terus
ditingkatkan, khususnya dalam aspek pemanfaatan waktu, sumber daya manusia,
dan biaya administrasi. Keberadaan beberapa tim dengan fungsi yang saling
berkaitan berpotensi menimbulkan tumpang tindih tugas dan beban pelaporan yang
relatif tinggi apabila tidak dikelola secara terintegrasi. Selain itu, belum tersedianya
pengukuran kuantitatif terkait biaya dan jam kerja per kegiatan menyebabkan

efisiensi belum dapat dinilai secara optimal dan objektif.

Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan Reformasi
Birokrasi pada Tahun 2025 dapat dinilai efektif dan cukup efisien, namun masih
memiliki ruang perbaikan. Ke depan, peningkatan efisiensi dapat dicapai melalui
penyederhanaan proses koordinasi, pemanfaatan sistem pelaporan berbasis digital,
serta penerapan pengukuran kinerja dan efisiensi yang lebih terukur. Dengan
langkah tersebut, capaian kinerja yang optimal tidak hanya dapat dipertahankan,
tetapi juga diwujudkan dengan penggunaan sumber daya yang semakin hemat,
tepat guna, dan berkelanjutan.

6 Ansisperyobab kbortasien |

Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh keberlanjutan dan
penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Riau. Berbagai upaya strategis telah dilaksanakan,

diantaranya:

— Terkait budaya organisasi dan sistem anti korupsi, Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Riau telah melanjutkan pelaksanaan kebijakan pengendalian internal dan
penguatan integritas, antara lain melalui keberadaan Unit Pemberantasan
Pungutan Liar (UPP), Satgas Saber Pungli, serta Unit Pemilik Risiko yang

ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah.

~~~~~~~~
. . . .
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— Tim yang telah dibentuk secara aktif melaksanakan be'rbg'aga,i-'.fk,ég'iaiéfl',:.';'.'f:.';':::.';

~~~~~

pendukung Reformasi Birokrasi, meliputi sosialisasi SPIP, man‘ajem'eri',r’isl“k.o,;..~..'.~.'.'.~.':...:..:..;..
pembangunan budaya antikorupsi, penyuluhan gerakan antikorupsi; . serta .l

penguatan dan pendampingan WBK/WBBM kepada satuan kerja di Ilngkungan
Kanwil Kemenkum Riau. |

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

~ Dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor |
Wilayah Kementerian Hukum Riau, partisipasi aktif seluruh pegawai menjadi faktor
penting yang diwujudkan melalui penetapan tim evaluator Reformasi Birokrasi
berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah. Tim evaluator bertugas
melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kualitas data dukung Rencana
Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi pada pada Kanwil, dengan dukungan aktif
Tim Sekretariat Pembangunan Zona Integritas dalam aspek koordinasi dan

pengendalian pelaksanaan program.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Tim Evaluator Internal Inspektorat
Jenderal telah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi RKT Reformasi Birokrasi
Triwulan 11l (B-09) dan Triwulan IV (B-12) Tahun 2025 di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Riau. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut,
capaian rata-rata Unit Eselon |, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
pada RKT Reformasi Birokrasi B-09 dan B-12 telah mencapai 100%, sehingga
capaian kinerja yang telah optimal tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan

secara berkelanjutan.

Tabel 4 Analisa Capaian Kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum Periode November—
Desember 2025

ANALISA CAPAIAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

SASARAN KEGIATAN 1 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1
TERWUJUDNYA TINDAK LANJUT Persentase tindak lanjut rekomendasi
REKOMENDASI HASIL hasil pemeriksaan BPK
PEMERIKSAAN BPK

......
~~~~~~~~
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1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum yang diberikan.

Formula perhitungan:

Rekomendasi TL BPK terkait Kanwil yang ditindaklanjuti
TL BPKK = Y29 J x 100%

Total rekomendasi TL BPK yang diberikan kepada Kanwil tahun berjalan

Persentase pencapaian target:
uTARGET ®REALISASI @ PERSENTASE

Realisasi
=——— x 100%
Target

100 100 100%

=19 4 100%

100

=100%

Dengan target tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar 100%, seluruh
rekomendasi yang diberikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
pada tahun 2025 telah ditindaklanjuti, sehingga realisasi capaian kinerja mencapai
100% dan memenuhi target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan komitmen
Kantor Wilayah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan

mendukung perolehan opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Hukum.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir

TAHUN 2025

Persentase |
[

100% |

Target Realisasi

100 /. 100

Indikator ini merepresentasikan tingkat pelaksanaan tindak Ianju't'frdrh.'efr.is.'.'r;'.".'. 5
yang diberikan BPK berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terkait Iaporankeuangan
Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Tindak lanjut rekomendasi BPK dilak's'é'hjéka'.ﬁ': o
oleh Kantor Wilayah berdasarkan tugas dan fungsi Kantor Wilayah. Banyaknya

pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi yang diberikan BPK akan mempengaruhki' RN
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Berdasarkan indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut RekomendaSAHasll
Pemeriksaan BPK, capaian pada Tahun 2025 menunjukkan hasnyangoptrmal
Target yang telah ditetapkan sebesar 100% berhasil terealisasi sepenuhnya
sehingga persentase pencapaian mencapai 100%. Hal ini menunjukkah.'.‘béh'\i\'t'a’if .'...f..','..'.':,'..'.':,'.’,':':.:
seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK telah ditindaklanjuti secara konsisten "
dan tepat waktu oleh unit kerja terkait. Keberhasilan ini mencerminkan komitméhv“-'." R
yang kuat dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas
pengelolaan pemerintahan di lingkup instansi, sekaligus memperkuat kepercayaan

publik terhadap tata kelola internal yang berjalan.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi

TAHUN
Target /_ _\ TargetPK 1 Realisasi

Renstra

L 2025

100% 100%

Tidak terdapat perbedaan antara target pada Rencana Strategis maupun
Perjanjian Kinerja. Adapun capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil

pemeriksaan BPK pada tahun 2025 telah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional (jika

ada)

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional

menunjukkan bahwa capaian persentase tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan BPK di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah
sesuai dengan ketentuan dan praktik pengelolaan keuangan negara secara
nasional. Secara nasional, standar tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
BPK mengacu pada ketentuan Badan Pemeriksa Keuangan yang menetapkan
bahwa seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh entitas

pemeriksaan dengan target ideal sebesar 100%. Dengan realisasi capaian sebesar

100% pada Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah memenubhi

. 'Kanfor'}{/)@aﬁ Kementerian Hukum Riou v
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standar nasional tersebut, sehingga mendukung peningkata'rj_'.'fak'gﬁiab.ijitégf.

keuangan serta perolehan opini BPK atas laporan keuangan Kement'e'.r,iar)'fHLfJK{J'm::.'::.'.; .

A
Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di Iingku'n,gan'f_‘.",'-.:,':'.",':'..~.'~.'.'~';’1'.".
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada Tahun 2025 telah mencapai targetv"*"' RO

100%, yang menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta komitmen tinggi
dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dari sisi efisiensi
penggunaan sumber daya, capaian tersebut mencerminkan koordinasi yang baik

antar unit kerja dan penguatan pengawasan internal sehingga seluruh rekomendasi

dapat ditindaklanjuti tepat waktu tanpa menimbulkan temuan berulang.

Namun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya belum sepenuhnya terukur
secara kuantitatif karena belum adanya data yang secara spesifik menggambarkan
pemanfaatan anggaran, waktu, dan tenaga kerja pada setiap tahapan inventarisasi,
pengumpulan bukti, dan verifikasi tindak lanjut. Proses administrasi yang berlapis
serta keterlibatan beberapa unit berpotensi menimbulkan beban kerja tambahan
apabila tidak dikelola secara terintegrasi. Oleh karena itu, secara keseluruhan
penggunaan sumber daya dapat dinilai efektif dan relatif efisien, namun masih
terdapat ruang peningkatan melalui penyederhanaan proses, pemanfaatan sistem
pelaporan terintegrasi, serta pengukuran biaya dan waktu pelaksanaan secara lebih
terstruktur agar capaian kinerja optimal dapat dicapai secara berkelanjutan dengan

penggunaan sumber daya yang semakin hemat dan tepat guna.

6) Analisis penyebab keberhasilan ‘

Tercapainya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh beberapa upaya

strategis, diantaranya:

— Peningkatan koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan dalam
menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK;

— Penguatan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tindak lanjut
rekomendasi hasil pemeriksaan BPK di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Riau.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

AL 'Kanfor'm@aﬁ Kementerian Hukum Riou
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Tercapainya target pada indikator kinerja kegiatan ini didukung o’Iéhfpe'ra}.(s'a{riajéﬁf.'...':...:.::::..u

N A R

e e .
..............

~~~~~
..........

program dan kegiatan pengendalian tindak lanjut rekomendasi BPKyangmelrpun

.....
..........
.......
......
~~~~~

dengan unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum R|au ...........
— Pemeriksaan dan pengumpulan laporan bukti tindak lanjut yang disampa'i'kéh“f_‘.',-'7."~'."~'.'~'~'.'-'.'."

oleh unit kerja;

— Verifikasi kesesuaian tindak lanjut yang telah dilakukan dengan rekomendasi

hasil pemeriksaan BPK.

Tabel 5 Analisa Capaian Kinerja Bagian Tata Usaha dan Umum Periode November—
Desember 2025

ANALISA CAPAIAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

SASARAN KEGIATAN 2 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

MENINGKATNYA KEPUASAN UNIT Indeks kepuasan terhadap layanan
ESELON Il TERHADAP LAYANAN dukungan manajemen
DUKUNGAN MANAJEMEN

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

~ Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup |
Kantor Wilayah terhadap layanan dukungan manajemen yang diberikan pada tahun
berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap
layanan dukungan manajemen diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1);

Kejelasan informasi layanan (L2);

Kemudahan prosedur layanan (L3);

Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4);

Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5);

Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6);

N o o ke N

Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7);

........
~~~~~~
. ;
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8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8), "\ <+ ~':~
IRREI '..' '..'.: '... '..' :.:: '... :.'::0.;

: PERSENTASE. . /e

Persentase pencapaian target: A RS RRCRRREARERE

reaLisast 4 [ T
s oo = g b
=222 X 100% 3 89 3.d3 B R
=100%

Nilai indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen lingkup Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Riau diperoleh dari Surat Kepala Pusat Strategi
Kebijakan Tata Kelola Hukum Nomor PPH.4.LT.03.02-178 Tanggal 24 November
2025 adalah sebesar 3,93 Indeks atau mencapai 100% dari target.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir

~ Indikator kepuasan unit kerja dan staf lingkup Kantor Wilayah terhadap layanan |
dukungan manajemen baru diterapkan dan mulai diukur pada tahun 2025, sehingga
data tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia untuk perbandingan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025, nilai indeks kepuasan
terhadap layanan dukungan manajemen lingkup Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Riau adalah 3,93, melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,89 dengan
persentase pencapaian 100% dari target.

TAHUN 2025

2

2
Persentase |

100% /

Target Realisasi

3,89

\333 /

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi
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Target
Renstra

3,89

Realisasi
100%

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk |nd|kator
kinerja Indeks Kepuasan terhadap Layanan Dukungan Manajemen Kewilayahan |~ "

telah tercapai sebesar 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan

Standar Nasional

 Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar
nasional menunjukkan bahwa capaian Indeks Kepuasan terhadap Layanan
Dukungan Manajemen di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
telah memenuhi standar pelayanan internal instansi pemerintah secara nasional.
Secara umum, pengukuran kepuasan layanan manajemen internal mengacu pada
prinsip-prinsip pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik
sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan nasional, dengan kategori nilai “baik”
berada pada kisaran indeks 23,50. Dengan capaian indeks sebesar 3,93, Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Riau berada pada kategori sangat baik dan
melampaui standar nasional tersebut, sehingga kualitas layanan dukungan
manajemen dapat dinilai optimal dan selaras dengan praktik terbaik
penyelenggaraan layanan pemerintah.
5 Analiss Al EfiiensiPonggunaan Sumber Deye
Pelaksanaan layanan dukungan manajemen di lingkungan Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Riau pada Tahun 2025 menunjukkan efisiensi penggunaan
sumber daya yang cukup baik, sejalan dengan capaian Indeks Kepuasan sebesar
3,93 yang melampaui target. Efisiensi tersebut didukung oleh pemanfaatan
teknologi informasi dalam proses layanan, peningkatan kompetensi sumber daya
manusia, serta penerapan standar operasional prosedur yang jelas sehingga
layanan dapat diberikan tepat waktu dan sesuai kebutuhan unit kerja. Optimalisasi
peran masing-masing unit juga berkontribusi dalam mengurangi hambatan layanan

dan mempercepat penyelesaian permohonan.

: 'Kanfor'}{/)@aﬁ Kementerian Hukum Riou “
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Namun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya masih -perlu. terus s s

ditingkatkan, khususnya dalam pengukuran pemanfaatan waktu, anggarandan
beban kerja secara kuantitatif. Proses layanan yang melibatkan beberapaumt
berpotensi menimbulkan duplikasi pekerjaan apabila koordinasi tidak dlkelola
secara terintegrasi. Oleh karena itu, ke depan diperlukan penguatan S|stem
monitoring berbasis data, penyederhanaan alur layanan, serta pengukuran bia'ya“

dan waktu layanan secara lebih terstruktur agar kualitas layanan tetap terjaga
dengan penggunaan sumber daya yang semakin hemat, tepat guna, dan

berkelanjutan.

6) Analisis penyebab keberhasilan

~ Tercapainya target indikator kinerja kegiatan Peningkatan Layanan Dukungan |
Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau didukung oleh
komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam perbaikan kualitas layanan
manajemen secara berkelanjutan. Dukungan tersebut tercermin dalam konsistensi
pelaksanaan kebijakan, kepatuhan terhadap standar pelayanan, serta optimalisasi

peran masing-masing unit kerja dalam memberikan layanan internal.

Selain itu, keberhasilan juga dipengaruhi oleh peningkatan kompetensi sumber
daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses layanan, serta
penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Faktor-faktor tersebut mendorong
proses layanan menjadi lebih efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tingkat
kepuasan layanan internal dapat terjaga dan target kinerja kegiatan dapat tercapai

sesuai dengan perencanaan.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Peningkatan Layanan Dukungan
Manajemen di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum didukung oleh
pelaksanaan program dan kegiatan strategis yang berkelanjutan sesuai Renstra
Tahun 2024. Kegiatan ini mencakup peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan
dan penilaian jabatan, penguatan tata kelola kepegawaian, review SOP layanan,
penerapan inovasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta monitoring dan evaluasi

kearsipan.
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dan akuntabilitas layanan dukungan manajemen, sehingga targe'tf-kifn,e.rjafdép:a:t'."l~'.'~.'.'~:.,~..
tercapai secara berkesinambungan dan kualitas layanan internal tetap 'ter'j_'ag'af..';:.f..',f ..........

ANALISA CAPAIAN KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG |
ADMINISTRASI HUKUM DAN UMUM

Tabel 6 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Administrasi Hukum dan
Umum Periode Januari-Oktober 2025

ANALISA CAPAIAN KINERJA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM

SASARAN KEGIATAN 1 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

MENINGKATNYA PNBP DITJEN AHU Persentase Peningkatan PNBP Ditjen
DI KANTOR WILAYAH AHU di Kantor Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur kenaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP) atas Layanan Administrasi Hukum Umum pada masing-masing Kantor
Wilayah Kementerian Hukum. PNBP Layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor
Wilayah meliputi:

Layanan Administrasi Jaminan Fidusia;

Layanan Administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha;
Layanan Wasiat;

Layanan Apostille;

Layanan Administrasi Partai Politik; dan

o a0k wh =

Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan.

X = Jumlah PNBP tahun berjalan — (Rata — rata Realisasi PNBP (T—4,T—3,T—2))
- Rata—rata Realisasi PNBP (T—4,T—3,T—2)

x 100%

Persentase pencapaian target. mTARGET wmREALISASI = PERSENTASE

67%

_ Realisasi

x 100%

Target

[N IE

x100%

...... ‘.
........
..... .
. o .
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=67%

PNBP Tahun 2024 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau adalah sebesar. -~~~
Rp.12.830.450.000,- Target Tahun 2025 adalah sebesar kenaikan 6% danPNBP
tahun 2025 yaitu Rp.16.861.155.000,- Realisasi s/d 31 Desember 2025'é‘d_'é’|4;a7hjf }'.','.","-.'.j,'.~f._~.'.:,'.-_'..','.~.'..~.'.
sebesar Rp.11.183.450.000,- atau sebesar 4%. B R

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir

1000

2021 2022 2023 2024 2025
2021 2022 2023 2024 2025
u TARGET 5 5 5 6 6
u REALISASI 48 5 5 4,6 4
B PERSENTASE 960 100 100 76,66 67

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun
2021-2025 terhadap Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah.
Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau untuk PNBP yang dicapai per
tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp.11.183.450.000,- masih sesuai dengan
yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan masih tingginya minat para pelaku usaha
untuk mendaftarkan usahanya menjadi usaha yang berbadan hukum seperti

Perseroan Perorangan.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi

Realisasi
67%

Renstra

' Kanfarm@aﬁ Kementerian Hukum Riou
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Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja: ..\l
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.......

ditangani sebesar 67%. B Y IR EARAE

kegiatan Persentase Peningkatan PNBP Ditien AHU di Kantoi"v'_\’/_\/i'l'ay,ah...'.y

. . .
.....
....

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dng

Standar Nasional
Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar I
nasional menunjukkan bahwa capaian Persentase Peningkatan PNBP Ditjen
Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berada
pada tingkat yang masih selaras dengan kebijakan nasional pengelolaan PNBP
layanan Administrasi Hukum Umum. Secara nasional, peningkatan PNBP AHU
dipengaruhi oleh dinamika kebutuhan masyarakat, pertumbuhan usaha, serta
kebijakan penyederhanaan layanan berbasis digital yang mendorong kemudahan
akses layanan. Dengan realisasi peningkatan sebesar 4% atau capaian kinerja 67%
dari target yang ditetapkan, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau masih
berada dalam koridor standar nasional dan mencerminkan stabilitas minat
masyarakat terhadap layanan AHU. Capaian tersebut menjadi dasar untuk terus
melakukan penguatan strategi layanan dan perluasan jangkauan sosialisasi agar
peningkatan PNBP ke depan dapat lebih optimal dan mendekati target nasional

yang ditetapkan.

Penggunaan sumber daya dalam upaya peningkatan PNBP Ditjen Administrasi

Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau pada Tahun 2025 dapat
dinilai cukup efisien, karena kegiatan difokuskan pada optimalisasi SDM yang ada,
pemanfaatan media komunikasi internal, serta pelaksanaan sosialisasi dan layanan
jemput bola yang tepat sasaran. Meskipun capaian peningkatan PNBP belum
mencapai target maksimal, pendekatan tersebut mampu mendorong realisasi
PNBP tanpa penambahan sumber daya yang signifikan. Ke depan, efisiensi masih
dapat ditingkatkan melalui penajaman prioritas kegiatan dan penguatan analisis

biaya-manfaat agar penggunaan sumber daya semakin efektif dan berkelanjutan.

6) Analisis penyebab keberhasilan
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arahan dan penguatan kepada pegawai, khususnya pada unit Iayanah'h~ij_i.Jiﬁ;.'..a'rQ'é:f':

kinerja secara periodik, serta pemanfaatan media komunikasi internal seperti

WhatsApp Group Kantor Wilayah.

Dalam rangka mengoptimalkan layanan Administrasi Hukum Umum, Kantor

Wilayah Kementerian Hukum Riau melakukan beberapa upaya strategis, antara
lain:

— Sosialisasi dan diseminasi layanan AHU secara rutin ke UMKM, Notaris, dan
perbankan.

Menyelenggarakan kegiatan ‘Jemput Bola’ atau Mobile Layanan AHU guna
mempermudah akses masyarakat terhadap layanan AHU yang bersifat PNBP.
Melaksanakan monitoring bulanan realisasi PNBP dan analisis segmentasi

layanan.

Tabel 7 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Administrasi Hukum dan
Umum Periode Januari—Oktober 2025

ANALISA CAPAIAN DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG ADMINISTRASI HUKUM

DAN UMUM

e e e,

Dalam rangka mengoptimalkan layanan Administrasi Hukum Umum-p}a'da'-!(faj'ji'é:r: BORL

Wilayah Kementerian Hukum Riau, pimpinan secara konsisten"meh'ya,mpajka'rfr'."' oS

.

.

. .

senantiasa menjunjung tinggi nilai Profesional, Akuntabel, Sinergitas, Tra‘h'spéfa'h_',..f RRRTRR
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dan Inovatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penguatan nllal-

nilai tersebut dilakukan secara berkelanjutan melalui apel pegawai, rapat evaluas’i“'-7.','-'."7'."." .

SASARAN KEGIATAN 2

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

TERWUJUDNYA PENYELESAIAN
PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT
DUGAAN PELANGGARAN JABATAN
NOTARIS DI KANTOR WILAYAH

Persentase Laporan Pengaduan
Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran
Perilaku Notaris dan Pelaksanaan
Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang

diselesaikan

i

m‘or ‘Kb@aﬁ Kementerian Hukum Riou




LKjIP 2025

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat.
terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan NotarISdIWIIayah
terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Layanan dianggap selesai apabila pengadula"hf.'_'~.,‘."_7._‘.'f.i'.'-i'.'f-.'.:'.'"V'
masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah .
ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah

dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Formula/Cara menghitung:

umlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan
J peng y yang x 100%

- Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima
42
x =—x100%
42
x = 100% mTARGET mREALISASI = PERSENTASE
Persentase pencapaian target:

Realisasi
—— x 100%
Target

100 100%

100

—x 100%
90

100%
Pada efektivitas pelaksanaan tugas MKN dan MPW dari total 42 pengaduan

yang masuk pada 2025, terdapat 42 pengaduan yang telah diselesaikan (100%).

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir

200 -
100

0

2021 2022 2023 2024 2025
2021 2022 2023 2024 2025

u TARGET 82 82 86 90 90
u REALISASI 100 100 100 100 100
u PERSENTASE 122 122 166 111 100

Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja selama
periode 2021-2025 terhadap indikator Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat

terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di

RO p
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ditetapkan. Target tahunan berkisar antara 82 hingga 90 Iapo'rah-‘,f-'sédafri.gjkér}'.'}'.'.'.',{:;:;:..:.‘
realisasi capaian setiap tahunnya selalu 100, meningkat hingga 166% pada 2023, /"

dan stabil kembali di 111% pada 2024 serta 100% pada 2025. Hal ini me‘nVUhji.ik'l'{a"h.‘, R

bahwa seluruh laporan pengaduan masyarakat berhasil ditindaklanjuti secara'e'féktiff S
dan tepat waktu, mencerminkan konsistensi dan komitmen Kantor Wilayah dalam"-'?f'."'?" oy

menjaga integritas, profesionalisme, serta akuntabilitas Notaris di wilayah kerjanya.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi

g:r:gﬁ,ta /_ TAHUN \ Realisasi
2025

100%

4

90%

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator
kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran
Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang
diselesaikan sebesar 100%. Pada efektivitas pelaksanaan tugas MKN dan MPN dari
total 42 pengaduan yang masuk pada tahun 2025, total 42 pengaduan yang telah
diselesaikan (100%).

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan

Standar Nasional

Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar
nasional menunjukkan bahwa capaian Persentase Penyelesaian Laporan
Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan
Jabatan Notaris di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah memenuhi
standar nasional yang ditetapkan. Secara nasional, penanganan pengaduan
masyarakat pada jabatan Notaris dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan standar pelayanan penanganan pengaduan yang
menargetkan penyelesaian seluruh pengaduan yang masuk sesuai kewenangan.
Dengan realisasi penyelesaian sebesar 100% dari total pengaduan yang diterima
pada Tahun 2025, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah sejalan

''''''''
.......
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dengan standar nasional, mencerminkan efektivitas pelakSahaad.'f-:fb'nfggi': N

pengawasan serta perlindungan kepentingan masyarakat secara optlmal

5) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam penyelesaian pengaduan masyarakatlt'e'.rka'i't;."_7..'.".'-.'.3':":""."
dugaan pelanggaran jabatan Notaris pada Tahun 2025 dapat dinilai ef|S|en
tercermin dari penyelesaian seluruh laporan pengaduan tepat waktu dengan
pemanfaatan optimal peran Majelis dan dukungan sekretariat. Pembagian tugas
yang jelas, penerapan SOP, serta koordinasi yang efektif memungkinkan
penanganan pengaduan dilakukan tanpa pemborosan waktu dan sumber daya.
Dengan demikian, capaian kinerja 100% dapat diraih melalui penggunaan sumber

daya yang tepat guna dan berkelanjutan.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Terpenuhinya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh peran aktif
seluruh anggota Majelis dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat,
didukung oleh sekretariat Majelis yang sigap dan responsif. Salah satu faktor utama
tercapainya realisasi optimal adalah terselesaikannya seluruh laporan pengaduan
sebelum akhir tahun, sehingga proses layanan pengaduan berjalan efektif dan tepat

waktu.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka mengoptimalkan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait
dugaan pelanggaran jabatan Notaris di Kantor Wilayah, dilakukan beberapa upaya
strategis, antara lain:

— Menyusun rencana kerja penanganan pengaduan berbasis prioritas;

— Menetapkan standar waktu penyelesaian pengaduan;

— Menetapkan pembagian tugas yang jelas antara MKN dan MPN sesuai
kewenangan;

— Melakukan verifikasi administrasi secara konsisten sesuai SOP;

— Menjamin proses Klarifikasi kepada Notaris dilakukan tepat waktu melalui
pemanggilan resmi;

— Melakukan koordinasi aktif untuk percepatan penanganan berkas yang harus

diteruskan.

.. .'....:....:,....:'.....'..._~...",'.'-. . 6
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ANALISA CAPAIAN KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM
ADMINISTRASI HUKUM DAN UMUM

.......
~~~~~

SASARAN KEGIATAN 1 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1 .'_3.'.f-.'.'f.f{.f-_'.f-:,f
MENINGKATNYA KUALITAS Tingkat Pemahaman Masyarakat S
PEMAHAMAN MASYARAKAT terhadap Layanan AHU di Wilayah

TERHADAP LAYANAN AHU DI

WILAYAH

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU
di Wilayah menggunakan kuesioner dengan skala likert 4, dimana responden akan
menjawab pertanyaan tertutup yang diberikan melalui kuesioner. Pilihan jawaban
terdiri dari:

1. Tidak mengetahui

2. Kurang mengetahui

3. Memahami

4. Sangat Memahami

Setiap soal akan diberi bobot dan jawaban responden setiap pertanyaan akan
dikalikan dengan bobot setiap pertanyaan untuk mendapatkan rata-rata jawaban
yang menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di
Wilayah. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah akan
dikelompokkan kedalam 4 (empat) kategori:

1. Level 1 (Tidak mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,00 - 1,75

2. Level 2 (Kurang mengetahui): Rata-rata jawaban responden: 1,76 - 2,5

3. Level 3 (Memahami): Rata-rata jawaban responden: 2,6 - 3,25

4. Level 4 (Sangat Memahami): Rata-rata jawaban responden: 3,26 - 4,00

......
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Persentase pencapaian target: U
PERSENTASE " - .

REALISASI

_ Realisasi x 100% TARGET

37‘3arget ‘
= 5 x 100% 3'3

=100% 3,2

Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat secara umum telah memahami
layanan AHU di Wilayah, dengan nilai indeks yang diperoleh melalui pengisian
kuesioner mencakup informasi responden, pemahaman umum tentang layanan
AHU, kendala, dan saran, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk peningkatan

kualitas layanan lebih lanjut.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir

Tahun 2025

Persentas

Realisasi

3,3

%
|

€ 1
100%

Indikator Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah
merupakan indikator kinerja yang baru diterapkan dan mulai diukur pada Tahun
2025, sehingga data tahun-tahun sebelumnya belum tersedia untuk dilakukan

perbandingan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, nilai Indeks Tingkat
Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah mencapai 3,30,
melebihi target yang ditetapkan sebesar 3,20, dengan persentase pencapaian
kinerja sebesar 100% dari target. Nilai capaian tersebut berada pada Level 4
(Sangat Memahami), yang menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki tingkat

pemahaman yang sangat baik terhadap layanan AHU di wilayah.

. Kanfor‘}{/)@aﬁ Kementerian Hukum Riou “
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jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi

Target o
Renstra Realisasi
3,3

3,2

Target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja untuk indikator Indeks
Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah
pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,20 Indeks. Hasil pengukuran menunjukkan
realisasi kinerja mencapai 3,30 Indeks, sehingga persentase pencapaian kinerja

tercatat sebesar 100%, melebihi target yang ditetapkan.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan

Standar Nasional

Realisasi Indikator Kinerja Program Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap
Layanan AHU di Wilayah pada Tahun 2025 telah memenuhi dan melampaui standar
nasional yang ditetapkan. Dengan capaian indeks sebesar 3,30 yang berada pada

Level 4 (Sangat Memahami), kinerja ini menunjukkan bahwa kualitas pemahaman

masyarakat di wilayah sejalan bahkan lebih baik dibandingkan standar nasional
minimal yang ditetapkan sebesar 3,20. Hal tersebut mencerminkan efektivitas
pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi layanan AHU secara nasional yang

berhasil diimplementasikan di tingkat wilayah.

5) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat
terhadap layanan AHU di Wilayah telah dilaksanakan secara efisien dengan
memaksimalkan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi
dilakukan melalui pemanfaatan media digital, kegiatan daring, serta integrasi
dengan kegiatan layanan rutin, sehingga dapat menjangkau masyarakat luas tanpa
memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Selain itu, optimalisasi peran
pegawai dan sinergi dengan pemangku kepentingan turut mendukung pencapaian

kinerja yang optimal dengan biaya dan waktu yang relatif efektif.

.......... ... .....“""‘.‘.'.. . 9
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6) Analisis penyebab keberhasilan

terkait jenis-jenis layanan AHU. Meningkatnya pemahaman ini terlihat dari se'm'a'k-i‘hf-..;';‘:; R

banyaknya masyarakat, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan yang""'-"’
mengetahui prosedur, manfaat, serta mekanisme layanan AHU secara tepat.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dalam rangka mengoptimalkan pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU
di Wilayah, dilakukan beberapa upaya strategis, antara lain:

1. Menyusun peta kelompok sasaran dan menetapkan prioritas (UMKM, Notaris,
koperasi, kelompok usaha).

2. Mengembangkan materi sosialisasi yang sederhana, visual, dan mudah
dipahami.

3. Memperbanyak kanal edukasi seperti media sosial, video singkat, infografik
dengan tampilan menarik.

4. Mengadakan sosialisasi berkala (online dan offline).

5. Melakukan jemput bola ke daerah yang jauh atau belum pernah mendapat

layanan.

Meningkatnya pemahaman masyarakat juga didukung oleh penerapan inovasi
program pelayanan AHU, meliputi Badan Hukum, Legalisasi & Apostille, Fidusia,
Notaris, Penerjemah Tersumpah, Kurator dan Pengurus, Pewarganegaraan &
Kewarganegaraan, serta Daktiloskopi & PPNS, sehingga layanan menjadi lebih

efektif, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tabel 9 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Administrasi Hukum dan
Umum Periode November—Desember 2025

ANALISA CAPAIAN KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG
ADMINISTRASI HUKUM DAN UMUM

SASARAN KEGIATAN 2 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2
TERWUJUDNYA PENYELESAIAN Persentase Penyelesaian Laporan
PENGADUAN MASYARAKAT Pengaduan Masyarakat terkait

...................... ¢
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1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah
terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan
masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah
ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan
Notaris Wilayah.

Formula/Cara Menghitung:
Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan

x 100%

- Jumlah seluuh pengaduan masyarakat yang diterima
10
X=X 100%

x = 100% mTARGET @REALISASI m PERSENTASE

Persentase pencapaian target:

100

100%

Realisasi
=———— x 100%
Target

=29 » 100%

98,1

= 100%
Pada efektivitas pelaksanaan tugas MKN, MPW, dan MPD dari total 10

pengaduan yang masuk sampai dengan 12 Desember 2025, terdapat 10

pengaduan yang telah diselesaikan (100%).

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat

200
0 R e —
(}"' (}". (L;" (1/;“ (L-"
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
u TARGET 82 82 86 90 98,1
u REALISASI 100 100 100 100 100
W PERSENTASE| 122 122 116 111 100

' 'Kam‘or‘}fb@aﬁ Kementerian Hukum Riou
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Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaa'hf-‘.Pél'a.f?gg,étér}'.'}'.'.'.';.:;:..:..g.‘
Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah ~r'n.eh»uhj.tjkl_(ajf1f
tren yang sangat stabil dan memuaskan. Realisasi capaian setiap tahunnya & -0

konsisten mencapai 100%, meskipun target tahunan meningkat dari 82 pada tahun S
2021 menjadi 98,1 pada tahun 2025. Hal ini tercermin pada persentase capai'an"'-"""""'."'.'.'

yang menunjukkan angka di atas target pada tahun-tahun awal, yakni 122% pada
2021 dan 2022, 116% pada 2023, serta 111% pada 2024, sebelum akhirnya
mencapai kesetaraan sempurna dengan target pada 2025, yaitu 100%. Kondisi ini
menggambarkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap notaris serta
keberhasilan Kantor Wilayah dalam memastikan seluruh pengaduan masyarakat
terselesaikan secara optimal, bahkan ketika target kinerja meningkat dari tahun ke

tahun.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi

Target

REEREE
Renstra

Target Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja untuk indikator Persentase
Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan
Pelaksanaan Jabatan Notaris ditetapkan sebesar 100%. Hingga 12 Desember
2025, dari total 10 pengaduan yang masuk, seluruhnya telah diselesaikan, sehingga

realisasi capaian kinerja mencapai 100% sesuai target.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan

Standar Nasional

Realisasi Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian Laporan
Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan
Jabatan Notaris di Kantor Wilayah pada Tahun 2025 telah memenuhi dan
melampaui standar nasional. Dengan capaian penyelesaian sebesar 100%, kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Hukum berada di atas standar nasional yang
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pengawasan kenotariatan dapat terjaga secara optimal. L '''''

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran
perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris telah dilakukan secara efisien dengan
mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Pemanfaatan SOP dan timeline
penyelesaian yang jelas, pembagian tugas yang proporsional antara MKN, MPW,
dan MPD, serta monitoring rutin oleh sekretariat memungkinkan seluruh pengaduan
diselesaikan tepat waktu tanpa penambahan sumber daya yang signifikan. Selain
itu, koordinasi yang efektif dan pemanfaatan forum rapat terjadwal turut menekan
biaya operasional dan meningkatkan produktivitas, sehingga capaian kinerja

optimal dapat diraih secara efisien.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Terpenuhinya target indikator kinerja kegiatan ini didukung oleh peran aktif
seluruh anggota Majelis dalam menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat,
serta sekretariat Majelis yang sigap dan responsif. Faktor utama tercapainya
realisasi optimal adalah terselesaikannya seluruh laporan pengaduan sebelum akhir

tahun, sehingga proses layanan pengaduan berjalan efektif dan tepat waktu.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dibandingkan target tahun 2024 sebesar 90%, target tahun 2025 sebesar 98,1%
menunjukkan kenaikan 8,1%, yang mencerminkan bahwa penyelesaian laporan
pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan
jabatan Notaris di Provinsi Riau telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik.
Persentase efektivitas pelaksanaan tugas MKN, MPW, dan MPD mencapai 100%,
di mana seluruh laporan pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti sesuai target.

Upaya strategis untuk mencapai target tersebut meliputi:

— Menyusun SOP dan timeline standar penyelesaian pengaduan,;

— Menetapkan klasifikasi tingkat kompleksitas untuk memprioritaskan kasus;

...... C. . .
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— Monitoring mingguan oleh sekretariat MPD/MPW; ' ARRALATARTNL

......

— Penjadwalan rapat pemeriksaan secara terprogram, dengan prioritas,'-p'a"da.kasus,',~.'.',~'.f~'.~.:,~..',~
mendesak; B R AR

— Penyesuaian pembagian tugas petugas sekretariat sesuai beban kerja;‘"'-}‘.'f:‘f[.’f._'.f- AT

— Inovasi melalui kepengurusan dan keterlibatan MPN dan MKN dalam
penyelesaian permasalahan kenotariatan, termasuk penetapan dalam Surat
Keputusan dan MoU dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

ANALISA CAPAIAN KINERJA DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN
INTELEKTUAL

Tabel 10 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual
Periode Januari—-Oktober 2025
DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

SASARAN KEGIATAN 1

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

TERWUJUDNYA PENEGAKAN Persentase Penyelesaian Aduan
HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL Pelanggaran Kekayaan Intelektual di
DI WILAYAH Wilayah

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah adalah proses
dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum
kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah. Adapun
persentase penyelesaian aduaan pelanggaran Kl di wilayah diukur berdasarkan
jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan

pengaturan perundang-undangan yang berlaku.

Formula/Cara menghitung:
1. Jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani dibagi
jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah dikali 100%.
2. Jumlah perhitungan berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan
intelektual yang ditangani sesuai dengan dengan peraturan yang berlaku di

masing -masing kantor wilayah, jika tidak ada aduan pelanggaran kekayaan
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intelektual yang ditangani oleh wilayah di tahun berjalan maka- .capaian: .. '~':~
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dianggap 100%. AR R TRTA R
mTARGET @REALISASI mPERSENTASE <. -« el oo s
Persentas pencapaian target: R AR
- Realisasi x 100% 100 100%
Target -
100
= E x 100% 30

= 100% —

Upaya strategis untuk penegakan hukum Kl di wilayah meliputi:

— Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah;

— Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah;

— Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (SBKU);

— Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah.

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

2021 2022 2023 2024 2025
2021 2022 2023 2024 2025
u TARGET 100 100 100 30 30
u REALISASI 100 100 100 100 100
B PERSENTASE 100 100 100 100 100

Berdasarkan hasil analisis kinerja tahun 2021-2025, Persentase Penyelesaian
Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah menunjukkan kondisi yang
sangat stabil, dengan capaian realisasi konsisten mencapai 100% setiap tahunnya.
Meskipun target tahunan mengalami penurunan signifikan pada tahun 2024 dan
2025, dari 100 menjadi 30, capaian tetap mampu memenuhi seluruh target yang
ditetapkan, sehingga persentase capaian tetap berada pada angka 100%
sepanjang periode tersebut. Kondisi ini menunjukkan efektivitas dan konsistensi
Kantor Wilayah dalam menindaklanjuti laporan aduan masyarakat terkait
pelanggaran kekayaan intelektual, serta kemampuan adaptasi yang baik terhadap

perubahan target kinerja yang lebih rendah pada tahun-tahun terakhir.
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jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi

Target TAHUN

Renstra Realisasi

30% 2025 L

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator
kinerja kegiatan Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan

Intelektual di Wilayah telah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan

Standar Nasional

Realisasi Indikator Kinerja Program Persentase Penyelesaian Aduan
Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Tahun 2025 telah memenuhi
dan melampaui standar nasional. Dengan capaian penyelesaian sebesar 100%,
kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau berada di atas standar nasional
yang ditetapkan sebesar 30%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan
penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah telah berjalan optimal, konsisten
dengan kebijakan nasional, serta mencerminkan efektivitas upaya preventif dan

penanganan aduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah telah
dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.
Kegiatan penanganan aduan, sosialisasi, dan monitoring dilakukan secara
terintegrasi dengan program pelayanan hukum lainnya, sehingga tidak memerlukan
tambahan sumber daya yang signifikan. Selain itu, pemanfaatan koordinasi lintas
sektor serta pendekatan edukatif dan preventif mampu menekan potensi
pelanggaran sejak dini, sehingga beban penanganan aduan dapat diminimalkan
dan penggunaan anggaran, waktu, serta tenaga menjadi lebih efektif dan tepat

sasaran.
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aktif melaksanakan kegiatan sosialisasi dan monitoring terkait edukasi pencegahan

pelanggaran di bidang Kekayaan Intelektual.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Divisi Pelayanan Hukum melalui Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Riau telah menyelenggarakan kegiatan penanganan
aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual. Melalui kegiatan tersebut, pihak terlapor
diberikan pemahaman dan edukasi terkait ketentuan serta dampak pelanggaran di
bidang Kekayaan Intelektual. Berdasarkan data pada tabel dan realisasi kinerja,
penanganan aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual telah dilaksanakan sesuai

dengan target yang ditetapkan.

Tabel 11 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual
Periode Januari—Oktober 2025

DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

MENINGKATNYA PEMAHAMAN Persentase Masyarakat yang
MASYARAKAT TERHADAP Memahami Kekayaan Intelektual di
KEKAYAAN INTELEKTUAL DI Wilayah

WILAYAH

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan
Intelektual di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan desiminasi atau
edukasi tentang Kekayaan Intelektual di wilayah. Tingkat pemahaman masyarakat
diukur berdasarkan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang

Kekayaan Intelektual dilakukan.

Formula perhitungan:

X Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah x 100%
= ()
Y Jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi di wilayah
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1470
x=——-x100 % |
1470 e e e e et

x = 100% WTARGET @REALISAS| @ PERSENTASE . s oo
Persentase pencapaian target:
sasi 100 1000
Realisasi
=——— x 100% ‘
Target

=199, 100%

~ 70

=100%

Terselenggaranya penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah, diantaranya:

— Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah

Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (SBKU)

Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir

150
100
A
50
e ———— —————
0
2021 2022 2023 2024 2025
2021 2022 2023 2024 2025
u TARGET 0 0 0 70 70
u REALISASI 0 0 0 95 100
m PERSENTASE 0 0 0 135,71 100

Berdasarkan perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021-2025 untuk
indikator Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah,
pada tahun 2024 realisasi mencapai 95% dari target 70% (capaian 135,71%),
melebihi target. Tahun 2025 realisasi sesuai target 70% dengan capaian 100%.
Secara keseluruhan, capaian kinerja selama dua tahun terakhir stabil dan selalu di
atas atau sama dengan 100%, menunjukkan efektivitas program serta

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kekayaan intelektual.
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jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi

Realisasi
100%

Renstra

Sebagaimana terlihat di atas, target Rencana Strategis maupun target Perjanjian
Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Masyarakat yang Memahami

Kekayaan Intelektual di Wilayah telah mencapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan

Standar Nasional

Realisasi Indikator Kinerja Program Persentase Masyarakat yang Memahami
Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Tahun 2025 telah memenuhi dan melampaui
standar nasional. Dengan capaian sebesar 100%, kinerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Riau berada di atas standar nasional yang ditetapkan sebesar
70%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan diseminasi, edukasi, dan
pendampingan Kekayaan Intelektual di wilayah telah berjalan efektif dan sejalan
dengan kebijakan nasional, serta berhasil meningkatkan pemahaman dan

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan program peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan
Intelektual di wilayah telah dilakukan secara efisien dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumber daya yang ada. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan
dilaksanakan secara terpadu melalui kombinasi metode luring dan daring,
pemanfaatan platform digital, serta sinergi dengan pemerintah daerah dan
pemangku kepentingan terkait, sehingga mampu menjangkau peserta secara luas
tanpa memerlukan tambahan anggaran yang signifikan. Pendekatan tersebut
memungkinkan pencapaian target kinerja secara optimal dengan penggunaan
waktu, tenaga, dan biaya yang efektif serta tepat sasaran.

6) Analisis penyebab keberhasilan
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pendaftaran KiI;
— Koordinasi melalui surat resmi dan pertemuan langsung dengan Pemerintah
Daerah;

— Pendampingan secara daring melalui Zoom dan grup WhatsApp.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual,
Bagian Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Riau mengembangkan inovasi pelayanan Publik Sadar
Kekayaan Intelektual di Desa Sadar Hukum (SAKIDAH). Program ini menjadi
langkah strategis terbaru dalam mendorong kesadaran masyarakat, mempermudah
akses layanan KI, serta memperkuat partisipasi publik dalam mencegah

pelanggaran hak Kekayaan Intelektual.

Tabel 12 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual
Periode November—Oktober 2025

DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

MENINGKATNYA LAYANAN Tingkat kepatuhan layanan
PERLINDUNGAN DAN perlindungan dan pemanfaatan
PEMANFAATAN KEKAYAAN Kekayaan Intelektual di wilayah
INTELEKTUAL DI WILAYAH terhadap Standar Pelayanan

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur rata-rata tingkat kepatuhan Layanan Pelindungan dan
Pemanfaatan Kl di wilayah terhadap Standar Pelayanan. Layanan Pelindungan dan
Pemanfaatan Kl di wilayah meliputi Layanan Hak Cipta, Desain Industri, Kekayaan
Intelektual Komunal (KIK), Merek, Indikasi Geografis, Paten, Desain Tata Letak

Sirkuit Terpadu (DTLST), Rahasia Dagang serta layanan Pelindungan dan

.......
.........
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Pemanfaatan Kl lainnya yang ditugaskan Ditjen KI Kementerian HukumKepatuhan
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Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kl di wilayah terhadap Sta»hdaif'P-é[aVénér,'}'.f.',.'.';.':~:.',~.',~.‘
di evaluasi secara periodik oleh Ditjen KI. :
Persentase pencapaian target:

Realisasi
=———— x 100%
Target

=§—§x1oo%
=100%

s TARGET ®=mREALISASI = PERSENTASE

100%

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir

Tahun 2025

Realisasi

85%

Persentase y'

Indikator Tingkat Kepatuhan Layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan
Intelektual di Wilayah terhadap Standar Pelayanan baru diterapkan dan mulai diukur
pada Tahun 2025, sehingga data tahun sebelumnya belum tersedia untuk
perbandingan. Berdasarkan pengukuran Tahun 2025, realisasi mencapai 85%
sesuai target, dengan persentase pencapaian 100%, menunjukkan bahwa layanan
Kl telah berjalan sesuai standar dan tingkat kepatuhan terhadap prosedur

pelayanan telah tercapai.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi

Realisasi
100%

Renstra

' Kanform@aﬁ Kementerian Hukum Riou
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Wilayah terhadap Standar Pelayanan telah tercapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini

Standar Nasional

Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar

nasional menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan
pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah telah sejalan dengan standar
pelayanan yang ditetapkan secara nasional oleh Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual. Capaian realisasi sebesar 85% sesuai dengan target nasional yang
ditetapkan, dengan persentase pencapaian 100%, mengindikasikan bahwa
pelaksanaan layanan Kl di wilayah telah memenuhi ketentuan, prosedur, serta
kualitas layanan sebagaimana standar nasional yang berlaku. Hal ini mencerminkan
konsistensi Kantor Wilayah dalam menerapkan standar pelayanan Kl secara

optimal dan seragam dengan kebijakan nasional.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa
pencapaian tingkat kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan
Intelektual di wilayah telah didukung oleh pemanfaatan sumber daya secara
optimal. Penggunaan sumber daya manusia dilakukan secara proporsional sesuai
kompetensi, didukung dengan pemanfaatan sarana prasarana serta teknologi
informasi yang tersedia untuk menunjang proses layanan. Selain itu, sinergi
pelaksanaan sosialisasi, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi rutin
memungkinkan target kinerja tercapai tanpa memerlukan tambahan sumber daya
yang signifikan, sehingga pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan

akuntabel.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan layanan pelindungan dan pemanfaatan
Kekayaan Intelektual di wilayah, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
melakukan sosialisasi standar layanan kepada masyarakat, pendampingan

langsung dalam prosedur pemanfaatan Kl, hingga pemantauan rutin terhadap
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sesuai standar, sehingga target kepatuhan dapat tercapai 100% padaTahurT2025

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Divisi Pelayanan Hukum Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Riau menyelenggarakan beberapa program dan
kegiatan strategis, antara lain:

— Sosialisasi standar layanan dan prosedur pelindungan/pemanfaatan Kl kepada
masyarakat;

— Pendampingan langsung masyarakat dalam proses pendaftaran dan
pemanfaatan KiI;

— Pemantauan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan layanan untuk
memastikan kepatuhan terhadap standar;

— Inovasi pelayanan melalui program SAKIDAH untuk memperluas akses

masyarakat ke layanan Kl dan meningkatkan kesadaran hukum.

Tabel 13 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual
Periode November—Desember 2025

DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

OPTIMALNYA PENANGANAN DAN Persentase Pelanggaran Kekayaan
PENYELESAIAN SENGKETA HAK Intelektual di Kewilayahan yang
KEKAYAAN INTELEKTUAL DI Selesai Ditangani

KEWILAYAHAN

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator ini mengukur banyaknya pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi
maupun non litigasi, yang selesai ditangani di wilayah pada tahun berjalan.
Pelanggaran kekayaan intelektual litigasi dikatakan selesai ditangani jika PPNS
telah mengeluarkan SP3 atau P21. Pelanggaran kekayaan intelektual non litigasi
dikatakan selesai ditangani jika para pihak yang bersengketa telah menemukan

kesepakatan atau sepakat untuk menyelesaikan di luar mediasi.

...... C. . .
.......
..... .
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Formula perhitungan:

y1 =2 x100%

mTARGET = REALISASI IPERSENTASE BARAE

100 I SRR
vyl =—x 100% B FE I P R
100 100% e

100

Persentase pencapaian target:

Realisasi
=——— x 100%
Target

=199, 100%

" 30

=100%

2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan

tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tahun 2025

Realisasi Persentase

100%

Indikator Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang
Selesai Ditangani merupakan indikator kinerja yang baru diterapkan dan mulai
diukur pada Tahun 2025, sehingga data pada tahun-tahun sebelumnya belum
tersedia untuk dilakukan perbandingan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja
Tahun 2025, realisasi indikator mencapai 100%, melampaui target yang ditetapkan
sebesar 30%, dengan persentase pencapaian kinerja tercatat sebesar 100% dari

target.

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi

Realisasi
100%

Renstra
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DRSS

Sebagaimana terlihat di atas, target Rencana Strategis dan Perjanjian Kiferja 7"

untuk indicator kinerja kegiatan Persentase Pelanggaran Kekayaan Ih‘teIektpfalfd}:.'}'.f. SRR

Kewilayahan yang Selesai Ditangani telah tercapai 100%.

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dn

Standar Nasional

Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar

nasional menunjukkan bahwa persentase pelanggaran Kekayaan Intelektual di
kewilayahan yang selesai ditangani telah memenuhi dan melampaui standar
nasional yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan
capaian realisasi sebesar 100% dari target nasional sebesar 30%, pelaksanaan
penanganan dan penyelesaian sengketa Kl di wilayah dinilai sangat optimal.
Capaian ini mencerminkan keselarasan kebijakan dan pelaksanaan penegakan
hukum KI di tingkat wilayah dengan standar nasional, serta menunjukkan efektivitas
mekanisme penanganan sengketa baik secara litigasi maupun nonlitigasi sesuai

ketentuan yang berlaku.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa
pencapaian penyelesaian 100% pelanggaran Kekayaan Intelektual di kewilayahan
dapat diraih melalui pemanfaatan sumber daya secara tepat dan terukur. Sumber
daya manusia difokuskan pada penanganan kasus prioritas sesuai tingkat urgensi
dan kompleksitas, sementara koordinasi lintas unit dan aparat penegak hukum
dilakukan secara efektif untuk menghindari duplikasi proses. Selain itu,
pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan dan penelusuran pelanggaran
turut menekan biaya dan waktu penanganan, sehingga seluruh kasus dapat
diselesaikan tanpa penambahan sumber daya yang signifikan dan tetap menjamin

efektivitas serta akuntabilitas kinerja.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Tercapainya target indikator kinerja Persentase Pelanggaran Kekayaan
Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani didukung oleh peningkatan
efektivitas penegakan hukum Kekayaan Intelektual di wilayah. Keberhasilan ini
ditunjang oleh kemampuan unit kerja dalam melakukan identifikasi dini

pelanggaran, penanganan kasus secara cepat dan tepat, serta koordinasi yang baik
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dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan téfrka.if,'-’fs"e.'i,.

seluruh pelanggaran Kl yang ditangani dapat diselesaikan sesuai ket'e'.rj.tu'afr.i.;.'.':. ............................ RTAN

R .
.........
.....
........

.........

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

.......
.......

Dalam rangka mendukung penegakan hukum Kekayaan IntelektuaI'.'-_‘.d.ah",‘v.'.j~.'.~,.'.~.'..',~'.~ R
pencapaian target kinerja, dilaksanakan beberapa upaya strategis, antara lain: ! AR
a. ldentifikasi, pendeteksian, dan verifikasi pelanggaran Kl melalui pemantauan
pasar online dan media sosial, serta penelusuran lanjutan dan mediasi;
b. Prioritisasi penanganan kasus berdasarkan nilai ekonomi, dampak sosial, dan
tingkat kompleksitas untuk optimalisasi sumber daya;
c. Penanganan cepat terhadap pelanggaran yang bersifat jelas (clear-cut
violation) serta koordinasi sejak dini dengan aparat penegak hukum untuk
kasus yang kompleks;
d. Pelaksanaan kampanye dan program percepatan penyelesaian kasus secara
triwulanan dengan target yang terukur.
Pelaksanaan kegiatan tersebut mendorong penyelesaian seluruh pelanggaran Ki

yang ditangani dan mendukung tercapainya target kinerja secara optimal.

Tabel 14 Analisa Capaian Kinerja Divisi Pelayanan Hukum Bidang Kekayaan Intelektual
Periode November—Desember 2025

DIVISI PELAYANAN HUKUM BIDANG KEKAYAAN INTELEKTUAL

MENINGKATNYA MATURITAS Tingkat Maturitas Pengelolaan
PENGELOLAAN PEMANFAATAN Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di
KEKAYAAN INTELEKTUAL DI Wilayah

WILAYAH

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Kegiatan ini mengukur tingkat maturitas pengelolaan Kekayaan
Intelektual (KI) di wilayah, yang mencerminkan kesiapan dan perkembangan Kantor
Wilayah dalam mendukung pengelolaan, pelindungan, pemanfaatan, dan

komersialisasi Kl secara berkelanjutan.

:::: Kanfor‘}{/)@aﬁ Kementerian Hukum Riou “
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Pengukuran dilakukan menggunakan instrumen maturitas Kl yang disusun ‘2o sets

e e v, @

berdasarkan referensi nasional dan internasional, antara lain International
Intellectual Property Index (IIPl) dan Global Innovation Index (Gll), dengan
mencakup aspek regulasi dan standar layanan, riset dan pengembangan, .
pemanfaatan dan hilirisasi Kl, efisiensi kelembagaan, serta penegakan hukum Kl di

tingkat wilayah.
mTARGET ®REALISASI mPERSENTASE

Persentase pencapaian target: 100%

Realisasi
=———— x 100%
Target

2,94
=—x 100%
2,30 2,30 2,94

=100%
2) Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun

lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan hasil pengukuran Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan
Kekayaan Intelektual di Wilayah, pada Tahun 2025 ditetapkan target level 2,30
dengan realisasi capaian sebesar 2,94, sehingga persentase capaian kinerja
mencapai 100%.

Indikator ini merupakan indikator kinerja yang mulai diterapkan dan diukur pada
Tahun 2025, sehingga data tahun-tahun sebelumnya belum tersedia untuk

dilakukan perbandingan kinerja.

4
3 ——
0
2025

2025
u TARGET 2,3
u REALISASI 2,94
 PERSENTASE 100%

3) Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

organisasi

Realisasi
Renstra

' 'Kam‘or‘}fb@aﬁ Kementerian Hukum Riou



LKjIP 2025

Sebagaimana terlihat di atas, target Rencana Strategis dan PerjanjlanKMerja
untuk indikator kinerja kegiatan Tingkat Maturitas PengelolaanPemanfaatan
Kekayaan Intelektual di Wilayah pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar230
Berdasarkan hasil pengukuran, realisasi kinerja mencapai 2,94, sehingg-é-,'-féffé.éf.'.’f...'.':'."}i'.'f-.'.'-'.:'~"~' :
telah tercapai. R P

4) Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Program Tahun ini dengan

Standar Nasional

Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar
nasional menunjukkan bahwa Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan
Kekayaan Intelektual di wilayah telah melampaui standar nasional yang ditetapkan.
Dengan target nasional sebesar level 2,30 dan realisasi capaian sebesar 2,94,
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menunjukkan tingkat kesiapan dan
kematangan pengelolaan Kl yang lebih tinggi dari standar minimal nasional.
Capaian ini mencerminkan keselarasan kebijakan, tata kelola, serta pelaksanaan
pengelolaan dan pemanfaatan Kl di wilayah dengan kerangka nasional, sekaligus
menunjukkan kontribusi positif terhadap penguatan sistem Kekayaan Intelektual

secara nasional.

5) Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa
peningkatan tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di
wilayah dicapai melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan terintegrasi.
Pemanfaatan sumber daya manusia dilakukan secara optimal dengan penguatan
kompetensi dan pembagian peran yang jelas, didukung oleh penggunaan regulasi,
SOP, serta teknologi informasi yang telah tersedia. Selain itu, sinergi dan koordinasi
lintas instansi memungkinkan pelaksanaan program berjalan tanpa duplikasi
kegiatan dan tanpa kebutuhan tambahan anggaran yang signifikan, sehingga
capaian kinerja yang melampaui target nasional dapat diraih secara efisien dan

berkelanjutan.

6) Analisis penyebab keberhasilan

Tercapainya dan terlampauinya target Tingkat Maturitas Pengelolaan
Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah didukung oleh komitmen Kantor

'Kanfor‘}{/)@aﬁ Kementerian Hukum Riou “
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Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam memperkuat tata ké]c_j'lfa",’f.'K.l." """

.

menyeluruh. Hal ini tercermin dari konsistensi penerapan regulasi-'.dah'f."sftend.ar.',,~...~..,~,..,~..,~.'
pelayanan KI, peningkatan koordinasi dengan pemangku kepent'inga'n}'.fs,efriaf'.f.';.'.'}'.f.'.' ..........

penguatan peran Kanwil dalam pengelolaan, pelindungan, pemanfaat‘a.h-,'..-A'd'a'r_i.','-.'.:...,~..',~...,...........

penegakan hukum Kl di wilayah.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan program dan

kegiatan strategis, antara lain:

— Penguatan regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan
Kekayaan Intelektual.

— Pelaksanaan diseminasi dan edukasi Kekayaan Intelektual kepada masyarakat
dan pemangku kepentingan.

— Pendampingan permohonan layanan Kekayaan Intelektual secara
berkelanjutan.

— Koordinasi lintas instansi dalam upaya penegakan hukum Kekayaan Intelektual.

— Fasilitasi pemanfaatan dan hilirisasi Kekayaan Intelektual melalui kerja sama

dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

ANALISA CAPAIAN KINERJA DIVISI P3H PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM

Tabel 15 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Peraturan Perundang-Undangan Dan
Pembinaan Hukum Januari-Oktober 2025

SASARAN KEGIATAN 1 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1
TERFASILITASINYA RANCANGAN Persentase Rancangan Produk
PRODUK HUKUM DI DAERAH Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh

Kantor Wilayah Kementerian Hukum

SRR 'Kam‘or?fb@aﬁ Kementerian Hukum Riou




LKjIP 2025

Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Kepala Kantor Wllayahterkalt
peran Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum di Kantor Wilayah Kemenkum
khususnya pada kegiatan pengharmonisasian Raperda berdasarkan amanatPasal
58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang""""u"".
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa “Pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah
dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan

perundang-undangan.”

Formula perhitungan:

XY Jumlah rancangan Perda dan rancangan peraturan kepala daerah
yang selesai diharmonisasi oleh Kantor Wilayah 100%
XTotal permohonan harmonisasi Peraturan Daerah X 0
pada Kanwil Kemenkum dari Provinsi,Kabupaten/Kota

465
x =_—x100%

x=100%

Persentase pencapaian target:

Realisasi mTARGET m=mREALISASI mPERSENTASE

x 100%

Target

100 100 100%
= 5o X 100% 80 .

Jumlah rancangan Perda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai
diharmonisasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau sebanyak 40
Ranperda dan 425 Ranperkada, dengan total 465 dari total permohonan
harmonisasi Peraturan Daerah pada Kanwil Kemenkum dari Provinsi,
Kabupaten/Kota sebanyak 40 Ranperda dan 425 Ranperkada, dengan total 465.
Sehingga diperoleh capaian sebesar 100% yang telah melebihi target 2025 yaitu
80%.
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LKjIP 2025

150

il

2021 2022 2023 2024 2025

2021 2022 | 2023 | 2024 | 2025
u TARGET 80 80 80 80 80

i REALISASI 107 100 80 91302 100
H PERSENTASE| 134 125 100 (113,77| 100

Target kinerja antara tahun 2021-2025 mempunyai target yang sama dan
realisasi yang cukup konsisten. Berdasarkan hasil perbandingan realisasi kinerja
serta capaian kinerja tahun 2021-2025 terhadap Persentase Rancangan Produk
Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

cenderung stabil memenuhi target sebesar 100%.

— 2021: 43 Ranperda yang diharmonisasikan dari target 40 Ranperda.

— 2022: 94 Ranperda, 49 Ranperbub, 15 Naskah Akademik dan 2 Penjelasan.
— 2023: 181 Ranperda/Ranperkada.

— 2024: 63 Ranperda + 363 Ranperkada = 426 Rancangan Produk Hukum.

— 2025: 40 Ranperda + 425 Ranperkada = 465 Rancangan Produk Hukum.

Renstra Realisasi

100%

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator
kinerja kegiatan Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi

oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah mencapai 100%.

S 01
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Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar
nasional menunjukkan bahwa persentase rancangan produk hukum di daerah yang
difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah melampaui standar
nasional yang ditetapkan. Dengan capaian realisasi sebesar 100% dari target
nasional sebesar 80%, pelaksanaan fasilitasi dan pengharmonisasian rancangan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah dinilai sangat optimal.
Capaian ini mencerminkan kesesuaian dan konsistensi pelaksanaan tugas Kantor
Wilayah dengan kebijakan nasional di bidang pembentukan peraturan perundang-
undangan, sekaligus menunjukkan efektivitas peran Kanwil dalam mendukung

kualitas produk hukum daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan fasilitasi rancangan
produk hukum di daerah pada Tahun 2025 telah berjalan dengan baik dan optimal.
Hal ini tercermin dari kemampuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
menyelesaikan seluruh permohonan harmonisasi rancangan produk hukum dengan
memanfaatkan sumber daya manusia perancang peraturan perundang-undangan
secara tepat, terencana, dan proporsional. Pemanfaatan aplikasi SIHARKUM dalam
penjadwalan dan pengelolaan proses harmonisasi turut meningkatkan efisiensi
waktu, biaya, dan koordinasi, sehingga beban kerja dapat dikelola secara efektif
tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa capaian kinerja sebesar 100% dapat diraih dengan
penggunaan sumber daya yang efisien dan berorientasi pada hasil.

R 'Kanfar?f/l@aﬁ Kementerian Hukum Riou
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Pelaksanaan indikator kinerja kegiatan Persentase Rancangan Produk: Hukum: .- x; {::";

di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukumdldukung

. « % -
. .
DR AR L R §

dengan memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabu‘baf’ié‘hﬁ(éiéff: SRR
dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan perancang
peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentu'kér’ig'._‘_'-".f~'.';3‘.'-.'.',3'."."-'

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Tercapainya target pada indikator kinerja ini adalah karena koordinasi dan
komunikasi yang baik oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan
pemerintah daerah setempat dan dalam penjadwalan pengharmonisasian produk
hukum daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum sudah memiliki aplikasi dalam
penjadwalan pengharmonisasian produk hukum daerah yang diberi nama
SIHARKUM.

Tabel 16 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Peraturan Perundang-Undangan Dan
Pembinaan Hukum Periode Januari—Oktober 2025

SASARAN KEGIATAN 2 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1
MENINGKATNYA PEMBINAAN Jumlah Peningkatan Kapasitas
PERANCANG PERATURAN Pembinaan Tenaga Perancang
PERUNDANG-UNDANGAN Peraturan Perundang-undangan

L
..... e
. M . . N
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Indikator ini merepresentasikan pembinaan bagi jabatan fungsmnalPeranCang

Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah, dalam keglatanyangterd"m

dari:

— Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-unda'hg'éﬁfdi.'.'f:_'.:.'.'.',';'..'_'-'.'":'3 o
daerah; Ry

— Pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;

— Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah;

— Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;

— Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan Perundang-undangan;

Formula perhitungan:
Jumlahkan seluruh perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada

tahun berjalan = 17 Orang.
mTARGET = REALISASI mPERSENTASE

Persentase pencapaian target:

100%

Realisasi
=——— x 100%
Target

=2 x100%
11

=100%
Diketahui bahwa jumlah JFT Perancang Perundang-Undangan di Kantor

Wilayah Kementerian Hukum sebanyak 17 orang.

0
2021 2022 2023 2024 2025
2021 2022 2023 2024 2025
u TARGET 14 14 6 11 11
w REALISASI 14 13 12 12 17
B PERSENTASE 100 92,85 200 109 100

Target kinerja antara tahun 2024-2025 mempunyai target yang sama, namun
realisasi di tahun 2025 mencapai 17 orang (100%) melebihi tahun 2024.

TR 4
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Target TAHUN Target . .
Rengtra /_ \ P}g( Realisasi

11 Orang \ 2025 / 11 Orang 17 Orang

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator
kinerja kegiatan Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang

Peraturan Perundang-undangan telah mencapai 100%.

Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar
nasional menunjukkan bahwa capaian pembinaan tenaga Perancang Peraturan
Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah memenuhi
bahkan melampaui standar nasional. Standar nasional pada umumnya
mensyaratkan terpenuhinya pembinaan terhadap seluruh perancang yang ada di
unit kerja secara proporsional sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi.
Dengan realisasi pembinaan terhadap 17 orang perancang atau 100% dari total JFT
Perancang Peraturan Perundang-undangan yang ada, Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Riau telah melaksanakan pembinaan secara menyeluruh, terstruktur, dan
sejalan dengan kebijakan nasional dalam peningkatan kapasitas sumber daya

manusia perancang peraturan perundang-undangan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa
pelaksanaan pembinaan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan di
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah dilakukan secara efektif dan efisien.
Pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana pendukung diarahkan
langsung pada seluruh perancang yang ada, sehingga tidak terjadi pemborosan dan
kegiatan tepat sasaran. Selain itu, pelaksanaan pembinaan yang terintegrasi

melalui koordinasi dengan instansi pusat dan pemanfaatan metode pembinaan

. 'Kam‘or'}{};@aﬁ Kementerian Hukum Riou “
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Pelaksanaan indikator kinerja kegiatan Jumlah Peningkatan KapaSItaS

Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan didukung dengah' EROR

memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan
DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan perancang
peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas tenaga perancang peraturan perundang-
undangan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah menjalin kerjasama
dengan instansi/stakeholder untuk membantu peningkatan kinerja dalam kesadaran
dan pembentukan hukum di wilayah serta melakukan koordinasi dengan pusat
untuk menyampaikan permasalahan di wilayah baik secara aplikasi maupun

program kerja lainnya dan menjalin sinergitas dengan pusat.

Tabel 17 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Peraturan Perundang-Undangan Dan
Pembinaan Hukum Periode November—Desember 2025

. . . .
..........
,,,,,,,,,,,,

SASARAN KEGIATAN 1

TERWUJUDNYA FASILITASI
PERENCANAAN DAN
PERANCANGAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
DI WILAYAH

AR 'Kanfar’}f};@aﬁ Kementerian Hukum Rinu

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1

Persentase perencanaan Peraturan
Perundang-Undangan di daerah yang
difasilitasi oleh Kanwil Kementerian

Hukum
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Berdasarkan pasal 33, Perpres 87/2014, Perencanaan RancanganPeratU'ran

Perundang-undangan di daerah meliputi kegiatan: ' o

1. Perencanaan Program Legislasi Daerah (Prolegda)/Program Pembentukan
Peraturan Daerah (PropemPerda); IERCRRE A

2. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah kumulatif terbuka

3. Perencanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di luar
Prolegda/Program Pembentukan Peraturan Daerah (PropemPerda).

Tiga poin di atas menjadi acuan dilakukannya fasilitasi oleh Kantor Wilayah

Kementerian Hukum.

Formula perhitungan:

Wipen = (M) % 100%

Zrpv + 2Fkk
ETARGET m=REALISASI mPERSENTASE

465
=—x100%
465 100 100 100%

=100 %

Persentase pencapaian target: '
Realisasi

= eattsasi X 100%
Target

_ 100

=—x 100%

100

=100%

Tahun 2025
‘ Target kinerja antara tahun 2021-2024 tidak

bisa menjadi perbandingan karena Indikator

Persentase |

100%

Realisasi

Target

100%

Kinerja Kegiatan Persentase perencanaan

Peraturan Perundang-Undangan di daerah
yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian
Hukum baru terdapat pada PK tahun 2025.

'Kam‘or'}{};@aﬁ Kementerian Hukum Riou “
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Target
Renstra

Realisasi

Sebagaimana terlihat di atas, target Rencana Strategis maupun target Perjanjian
Kinerja untuk Indikator Kinerja Kegiatan Persentase perencanaan Peraturan
Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

pada tahun 2025 telah mencapai 100%.

Perbandingan realisasi indikator kinerja program Tahun 2025 dengan standar
nasional menunjukkan bahwa fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-
Undangan di daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah
memenuhi standar nasional yang ditetapkan. Standar nasional mengamanatkan
agar seluruh tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan
di daerah, baik yang tercantum dalam Prolegda/Propemperda, kumulatif terbuka,
maupun di luar Prolegda, difasilitasi secara optimal oleh Kementerian Hukum
melalui Kantor Wilayah. Dengan capaian realisasi sebesar 100% dari target yang
ditetapkan, Kanwil Kementerian Hukum Riau telah melaksanakan fasilitasi secara
menyeluruh, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta kebijakan nasional dalam pembinaan pembentukan produk hukum

daerah.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa fasilitasi
perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah telah dilaksanakan secara
efektif dan efisien. Pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana
pendukung difokuskan pada kegiatan yang menjadi prioritas, sehingga seluruh
proses fasilitasi dapat terlaksana sesuai target tanpa penambahan kebutuhan

sumber daya yang signifikan. Dukungan pemanfaatan teknologi melalui aplikasi

. 'Kam‘or’}{};@aﬁ Kementerian Hukum Riou “
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Pelaksanaan indikator kinerja kegiatan Persentase perencanaan Peraturan
Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum
didukung dengan memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai pentingnya
melibatkan perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam
pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menijalin
kerjasama dengan instansi/stakeholder terkait untuk membantu peningkatan kinerja

dalam kesadaran dan pembentukan hukum di wilayah.

Tercapainya target pada indikator kinerja ini didukung oleh koordinasi dan
komunikasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan
pemerintah daerah setempat. Selain itu, dalam penjadwalan pengharmonisasian
produk hukum daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau sudah memiliki
aplikasi dalam penjadwalan pengharmonisasian produk hukum daerah yang diberi
nama SIHARKUM.

Tabel 18 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Peraturan Perundang-Undangan Dan
Pembinaan Hukum Periode November—Desember 2025

SASARAN KEGIATAN 2 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

TERWUJUDNYA FASILITASI Persentase Perancangan Peraturan

PERENCANAAN DAN Perundang-Undangan di Daerah yang

PERANCANGAN PERATURAN Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian
Hukum

'Kanfor’}f};@aﬁ Kementerian Hukum Riou “
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PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
DI WILAYAH

Indikator ini merepresentasikan fasilitasi perancangan Peraturan Perundang-
Undangan di daerah, yang meliputi:
1. Perancangan Peraturan Daerah Provinsi (UU 12/2011 beserta perubahannya,
PP 59/2015, Perpres 87/2014);
2. Perancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (UU 12/2011 beserta
perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014);
3. Perancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi (UU 12/2011 beserta
perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014);
4. Perancangan Peraturan Kepala Kabupaten/Kota (UU 12/2011 beserta
perubahannya, PP 59/2015, Perpres 87/2014).

Formula perhitungan:

Wrpv + Wrkk + Wrkp + Wrg
Weran = ( — L t) x 100%
Zrpy + ZFkk + ZFkp + 2Fkt
465 o
= o2 X 100% mTARGET ®mREALISAS| mPERSENTASE
=100 %

100 100 100%

Persentase pencapaian target: - u

Realisasi
—— x 100%
Target

100 100%

100

100%

Tahun 2025

||
v

\
Persentase

116% |

Target Realisasi

3,6

AL 'Kam‘or?fb@aﬁ Kementerian Hukum Riou
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Target kinerja antara tahun 2021-2024 tidak Indikator Kinerja Keg|atan
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang |
Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum merupakan indikator yang
baru ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025. Dengan demikian, target
dan realisasi kinerja pada periode tahun 2021-2024 belum tersedia dan tidak dapat
dijadikan sebagai dasar perbandingan kinerja antar tahun.
Pada tahun 2025, target kinerja ditetapkan sebesar 3,6 dan realisasi kinerja yang
dicapai sebesar 4,2, sehingga persentase capaian mencapai 116%. Capaian
tersebut menunjukkan bahwa kinerja pada tahun 2025 telah melampaui target yang
ditetapkan dan menjadi baseline awal dalam pengukuran serta evaluasi kinerja

pada tahun-tahun selanjutnya.

Target

Renstra Realisasi

100%

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk Indikator
Kinerja Kegiatan Persentase perencanaan Peraturan Perundang Undangan di
daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum pada tahun 2025 telah

mencapai 100%.

S 11
. 'Kam‘or'}{b@aﬁ Kementerian Hukum Riou v
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Berdasarkan standar nasional yang mengacu pada ketentuan .- peraturan’ . .. e
perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011-beserta .-\
perubahannya, PP Nomor 59 Tahun 2015, dan Peraturan Presiden Nomor87Tahun

2014, fasilitasi perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah oIehKantor
Wilayah Kementerian Hukum merupakan kewajiban yang harus dllaksanakan
secara menyeluruh terhadap seluruh produk hukum daerah yang direncanakan.‘

Standar nasional menetapkan bahwa seluruh proses perancangan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah harus mendapatkan pendampingan dan

fasilitasi dari perancang peraturan perundang-undangan yang kompeten.

Pada Tahun 2025, realisasi indikator kinerja Persentase Perancangan Peraturan
Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum
Riau mencapai 100%, yang berarti seluruh perancangan Peraturan Daerah
Provinsi, Kabupaten/Kota, serta Peraturan Kepala Daerah telah difasilitasi sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Dengan capaian tersebut, kinerja Kanwil
Kementerian Hukum Riau telah memenuhi bahkan selaras dengan standar nasional
yang ditetapkan, menunjukkan optimalnya peran Kanwil dalam menjamin kualitas,

kesesuaian, dan kepatuhan produk hukum daerah terhadap sistem hukum nasional.

Pencapaian indikator kinerja Persentase Perancangan Peraturan Perundang-
Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum Riau telah
dilaksanakan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
secara optimal. Pemanfaatan sumber daya manusia, khususnya perancang
peraturan perundang-undangan, dilakukan melalui pengaturan beban kerja yang
proporsional dan penjadwalan kegiatan fasilitasi yang terstruktur.

Selain itu, efisiensi juga didukung oleh penggunaan teknologi informasi, yaitu
aplikasi SIHARKUM, yang mempermudah proses penjadwalan, pemantauan, dan
koordinasi kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum daerah. Dengan adanya
sistem ini, pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan tanpa penambahan sumber daya
yang signifikan, baik dari sisi anggaran maupun personel.

Koordinasi yang intensif antara Kanwil Kementerian Hukum Riau dengan
pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota turut mengurangi potensi duplikasi

kegiatan dan mempercepat proses fasilitasi. Dengan capaian kinerja sebesar 100%

'Kanfor‘}f};@aﬁ Kementerian Hukum Riou v
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Pelaksanaan indikator kinerja kegiatan Persentase Perancangan Peraturan

Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum
didukung dengan memberikan pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai pentingnya
melibatkan perancang peraturan perundang-undangan pada Kantor Wilayah dalam
pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta menijalin
kerjasama dengan instansi/stakeholder terkait untuk membantu peningkatan kinerja

dalam kesadaran dan pembentukan hukum di wilayah.

Tercapainya target pada indikator kinerja ini didukung oleh koordinasi dan
komunikasi yang baik antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan
pemerintah daerah setempat. Selain itu, dalam penjadwalan pengharmonisasian
produk hukum daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau sudah memiliki
aplikasi dalam penjadwalan pengharmonisasian produk hukum daerah yang diberi
nama SIHARKUM.

ANALISA CAPAIAN KINERJA DIVISI P3H BADAN PEMBINAAN HUKUM

Tabel 19 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode
Januari-Oktober 2025

SASARAN KEGIATAN 1 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1
TERWUJUDNYA ANALISIS DAN Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk
EVALUASI PRODUK HUKUM DI Hukum yang Dilakukan

WILAYAH SERTA FASILITASI
PERENCANAAN PERATURAN
DAERAH

.

.........
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. . .
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Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini menekankan analisis, evaluasi, danfasmtESI
pembentukan Peraturan Daerah oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukumuntuk

memastikan bahwa Peraturan Daerah:

— Efektif dan tepat guna, melalui analisis dan evaluasi terhadap materi muatan,
proses pembentukan, dan pelaksanaannya, serta pemberian rekomendasi
apakah Perda dicabut, diubah, dipertahankan, dan/atau dilakukan tindakan
hukum lainnya.

— Terencana dan berkualitas, melalui fasilitasi perencanaan pembentukan Perda
dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda/Propemperda) yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis.

— Berbasis kajian ilmiah, melalui fasilitasi penyusunan Naskah Akademik sebagai
dasar akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta sesuai
dengan kebutuhan hukum masyarakat.

— Dilaksanakan sesuai rencana kerja, dengan jumlah Perda yang dianalisis dan
difasilitasi sesuai dengan target strategis tahunan Kantor Wilayah.

— Kolaboratif, dilaksanakan dengan melibatkan pemerintah daerah, instansi terkait,
dan masyarakat dalam proses analisis, evaluasi, dan fasilitasi pembentukan
Peraturan Daerah.

Formula perhitungan:

x=a+b+c+ - +n

Keterangan:

a: analisis dan evaluasi produk hukum a

b: analisis dan evaluasi produk hukum b

c: analisis dan evaluasi produk hukum ¢

n: analisis dan evaluasi produk hukum terakhir

Persentase pencapaian target: mTARGET mREALISASI m PERSENTASE

Realisasi
—— x 100% 100%

Target

%X 100% 1 1
100%

. 'Kanfor’}{};@aﬁ Kementerian Hukum Riou v
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Pada Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukuleautelah .

menghasilkan 1 (satu) dokumen Analisis dan Evaluasi Produk Hukum - yang . ...

.

.
o
* e

.
Te vy e

. . . .
. * L

mencakup analisis dan evaluasi terhadap 5 (lima) Peraturan Daerah, sesuai dengai - .-
target Analisis dan Evaluasi (AE) tahunan, sehingga capaian kinerja indika}tdrf{n'i'.f.';.’.':?.'_'-',-'.' S

tercatat 100% (tercapai).

100 -
: .
0
2021 2022 2023 2024 2025
2021 2022 2023 2024 2025
w TARGET 0 0 0 1 1
w REALISASI 0 0 0 1 1
m PERSENTASE 0 0 0 100 100

Perbandingan kinerja Tahun 2021-2023 tidak dapat dilakukan karena indicator
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum baru diberlakukan pada Tahun 2024.
berdasarkan data yang tersedia, pada Tahun 2024 dan 2025 target dan realisasi
kinerja sama, yaitu 1 dokumen dengan capaian 100%, yang menunjukkan

pelaksanaan kegiatan konsisten dan sesuai target.

Renstra Realisasi

1
Dokumen

Sebagaimana terlihat di atas, realisasi kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Analisis
dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan sampai dengan Tahun 2025 telah

sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

'Kam‘or'}{b@aﬁ Kementerian Hukum Riou “
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maupun target Perjanjian Kinerja, yaitu tercapainya 1 (satu) dokumen-Analisis dan . ~.,~'.,~::'::.’,j
Evaluasi Produk Hukum dengan capaian kinerja 100%.

Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum i
yang Dilakukan pada Tahun 2025 oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau |
telah sejalan dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan
Hukum Nasional (BPHN). Standar nasional menetapkan bahwa setiap kantor
wilayah melaksanakan minimal satu dokumen analisis dan evaluasi produk hukum
setiap tahun sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan

kualitas peraturan daerah.

Pada Tahun 2025, Kanwil Kementerian Hukum Riau berhasil menyusun 1 (satu)
dokumen Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang mencakup evaluasi terhadap
5 (lima) Peraturan Daerah, sehingga memenuhi bahkan mengoptimalkan standar
nasional yang ditetapkan. Dengan capaian kinerja sebesar 100%, pelaksanaan
indikator ini menunjukkan kesesuaian antara target nasional dan realisasi di tingkat

wilayah.

Pencapaian tersebut mencerminkan bahwa proses analisis dan evaluasi produk
hukum di wilayah Provinsi Riau telah dilaksanakan secara terstruktur, sistematis,
dan sesuai dengan kebijakan serta pedoman nasional BPHN, sekaligus mendukung

upaya peningkatan kualitas dan efektivitas peraturan daerah secara berkelanjutan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa
pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum pada Tahun 2025 telah
dilakukan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia.
Keterlibatan Tim Kelompok Kerja yang terdiri dari Analis Hukum, akademisi, dan
pemangku kepentingan terkait mampu memaksimalkan kompetensi sumber daya
manusia tanpa memerlukan tambahan personel yang signifikan. Selain itu,
pemanfaatan inovasi GALAKSI dan PODCAST BEDELAU turut meningkatkan

efisiensi proses pengumpulan data, diskusi, serta perumusan rekomendasi,

- 'Kanfor‘}f};@aﬁ Kementerian Hukum Riou v
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Keberhasilan pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Analisis dan
Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan terutama disebabkan oleh kolaborasi
efektif Tim Kelompok Kerja yang melibatkan akademisi, OPD/instansi terkait,
pemangku kepentingan, dan Analis Hukum Kanwil Riau, serta pemanfaatan inovasi
GALAKSI dan PODCAST BEDELAU yang mempermudah pengumpulan masukan,
pengkajian materi, dan penyusunan rekomendasi peraturan daerah secara tepat

guna dan berkualitas.

Keberhasilan pelaksanaan Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Analisis dan
Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan didukung oleh pembentukan Tim Kelompok
Kerja yang melibatkan akademisi, OPD/instansi terkait, pemangku kepentingan,
dan Analis Hukum Kanwil Riau, serta penerapan inovasi GALAKSI dan PODCAST
BEDELAU untuk memperoleh masukan, muatan, dan rekomendasi yang

komprehensif terhadap penyelenggaraan peraturan daerah.

Tabel 20 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode
Januari-Oktober 2025

SASARAN KEGIATAN 2 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2
TERWUJUDNYA ANALISIS DAN Jumlah Fasilitasi Perencanaan
EVALUASI PRODUK HUKUM DI Peraturan Daerah

WILAYAH SERTA FASILITASI
PERENCANAAN PERATURAN
DAERAH

......
.......
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IKK ini menekankan fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan,'»D_é.ef{‘éfh-b]{ah"..".'..'}.'.f..'.'..:;
Kanwil Kemenkumham berdasarkan Pasal 97C Undang-Undang Nomor13Tahun
2022, yang mengamanatkan analisis dan evaluasi peraturan perundang-undéhgéh';fv.f.",'j.'.'f...'.'-.'...',':'.:':"7."
Fasilitasi ini mencakup penyusunan Prolegda/Propemperda secara terencéhé;- ('~";5."*."'. o
terpadu, dan sistematis, serta penyusunan Naskah Akademik Perda sebagai dasar |
akademis yang dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan ini bertujuan untuk
memastikan Perda terencana, berkualitas, berbasis kajian ilmiah, tepat guna, serta
dilaksanakan secara kolaboratif dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan

masyarakat, sesuai target rencana kerja tahunan Kanwil.

Formula perhitungan:
x=a+b+c+ - +n

Keterangan:

a: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda a
b: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda b
c: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda c

n: kegiatan fasilitasi perencanaan Perda terakhir

Persentase pencapaian target:

Realisasi
= rarget x 100% mTARGET mREALISASI mPERSENTASE
100
RETT RS 100% 100%
=100%

Pada Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah memfasilitasi
1 (satu) dokumen perencanaan Perda, yang mencakup penyusunan
Prolegda/Propemperda dan Naskah Akademik untuk 5 (lima) Peraturan Daerah,
sesuai dengan target tahunan, sehingga capaian kinerja indikator ini tercatat 100%

(tercapai).

— 2021: 43 Ranperda yang diharmonisasikan dari target 40 Ranperda.
— 2022: 94 Ranperda, 49 Ranperbub, 15 Naskah Akademik dan 2 Penjelasan.
— 2023: 181 Ranperda/Ranperkada.
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— 2024: 63 Ranperda + 363 Ranperkada = 426 Rancangan ProdukHukum Ry

LN
e
« e
. .
..

— 2025: 40 Ranperda + 425 Ranperkada = 465 Rancangan Produk Hukum. - et
1000
500 !
0
2021 2022 2023 2024 2025
2021 2022 2023 2024 2025
w TARGET 0 0 0 50 1
& REALISAS| 0 0 0 256 1
WPERSENTASE| 0 0 0 852 100

Pada Tahun 2024, indikator Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah
mulai diimplementasikan dengan target 50 dokumen dan realisasi sebesar 256
dokumen atau capaian 852%, yang menunjukkan kinerja sangat melampaui target
serta tingginya kebutuhan fasilitasi perencanaan peraturan daerah. Sementara itu,
pada Tahun 2025 target dan realisasi kinerja tercatat sama, yaitu 1 dokumen
dengan capaian 100%, yang mencerminkan pelaksanaan kegiatan telah berjalan
sesuai dengan perencanaan serta adanya penyesuaian target agar lebih realistis

dan terukur.

Renstra Realisasi

100%

Sebagaimana terlihat di atas, target pada Perjanjian Kinerja menyesuaikan dari
target Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA/K-L) yaitu
1 dokumen. Untuk realisasi pada indikator kinerja kegiatan Jumlah Fasilitasi
Perencanaan Peraturan Daerah telah mencapai target RKA/K-L, sehingga

persentase capaian 100%.
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Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan
Daerah pada Tahun 2025 di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telahsejalan
dengan standar nasional yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum NaSIonaI
(BPHN). Standar nasional menetapkan bahwa setiap Kantor Wilayah' o
melaksanakan fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah minimal sesuai dengan
target RKA/KI/L, yaitu tersusunnya 1 (satu) dokumen fasilitasi perencanaan Perda
yang mencakup Prolegda/Propemperda dan/atau Naskah Akademik. Pada Tahun
2025, Kanwil Kementerian Hukum Riau berhasil merealisasikan 1 (satu) dokumen
fasilitasi perencanaan Perda sesuai dengan ketentuan dan standar nasional
tersebut, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa
pelaksanaan fasilitasi perencanaan Peraturan Daerah di wilayah telah memenuhi
bahkan konsisten dengan standar nasional dalam mendukung perencanaan

pembentukan Perda yang terencana, sistematis, dan berbasis kajian ilmiah.

Pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah pada Tahun
2025 telah dilaksanakan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang
tersedia secara optimal. Efisiensi terlihat dari pencapaian target kinerja sebesar
100% dengan penggunaan anggaran, sumber daya manusia, dan waktu
pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan. Keterlibatan perancang peraturan
perundang-undangan, analis hukum, serta pemangku kepentingan terkait dilakukan
secara terintegrasi dan terkoordinasi, sehingga menghindari duplikasi kegiatan dan

meningkatkan efektivitas proses fasilitasi.

Selain itu, pemanfaatan aplikasi pendukung seperti SIHARKUM turut
meningkatkan efisiensi dalam penjadwalan dan koordinasi fasilitasi perencanaan
Peraturan Daerah, sehingga proses penyusunan dokumen dapat dilaksanakan
tepat waktu dan tepat sasaran. Sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Riau dengan pemerintah daerah juga berkontribusi dalam menekan kebutuhan
sumber daya tambahan, karena sebagian besar kegiatan dapat dilaksanakan

melalui koordinasi dan asistensi teknis yang terarah. Dengan demikian,
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Keberhasilan dalam mencapai indikator ini didukung dengan membe'ri'k"a‘rj.'fi’ffi‘f-:."f::."f:j:~f:'.'-':"
pemahaman ke Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan DPRD Provinéi," )
Kabupaten/Kota mengenai pentingnya melibatkan perancang peraturan perundang-
undangan pada Kantor Wilayah dalam pembentukan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah serta menjalin kerjasama dengan instansi/stakeholder
terkait untuk membantu peningkatan kinerja dalam kesadaran dan pembentukan

hukum di wilayah.

Tercapainya target pada indikator kinerja kegiatan ini adalah karena koordinasi
dan komunikasi yang baik Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan
pemerintah daerah setempat dan dalam penjadwalan pengharmonisasian produk
hukum daerah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum sudah memiliki aplikasi dalam
penjadwalan pengharmonisasian produk hukum daerah yang diberi nama
SIHARKUM.

Tabel 21 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode
Januari—Oktober 2025

SASARAN KEGIATAN 2 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

TERWUJUDNYA PENGELOLAAN Persentase Anggota JDIHN yang
KEANGGOTAAN JDIHN DI WILAYAH Dikelola terhadap Total Anggota
JDIHN di Wilayah
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Indikator ini merepresentasikan persentase pembinaan dan pengembangan DA
JDIH di wilayah. Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Prov'i-h_'s_if,jfs’ajg_fiér'{j}j.':j.:,':j.j.:.':j..,....,
Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumendan AR
Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpuétakéﬂ_eiﬁ"_k-_ﬂi',’~'.i":'.'*..'f'.':'."~'."
Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH R

dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan.

Formula perhitungan:

_ Y Jumlah Anggota JDIHN yang dikelola x 100%
Y. Total Anggota JDIHN di wilayah 0

x =2 % 100%
36

x =100%
®TARGET ®REALISASI @ PERSENTASE
Persentase pencapaian target:

Realisasi 100 100%
=——— x 100% .
Target
25
100
—— x 100%
=100%

Persentase anggota JDIHN yang perpartisipasi aktif pada tahun 2025 adalah
100% dengan pengelolaan anggota JDIHN di Provinsi Riau sebanyak 36 anggota
pada capaian Tahun 2025, sehingga telah mencapai target 100%.

400
200 !

0

2021 2022 2023 2024 2025
2021 2022 2023 2024 2025

u TARGET 20 20 20 25 25
u REALISASI 20 20 20 83,33 100
u PERSENTASE 100 100 100 333,32 100
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Realisasi kinerja pada periode Tahun 2021-2023 menunjukkan kmer]a yang
stabil dengan target yang sama, yaitu 20, dan realisasi yang seluruhnya tercapar .
sebesar 20 atau capaian 100% setiap tahun. Kondisi ini mencerminkan kOﬂSlSi’enSI
pelaksanaan kegiatan serta kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pada
periode tersebut. Memasuki Tahun 2024, target kinerja meningkat menjadi 25, dan
realisasi mencapai 83,33 dengan capaian kinerja sebesar 333,32%, ya'ngv‘ SRR
menunjukkan adanya peningkatan signifikan baik dari sisi volume kegiatan maupun
intensitas pelaksanaan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2025,
target tetap dipertahankan sebesar 25 dan realisasi meningkat menjadi 100 dengan
capaian 100%, yang menandakan bahwa kinerja telah berjalan sesuai dengan
perencanaan serta menunjukkan perbaikan dan pemantapan capaian dibandingkan

tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.

Renstra Realisasi

100%

Sebagaimana terlihat di atas, target Rencana Strategis maupun target Perjanjian
Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola
terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah telah mencapai 100%.
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dan dibina secara aktif oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Capaiah'-ihi"_'télah.'.~_..',-..',-.'.~.- ,,,,,,,,,,,,,,,,

memenuhi bahkan melampaui standar nasional pengelolaan JDIHN yang
menargetkan keterlibatan penuh dan integrasi seluruh anggota JDIHN di tingkat o o
wilayah guna mewujudkan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang

terpadu, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Dibandingkan dengan standar nasional yang menekankan pada optimalisasi
peran seluruh anggota JDIHN dalam penyelenggaraan sistem dokumentasi dan
informasi hukum, kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau telah selaras
dengan kebijakan dan pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Seluruh anggota JDIHN tidak hanya terdaftar secara administratif, tetapi juga
berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemutakhiran, dan diseminasi informasi
hukum, sehingga mendukung terwujudnya sistem JDIHN yang efektif, efisien, dan

berkelanjutan di tingkat nasional.

Pelaksanaan pengelolaan keanggotaan JDIHN di wilayah pada Tahun 2025 telah
dilaksanakan secara efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia
secara optimal. Pencapaian target sebesar 100% dapat diraih tanpa penambahan
sumber daya yang signifikan, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya
manusia, karena kegiatan pembinaan dan pengelolaan anggota JDIHN
dilaksanakan secara terintegrasi dengan program kerja BPHN dan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Riau.

Efisiensi juga ditunjukkan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media
digital dalam proses koordinasi, pembinaan, serta diseminasi informasi hukum
kepada seluruh anggota JDIHN. Penggunaan media daring dan platform aplikasi
pendukung memungkinkan komunikasi dan pembinaan dilakukan secara efektif
dengan biaya yang relatif rendah serta waktu yang lebih singkat. Selain itu, sinergi
yang baik antara Kantor Wilayah, BPHN, dan seluruh anggota JDIHN di wilayah

turut meminimalkan duplikasi kegiatan, sehingga penggunaan sumber daya dapat

N A S 4
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Tercapainya target pada indikator kinerja ini adalah karena seluruh anggota
JDIHN di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang berjumléh'.."""'.‘ .
sebanyak 36 (tiga puluh lima) instansi telah terintegrasi dan berpartisipasi aktif.

Keberhasilan capaian indikator kinerja persentase anggota JDIHN yang
berpartisipasi aktif telah terintegrasi 100% oleh BPHN didukung dengan kegiatan
penyebarluasan JDIH Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau ke masyarakat
umum dengan memanfaatkan media sosial seperti youtube, instagram, twitter, dan

facebook.

Keberhasilan pada IKK Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total
Anggota JDIHN di Wilayah, didukung oleh beberapa upaya strategis diantaranya:

— Menjalin kerjasama dengan instansi/stakeholder terkait untuk membantu

peningkatan kinerja dalam kesadaran dan pembentukan hukum di wilayah.

— Melakukan koordinasi dengan pusat untuk menyampaikan permasalahan di
wilayah baik secara aplikasi maupun program kerja lainnya dan menjalin

sinergitas dengan pusat.

Tabel 22 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode
Januari-Oktober 2025

SASARAN KEGIATAN 3 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3
MENINGKATNYA LAYANAN Persentase Layanan Bantuan Hukum
BANTUAN HUKUM DI WILAYAH Litigasi yang Diberikan terhadap Total

Permohonan Layanan Bantuan

Hukum Litigasi

~~~~~~~~~~~~ S
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Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukumyang‘ BRI
dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang dlberlkankepada
penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegakhukum :
dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum
dalam hal: 1
1. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;

2. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan

3. perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan

persidangan.

Formula perhitungan:

_ Y Jumlah orang/kelompok orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi di Kanwil
Y. Total permohonan layanan bantuan hukum litigasi di Kanwil

100%

474

x=—x100%
498

x =95,18%

Persentase pencapaian target:

Realisasi
=—— x 100%
Target 116,07%

95,18
95,18 82 g
= ? X 100%

= 116,07% - \.

Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap total

mTARGET ®mREALISASI mPERSENTASE

permohonan layanan bantuan hukum litigasi tahun 2025 adalah 95,18% dengan
permohonan yang diterima/dilaksanakan sebanyak 474 (Empat ratus tujuh puluh
empat) dari 498 (empat ratus sembilan puluh delapan) permohonan yang masuk

pada capaian tahun 2025. Hal ini telah melampaui target 2025 yaitu 82%.
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150
100
50
0
2021 2022 2023 2024 2025
2021 2022 2023 2024 2025
u TARGET 77 77 82 82 82
u REALISASI 77 100 82 87 95,18
H PERSENTASE 100 100 100 106 116,07

Realisasi kinerja antara tahun 2024 dan 2025 mempunyai target yang sama

dengan persentase realisasi pada tahun 2025 naik sebesar 10,07 %.

Renstra Realisasi

95,18%

Sebagaimana terlihat di atas, target Rencana Strategis maupun target Perjanjian
Kinerja untuk indikator kinerja kegiatan Persentase Layanan Bantuan Hukum
Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum

Litigasi telah tercapai.

Berdasarkan standar nasional layanan bantuan hukum sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan
kebijakan teknis Badan Pembinaan Hukum Nasional, pemenuhan layanan bantuan
hukum litigasi kepada penerima bantuan hukum diarahkan untuk mencapai tingkat
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cakupan layanan yang tinggi, responsif, dan berkeadilan bagi masyarakat: miskjn'-..-"+"

.

yang berhadapan dengan hukum. Secara nasional, target pemenU’hah','~l'a,ya:nér}'.'}'.f.';..';:.,

* e v, @
......

bantuan hukum litigasi ditetapkan pada tingkat persentase minimal tertentusesual
dengan kemampuan anggaran dan ketersediaan Organisasi BantuanHukum
(OBH). S

Pada Tahun 2025, realisasi Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi di |
wilayah Provinsi Riau mencapai 95,18%, yang menunjukkan tingkat pemenuhan
layanan yang sangat tinggi dan berada di atas rata-rata standar nasional. Capaian
ini tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui target nasional yang ditetapkan,
sehingga mencerminkan efektivitas pelaksanaan program bantuan hukum di
wilayah serta kesesuaian pelaksanaan dengan kebijakan dan standar pelayanan
bantuan hukum secara nasional. Dengan demikian, kinerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Riau dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum litigasi
dapat dinilai sangat baik dan sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam

memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi pada Tahun 2025 telah dilakukan
secara efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia,
baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sistem pendukung. Keterlibatan
Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi memungkinkan
pelaksanaan layanan bantuan hukum berjalan efektif tanpa menambah beban
signifikan pada struktur internal Kantor Wilayah. Selain itu, pemanfaatan aplikasi
Sidbankum dalam proses pengajuan, verifikasi, dan pencairan dana bantuan hukum
turut meningkatkan efisiensi waktu, mengurangi biaya administrasi, serta

meminimalkan potensi duplikasi pekerjaan.

Dengan realisasi layanan sebesar 95,18% yang melampaui target sebesar 82%,
capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang dialokasikan telah
digunakan secara optimal dan proporsional terhadap output yang dihasilkan.
Koordinasi yang baik antara Kantor Wilayah, BPHN, dan OBH serta mekanisme

pengelolaan anggaran yang tertib dan tepat sasaran mendukung tercapainya hasil

SRR 8
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maksimal tanpa pemborosan sumber daya, sehingga pelaks’afrj.a_'arj'.fp}j'o:grarfl';':.

bantuan hukum litigasi dapat dinilai efisien dan berkelanjutan.

Tercapainya target persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilaya_hi.'}_'..'}i'_'-:."f~:."f-j:~f:'.'-':"

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung oleh perah' B

aktif Organisasi Bantuan Hukum dalam melaksanakan bantuan hukum litigasi, serta
kelengkapan dokumen data dukung permohonan pelaksanaan bantuan hukum
litigasi yang diunggah melalui aplikasi Sidbankum, sehingga permohonan bantuan
hukum litigasi yang diajukan dapat diterima dan diverifikasi oleh verifikator. Selain
itu, telah dilaksanakannya penandatanganan kontrak bantuan hukum, serta
pelaksanaan proses verifikasi dan pencairan dana bantuan hukum kepada Pemberi

Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis program/kegiatan yang mendukung keberhasilan Pada IKK Layanan
Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan
Bantuan Hukum Litigasi adalah:

— Menjalin kerjasama dengan instansi / stakeholder terkait untuk membantu
peningkatan kinerja dalam kesadaran dan pembentukan hukum di wilayah.

— Melakukan koordinasi dengan pusat untuk menyampaikan permasalahan di
wilayah baik secara aplikasi maupun program kerja lainnya dan menjalin

sinergitas dengan pusat.

Tabel 23 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode
Januari-Oktober 2025
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SASARAN KEGIATAN 3

.
.

MENINGKATNYA LAYANAN Persentase Layanan Bantuan Hukum: -+
BANTUAN HUKUM DI WILAYAH Non Litigasi yang Diberikan”te:r’h_a'dfabj;}j.-,'-j.'{-j.'{.'.'~j.~}j.'~}j.'~,
Total Permohonan Layanan Baht'uéh_‘.'f','f..f{.'f..'.'-.'.'}'.'"."-'"

Hukum Non Litigasi

Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang
dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum
nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya
orang miskin Ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk
memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat

di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

Penyuluhan hukum;
Konsultasi hukum;
Investigasi kasus;
Penelitian hukum;

Mediasi;

Negosiasi;

Pemberdayaan masyarakat;

Pendampingan di luar pengadilan; dan

© ©® N o g bk wbd-=

Drafting dokumen hukum.

Formula perhitungan:

Y Jumlah kegiatan bantuan hukum non — litigasi yang diberikan di Kanwil X 100%
_ ()

Y. Total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi di Kanwil
194

x =—Xx100%

261

x =74,32%

Persentase pencapalan target: mTARGET wmREALISASI = PERSENTASE

92,9%
x 100% 80 74,32 = -

_ Realisasi
Target

AL 'Kam‘or?fb@aﬁ Kementerian Hukum Riou
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_ 7432
80

=92,9%

Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang diberikan terhadaptotal

x 100%

permohonan layanan bantuan hukum non litigasi tahun 2025 adalah 7432% S
dengan permohonan yang diterima/dilaksanakan sebanyak 194 (serratus sembilan
puluh empat) dari 261 (dua ratus enam puluh satu) permohonan yang masuk pada

capaian tahun 2025.

PP P

0 e e e e o
2021 2022 2023 2024 2025

B TARGET 79 79 80 80 80
REALISASI 79 97,64 80 91,54 74,32

B PERSENTASE | 100 123,6 100 114,42 92,9

Target kinerja pada periode tahun 2021-2025 mengalami peningkatan dan
penyesuaian, dari 79 pada tahun 2021-2022 menjadi 80 pada tahun 2023-2025.
Khusus pada tahun 2024 dan 2025, target kinerja ditetapkan sama, yaitu sebesar
80. Namun demikian, capaian kinerja pada tahun 2025 menunjukkan penurunan
dibandingkan tahun 2024. Pada tahun 2024, realisasi kinerja mencapai 91,54
dengan persentase capaian sebesar 114,42%, sedangkan pada tahun 2025

realisasi kinerja tercatat sebesar 74,32 dengan persentase capaian sebesar 92,9%.

Penurunan persentase capaian pada tahun 2025 menyebabkan kinerja belum
sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, berbeda dengan capaian pada tahun
sebelumnya yang melampaui target. Meskipun demikian, capaian kinerja tahun
2025 tetap memberikan gambaran atas pelaksanaan kegiatan dan menjadi bahan

evaluasi untuk perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.
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Realisasi
74,32%

Renstra

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator
kinerja kegiatan Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan
terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi pada Triwulan
IV sebesar 74,32%.

Berdasarkan hasil pengukuran Tahun 2025, realisasi Persentase Layanan
Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan
Bantuan Hukum Non Litigasi sebesar 74,32%. Capaian tersebut berada pada
kisaran standar nasional pelaksanaan bantuan hukum nonlitigasi yang menekankan
pemenuhan persyaratan administrasi, kualitas layanan, serta akuntabilitas
pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Meskipun
belum mencapai target yang ditetapkan, capaian ini menunjukkan bahwa
pelaksanaan layanan bantuan hukum nonlitigasi di wilayah telah berjalan sesuai
kerangka standar nasional, khususnya dalam aspek prosedur, mekanisme
verifikasi, dan pertanggungjawaban kegiatan. Dengan perbaikan pada kelengkapan
dokumen permohonan dan peningkatan pendampingan kepada pemohon, capaian
kinerja diharapkan dapat ditingkatkan agar selaras secara optimal dengan standar

nasional pada periode berikutnya.

Pelaksanaan layanan Bantuan Hukum Non Litigasi pada Tahun 2025 telah
memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara relatif efisien, baik dari sisi
sumber daya manusia, anggaran, maupun dukungan sistem informasi.
Pemanfaatan aplikasi Sidbankum sebagai sarana pengajuan, verifikasi, dan
pelaporan kegiatan bantuan hukum nonlitigasi telah membantu menekan biaya
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administrasi, mempercepat alur pelayanan, serta meningkatkan transparanst

.

akuntabilitas pelaksanaan kegiatan. ' ...............................
Dari sisi sumber daya manusia, pelibatan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) .-

....
. .

yang telah terakreditasi memungkinkan pelaksanaan layanan dilakukan"'s'eéa_‘r'a'.'fv“,~f.','~'..','~'.~.'.',~'.'
lebih efektif tanpa memerlukan penambahan pegawai secara signifikan. Koordin'a"s'i-""f:'ff‘"*."." o
antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau dengan OBH dan unit pusat juga |

mendukung optimalisasi pembagian peran dan tanggung jawab, sehingga

penggunaan waktu dan tenaga dapat diarahkan pada penanganan permohonan

yang telah memenuhi persyaratan.

Namun demikian, efisiensi penggunaan sumber daya masih dapat ditingkatkan,
mengingat terdapat permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang belum dapat
dilayani akibat ketidaklengkapan dokumen. Kondisi ini menyebabkan adanya
penggunaan waktu dan tenaga untuk proses verifikasi berulang yang belum
menghasilkan output layanan. Ke depan, peningkatan sosialisasi persyaratan
administrasi, pendampingan awal kepada pemohon, serta penguatan kapasitas
OBH diharapkan dapat meminimalkan kendala tersebut, sehingga seluruh sumber
daya yang digunakan dapat menghasilkan output layanan yang lebih optimal dan

selaras dengan target kinerja yang ditetapkan.

Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan belum mencapai target. Kondisi tersebut
disebabkan oleh masih terdapatnya permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang
belum memenuhi kelengkapan dokumen data dukung sebagaimana
dipersyaratkan, sehingga permohonan yang diunggah melalui aplikasi Sidbankum

belum dapat diterima atau diverifikasi oleh verifikator.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada IKK Layanan Bantuan
Hukum Nonlitigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan
Hukum Nonlitigasi belum sepenuhnya mampu mendorong pencapaian target yang
ditetapkan. Meskipun demikian, terdapat beberapa program dan kegiatan yang

'Kanfor‘}f};@aﬁ Kementerian Hukum Riou “



LKjIP 2025

L4
R L ‘. . .. e .~.... . ,.0..,...O.....:.'..:
. . T T ‘~:.'.'~,'~:.:,'~. @
telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan layanan bantuan. hukum: ... "
nonlitigasi di wilayah, antara lain:
— Menijalin kerja sama dengan instansi dan pemangku kepentingan terkai‘t-_d,alé"nj'.~f~'.-f.f-'.f~'.~':~ S

rangka meningkatkan koordinasi, kesadaran hukum, serta pembentukan'h'uk'u“r'h.'ff.'-.'..','f..',';'..'.'.',:'."-'~'

di wilayah.

— Melaksanakan koordinasi dengan unit pusat untuk menyampaikan berbagai
permasalahan yang dihadapi di wilayah, baik yang berkaitan dengan kendala
aplikasi maupun pelaksanaan program kerja lainnya, serta membangun sinergi

antara pusat dan wilayah.

Ke depan, program dan kegiatan tersebut perlu ditingkatkan intensitas dan
efektivitas pelaksanaannya agar dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian

target indikator pada periode selanjutnya.

Tabel 24 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode
Januari-Oktober 2025

SASARAN KEGIATAN 4 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4
MENINGKATNYA DESA SADAR Persentase Peningkatan
HUKUM DI WILAYAH Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang

Memenuhi Kriteria sebagai
Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total

Usulan Kantor Wilayah

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan/wilayah administrative
setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria

sebagai desa/kelurahan sadar hukum. Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

— Memenuhi Kriteria Desa/Kelurahan Binaan;
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— Mengisi Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

— SK Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum .
— Melampirkan Surat Pernyataan calon penerima penghargaan Anubha‘wa_'Sasah:a.'.'.'.',f.',-.'.';':..

Desa/Kelurahan.

Formula perhitungan:

Y Jumlah desa/kelurahan binaan yang dikukuhkan
x = / Y22 x100%

Y. Jumlah usulan desa/kelurahan binaan dari masing — masing Kantor Wilayah

x=§x100%

x=8763%

Persentase pencapaian target: mTARGET mREALISASI mPERSENTASE

_ Realisasi x 100% 125,1%
Target i '
87,63

87,63

= _OX 100%

7
]

Persentase peningkatan desa/kelurahan sadar hukum yang telah mendapatkan

70

SK Penetapan dari total usulan yang diusulkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum
pada Tahun 2025 adalah sebanyak 85 (delapan puluh lima) dari total usulan 97
(Sembilan puluh tujuh).

Target kinerja pada periode tahun 2021 hingga 2025 ditetapkan secara konsisten
sebesar 70. Pada tahun 2024 dan 2025, target kinerja tersebut tetap sama, namun
terjadi perbedaan capaian kinerja. Pada tahun 2024, realisasi kinerja mencapai
138,57 atau sebesar 197,9%, sedangkan pada tahun 2025 realisasi kinerja tercatat
sebesar 87,62 dengan persentase capaian sebesar 125,1%. Meskipun persentase
capaian tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya,
capaian tersebut tetap melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan kinerja

yang sangat baik. %.

N A

0
R 2021 2022 2023 2024 2025
m TARGET 70 70 70 70 70 S5
",~'."~',~'.',~'.‘,~'."-','Kﬂ”fﬂ'fwi@ﬂﬁ'Kﬂmﬂnfeﬁan Ul Biou 70 70 70 138,57 87,62

m PERSENTASE 100 100 100 197,9 125,1
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Realisasi

87,62%

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator
kinerja kegiatan Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang
Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor
Wilayah sebesar 87,63%.

Realisasi indikator Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada
Tahun 2025 sebesar 87,63% menunjukkan capaian yang melampaui standar
nasional yang ditetapkan sebesar 70%. Capaian ini mencerminkan kinerja Kantor
Wilayah Kementerian Hukum yang lebih baik dibandingkan standar minimal
nasional dalam pembentukan dan penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
Dengan persentase pencapaian sebesar 125,1% dari target, pelaksanaan program
pembinaan desa/kelurahan sadar hukum di wilayah telah berjalan efektif dan
selaras dengan kebijakan nasional BPHN dalam meningkatkan kesadaran dan

kepatuhan hukum masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya menunjukkan bahwa
pelaksanaan program peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum pada Tahun

2025 telah dilakukan secara efektif dan efisien. Pemanfaatan sumber daya

. 'Kam‘or'}{};@aﬁ Kementerian Hukum Riou “



LKjIP 2025

manusia, anggaran, serta dukungan pemerintah daerah danpemar‘lgku

.
.
* e

kepentingan terkait mampu dioptimalkan melalui koordinasi yang terlntegraSIantara :
Kantor Wilayah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Keg|atanpemb|naan
pemantauan, dan evaluasi desal/kelurahan sadar hukum diIaksanakah.'.'é"e'ééfr.a.'.'f..',':'..'}.'.'f-':-':"~'.'~':
terencana dan tepat sasaran, sehingga capaian kinerja dapat melampaui target

tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

Analisis penyebab keberhasilan Tercapainya indikator kinerja persentase
desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah didukung
oleh tersedianya SK Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang dikeluarkan oleh
masing-masing Kepala Daerah dan terpenuhinya syarat penetapan Usulan
Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan hasil nilai kuesioner yang telah diterima
oleh Kantor Wilayah. Capaian indikator kinerja persentase desa/kelurahan sadar
hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah didukung dengan telah

dilakukannya pembinaan, pemantauan dan evaluasi desa sadar hukum.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Pada IKK Persentase
Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai

Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah adalah:

— Menjalin kerjasama dengan instansi / stakeholder terkait untuk membantu

peningkatan kinerja dalam kesadaran dan pembentukan hukum di wilayah.

— Melakukan koordinasi dengan pusat untuk menyampaikan permasalahan di
wilayah baik secara aplikasi maupun program kerja lainnya dan menijalin

sinergitas dengan pusat.

Tabel 25 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode
November—-Desember 2025
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SASARAN KEGIATAN 1

TERWUJUDNYA PELAKSANAAN
RENCANA TINDAK LANJUT HASIL
ANALISIS DAN EVALUASI
PELAKSANAAN PERDA

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1
Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi -
Pelaksanaan Peraturan Daerah yang
Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah RN

Kerja Kanwil

Indikator ini mengukur sejauh mana pemerintah daerah (Pemda) menindaklanjuti
rekomendasi hasil analisis dan evaluasi (Anev) pelaksanaan Perda. Dalam hal ini,
“ditindaklanjuti” adalah tindakan nyata dari Pemda, baik berupa penyusunan
kebijakan baru, revisi Perda, penerbitan peraturan pelaksana, ataupun langkah

administratif lain sesuai dengan rekomendasi hasil Anev pelaksanaan Perda.

Formula perhitungan capaian kinerja:

Jumlah anev pelaksanaan Perda yang ditindaklanjuti oleh Pemda

Capaian IKU = x100%

Total jumlah anev pelaksanaan Perda yang disampaikan kepada Pemda
= 5 g
r=CX 100%

xr=100%

Persentase pencapaian target:

Realisasi mTARGET = REALISASI = PERSENTASE

=—— x 100%
Target
100 100 100%
100 I
= g
=100%

Pemerintah daerah telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil analisis dan
evaluasi pelaksanaan Perda yang disampaikan (5 dari 5 laporan), sehingga target

tercapai sebesar 100%.
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Tahun 2025

. |

v

W
Persentase |

100%

Realisasi

. 100
X

Indikator Kinerja Kegiatan Pérsentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan

Target

100

Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja
Kantor Wilayah belum tersedia data realisasi dan capaian kinerja untuk tahun 2021-
2024 karena indikator ini merupakan indikator baru yang pertama kali diterapkan

pada Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Renstra Realisasi

100%

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator
kinerja kegiatan Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan
Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil telah mencapai
100%.

Realisasi indikator Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan
Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah pada Tahun 2025
mencapai 100%, yang telah memenuhi dan sejalan dengan standar nasional yang

ditetapkan untuk indikator ini. Capaian tersebut menunjukkan bahwa seluruh
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rekomendasi hasil analisis dan evaluasi pelaksanaan Perda yangd|sampalkan'

kepada pemerintah daerah telah ditindaklanjuti secara nyata. Dengantlngkat
capaian yang optimal, pelaksanaan indikator ini mencermlnkanefektlwtas
koordinasi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah daerahserta
kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan dan standar nasional dalam

rangka peningkatan kualitas produk hukum daerah.

Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah pada Tahun
2025 telah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan
sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana
dan prasarana pendukung. Kegiatan analisis dan evaluasi dilaksanakan dengan
perencanaan yang matang, penjadwalan yang terkoordinasi, serta pemanfaatan
media koordinasi daring dan luring secara proporsional sehingga dapat menekan

biaya operasional tanpa mengurangi kualitas hasil analisis.

Dari sisi sumber daya manusia, pelaksanaan kegiatan didukung oleh tim yang
kompeten dan memiliki pemahaman substansial terhadap peraturan perundang-
undangan daerah, sehingga proses analisis dapat diselesaikan tepat waktu dan
menghasilkan rekomendasi yang aplikatif. Selain itu, sinergi yang baik antara Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Riau dan Pemerintah Daerah turut meningkatkan
efisiensi, karena meminimalkan duplikasi kegiatan dan mempercepat proses tindak

lanjut.

Dengan capaian kinerja sebesar 100% terhadap target yang ditetapkan,
penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan indikator kinerja ini dapat dinilai
efisien dan efektif, karena seluruh output yang direncanakan dapat tercapai secara
optimal tanpa pemborosan anggaran maupun waktu, serta memberikan dampak
nyata terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan Peraturan Daerah di wilayah

kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau.
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Kanwil Kementerian Hukum Riau berhasil melakukan koordlnasldengan
Pemerintah Daerah terkait Program Analisis dan Evaluasi PeIaksanaanPeraturan :
Daerah karena adanya komitmen bersama untuk meningkatkan kuahtasproduk
hukum daerah, didukung komunikasi yang efektif, mekanisme koordinasi rutlnserta
sumber daya manusia yang kompeten, sehingga proses analisis dan eva"IU'é_'sfi-_'_';_'.",'f.','f.‘,'..','f.'f'.-'."

berjalan lancar dan menghasilkan tindak lanjut yang konstruktif.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pada indikator kinerja
kegiatan Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah

yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil adalah:

— Menjalin kerjasama dengan instansi/stakeholder terkait untuk membantu

peningkatan kinerja dalam kesadaran dan pembentukan hukum di wilayah.

— Melakukan koordinasi dengan pusat untuk menyampaikan permasalahan di
wilayah baik secara aplikasi maupun program kerja lainnya dan menjalin

sinergitas dengan pusat.

Tabel 26 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Nasional
Periode November—Desember 2025

SASARAN KEGIATAN 2 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2

MENINGKATNYA LAYANAN Persentase Pemberian Bantuan

BANTUAN HUKUM DI WILAYAH Hukum secara Litigasi dan Non
Litigasi
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Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkarahukumyang

.:
.

o
o %
%

dilakukan melalui jalur peradilan untuk menyelesaikannya yang dlbenkankepada
penerima bantuan hukum untuk melindungi hak-hak tersangkaterdakwa
terpidana, atau korban dalam hal: R SRR
1. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
2. perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
3. perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan
persidangan.
Sedangkan, bantuan hukum non litigasi adalah proses penanganan Perkara
hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan
hukum non litigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara
khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya
untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam
masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
1. Penyuluhan hukum;
Konsultasi hukum;
Investigasi kasus;
Penelitian hukum;
Mediasi;
Negosiasi;
Pemberdayaan masyarakat;

Pendampingan di luar pengadilan; dan

© © N o 0o bk DN

Drafting dokumen hukum.

Formula Perhitungan:

Jumlah layanan bantuan hukum (litigasi & nonlitigasi) yang diberikan

x 100%

Capaian IKU =

Total jumlah layanan bantuan hukum (litigasi & nonlitigasi) yang diminta

668
J—EXZOO%

x=8601%

Persentase pencapaian target:

Realisasi

= Target x 100% mTARGET ®REALISAS|I mPERSENTASE

100%

88 88,01

NS
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_ 88,01

x 100%

=100%

Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang dlberlkan '
terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non litigasi tahun 2025 adalah
88,01% dengan Jumlah layanan bantuan hukum yang diberikan sebanyak 668   |
(enam ratus enam puluh delapan) dari 759 (tujuh ratus lima puluh sembilan)

permohonan yang masuk pada capaian tahun 2025.

— Layanan Bantuan Hukum Litigasi

200
- (T
J ) i
2021 2022 2023 2024 2025
2021 2022 2023 2024 2025
m TARGET 77 77 82 82 82
w REALISASI 77 100 82 87 95,18
B PERSENTASE 100 100 100 106 116,07

— Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

150
100 g B
0
2021 2022 2023 2024 2025
2021 2022 2023 2024 2025
w TARGET 79 79 80 80 80
u REALISASI 79 97,64 80 91,54 74,32

m PERSENTASE| 100 123,6 100 114,42 9289

Secara keseluruhan, baik layanan bantuan hukum litigasi maupun non litigasi
menunjukkan capaian realisasi yang melebihi target kumulatif selama lima tahun
terakhir. Meskipun terdapat sedikit penurunan realisasi non litigasi pada tahun 2025,
kinerja kedua jenis layanan tetap menunjukkan tren positif yang konsisten dalam

memenuhi dan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan
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efektivitas dan peningkatan kualitas pelaksanaan layanan bantuanhukumdx
wilayah kerja Kanwil selama periode tersebut. e

Litigasi Secara kumulatif dalam periode lima tahun (2021-2025), targetyang
ditetapkan sebanyak 400 layanan, sementara realisasi mencapai 441,18 Iayahaﬁ",f,"}.'..-.'.",~.'..'.'~.'.','~'.~':-'

yang menunjukkan capaian melebihi target sebesar 110,3%.

Non Litigasi Secara kumulatif selama lima tahun, target layanan non litigasi
adalah 398 layanan, dengan realisasi mencapai 422,5 layanan atau 106,1% dari

target.

— Layanan Bantuan Hukum Litigasi

Target
Renstra

82%

Realisasi

95,18%

Target
Renstra

80%

Realisasi
74,32%

Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja
kegiatan Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi
mencapai realisasi sebesar 95,18% untuk pemberian bantuan hukum secara litigasi

dan 74,32% untuk pemberian bantuan hukum secara non litigasi.

Realisasi Indikator Kinerja Program Persentase Pemberian Bantuan Hukum
secara Litigasi dan Non Litigasi pada Tahun 2025 sebesar 88,01% menunjukkan
capaian yang sejalan dan memenuhi Standar Nasional pelaksanaan bantuan

hukum sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan nasional Bantuan Hukum.
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Capaian tersebut mencerminkan bahwa layanan bantuan hukum'd~|_”.'Wi~l'ayahfkérj.é';'.f:;.'~:..,~:,~.’~
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Kantor Wilayah Kementerian Hukum telah dilaksanakan sesuai den'g'afn',~kéfte'nfuér}'.f.':..';.:~:.,~:~.'
peraturan perundang-undangan, baik dari aspek aksesibilitas layanan, mekamsme
pemberian bantuan hukum, maupun Kketerlibatan Organisasi Bantuan7'.Huku"nfl'.f.';.'.'}.'.'.'-',-'.'

terakreditasi.

Dibandingkan dengan standar nasional yang menekankan pemenuhan hak
masyarakat miskin terhadap akses keadilan secara merata dan berkelanjutan,
capaian ini menunjukkan kinerja yang kompetitif dan berkontribusi positif terhadap
pencapaian target nasional. Meskipun masih terdapat tantangan pada layanan non
litigasi, secara keseluruhan realisasi indikator kinerja program tahun 2025 telah
mendukung upaya nasional dalam memperluas cakupan dan kualitas layanan

bantuan hukum di Indonesia.

Pelaksanaan layanan bantuan hukum litigasi dan non litigasi menunjukkan
efisiensi penggunaan sumber daya yang baik, terutama pada layanan litigasi.
Keterlibatan OBH, pemanfaatan aplikasi digital, koordinasi dengan instansi terkait,
serta alokasi anggaran yang tepat menjadi faktor utama efisiensi. Layanan non
litigasi masih memiliki ruang perbaikan melalui perbaikan proses dokumen dan
koordinasi, sehingga efisiensi sumber daya dapat ditingkatkan lebih lanjut di tahun

berikutnya.

Persentase permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang dilayani sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan belum mencapai target. Kondisi tersebut
disebabkan oleh masih terdapatnya permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang
belum memenuhi kelengkapan dokumen data dukung sebagaimana
dipersyaratkan, sehingga permohonan yang diunggah melalui aplikasi Sidbankum

belum dapat diterima atau diverifikasi oleh verifikator.

Selain itu, keterlambatan dalam proses penandatanganan kontrak bantuan

hukum serta proses verifikasi dan pencairan dana bantuan hukum kepada Pemberi
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Bantuan Hukum turut mempengaruhi rendahnya realisasi Iayananbantuanhukum

nonlitigasi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. | .
Tercapainya target persentase permohonan bantuan hukum litigasi yangdllayanl .

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, didukung oIe‘h""p‘éf._a_irfl.fv.".'~f~.'.'-'...',':'..',':'.'7:"-'."

aktif Organisasi Bantuan Hukum dalam melaksanakan bantuan hukum litigasi, serta o

kelengkapan dokumen data dukung permohonan pelaksanaan bantuan hukum |

litigasi yang diunggah melalui aplikasi Sidbankum, sehingga permohonan bantuan

hukum litigasi yang diajukan dapat diterima dan diverifikasi oleh verifikator. Selain

itu, telah dilaksanakannya penandatanganan kontrak bantuan hukum, serta

pelaksanaan proses verifikasi dan pencairan dana bantuan hukum kepada Pemberi

Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Pada IKK Persentase

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi adalah :

— Menijalin kerjasama dengan instansi/stakeholder terkait untuk membantu

peningkatan kinerja dalam kesadaran dan pembentukan hukum di wilayah.

— Melakukan koordinasi dengan pusat untuk menyampaikan permasalahan di
wilayah baik secara aplikasi maupun program kerja lainnya dan menjalin

sinergitas dengan pusat.

Ke depan, program dan kegiatan tersebut perlu ditingkatkan intensitas dan
efektivitas pelaksanaannya agar dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian

target indikator pada periode selanjutnya.

Tabel 27 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Pembinaan Hukum Nasional Periode
November—-Desember 2025

KK 'Kanfor’}f};@aﬁ Kementerian Hukum Riou v



LKjIP 2025

SASARAN KEGIATAN 3 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 3 -0
TERWUJUDNYA LAYANAN Tingkat penyelesaian layanan -
PENGELOLAAN DOKUMEN DAN pengelolaan dokumen dan |nformaS|
INFORMASI HUKUM DI WILAYAH hukum nasional di wilayah

YANG BERKUALITAS

Indikator ini mengukur sejauh mana Kanwil Kementerian Hukum mampu
menyelesaikan permintaan layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di

wilayah sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.

Formula Perhitungan:

Jumlah layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang diselesaikan
Total jumlah permintaan layanan yang diterima

Capaian IKU =

100%

150

x=—x100%
150 mTARGET ®@REALISASI @ PERSENTASE

x=100%

200%

Persentase pencapaian target:

Realisasi

x 100% 100
Target
100 >0
—_ 0
=0 X 100% —
=100 %

Kanwil Kementerian Hukum Riau berhasil mencapai capaian kinerja sebesar
100% dalam penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum
pada tahun 2025, dengan menyelesaikan 150 dari 150 permintaan layanan yang
diterima.

Dibandingkan dengan target kinerja sebesar 50%, capaian tersebut
menunjukkan persentase pencapaian target sebesar 200%, yang menandakan

bahwa kinerja yang dicapai melampaui target secara signifikan.
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r Target kinerja antara tahun 2021—2024
0 i tidak bisa menjadi perbandingan  karena .- .
2025 SRR AR
o5t Indikator  Kinerja Kegiatan  Tingkat .-
 TARGET 50 penyelesaian layanan pengelolaan - B
ey 100 dokumen dan informasi hukum nasional di
 PERSENTAS i
E wilayah baru terdapat pada PK tahun 2025.

Target
Renstra

50%

Realisasi

100%

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja
kegiatan Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum

nasional di wilayah mencapai 100%.

Pada tahun 2025, Kanwil Kementerian Hukum Riau berhasil mencapai capaian
layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah sebesar 100% dari
seluruh permintaan layanan yang diterima, yakni 150 dari 150 permintaan. Jika
dibandingkan dengan target nasional, yang umumnya ditetapkan sebesar 50%
sesuai standar layanan minimal yang berlaku, capaian Kanwil Riau menunjukkan
keunggulan signifikan dengan persentase pencapaian mencapai 200%. Hal ini
menunjukkan bahwa layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah
tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga melampaui ekspektasi dengan
efisiensi tinggi.
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konsisten, koordinasi dan sinergi antarunit kerja, optimalisasi pemanfaatan SlStem'.':f..'.
informasi dan digitalisasi layanan, serta integrasi 36 anggota JDIH di W|Iayah yang
memastikan keterpaduan dokumen dan informasi hukum. Dengan demtklan R
realisasi indikator kinerja program Kanwil Kemenkumham Riau dalam penyelesa.ravn_'-.‘_'-".';'..'f.'..‘,';'.".'.','~'.'-'."
layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum dapat dikatakan lebih unggui

dibanding standar nasional dan menjadi model efisiensi serta kualitas layanan yang

tinggi.

Kanwil Kementerian Hukum Riau telah menunjukkan efisiensi penggunaan
sumber daya yang tinggi pada layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum.
Efisiensi dicapai melalui pemanfaatan SDM kompeten, digitalisasi layanan, sinergi
antarunit kerja, dan optimalisasi anggaran, yang secara bersamaan meningkatkan

kualitas, kuantitas, dan efektivitas layanan.

Tercapainya indikator kinerja layanan pengelolaan dokumen dan informasi
hukum pada Kanwil Kementerian Hukum Riau disebabkan oleh penerapan standar
operasional prosedur yang konsisten, koordinasi dan sinergi yang baik antar unit
kerja, serta dukungan pimpinan dalam pelaksanaan tugas. Selain itu, pemanfaatan
sistem informasi dan digitalisasi layanan mampu mempercepat proses penyelesaian
layanan, didukung oleh kompetensi dan komitmen sumber daya manusia yang
memadai. Integrasi 36 anggota JDIH di wilayah juga berperan dalam meningkatkan
ketersediaan dan keterpaduan dokumen serta informasi hukum, sehingga seluruh
permintaan layanan dapat diselesaikan tepat waktu dan mencapai target kinerja

yang ditetapkan.
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Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan Pad_a'_-IKK.'.TI.ngKa.Ig:..:..'::;:'.':.%

penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukumnasu}naid1
wilayah
— Pelaksanaan program pengelolaan JDIH secara berkelanjutan. PR RS
— Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan publikasi dokumen hukum.

— Pembinaan dan koordinasi dengan anggota JDIH di wilayah.

— Peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelola JDIH.

— Optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan digitalisasi layanan.

— Sinergi dan integrasi antarunit kerja dalam pelaksanaan layanan.

SASARAN KEGIATAN 4 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 4

MENINGKATNYA POS BANTUAN Persentase pos bantuan hukum di
HUKUM DI WILAYAH wilayah yang terbentuk terhadap total

desa//kelurahan

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini digunakan untuk mengukur pemerataan dan
efektivitas penyediaan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di tingkat
desal/kelurahan, khususnya dalam menjangkau wilayah serta mendukung
pembinaan desa/kelurahan yang telah memiliki Posbankum. Indikator ini menilai
jumlah desal/kelurahan yang telah memiliki Posbankum sebagai sarana akses
bantuan hukum bagi masyarakat dibandingkan dengan total desa/kelurahan yang
ada. Posbankum merupakan wadah layanan bantuan hukum yang dibentuk oleh
Kepala Desa atau Lurah melalui keputusan resmi, dengan pendampingan dan
fasilitasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum sebagai bagian dari upaya negara

dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat.

Formula perhitungan:

Jumlah desa/kelurahan yang memiliki posbankum / posbankum yang dibina serta aktif

Capaian IKU =

Total jumlah desa/kelurahan di wilayah yang memiliki posbankum

100%
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1862

x=—-x100%
1862

mTARGET ®REALISAS| @ PERSENTASE . - .. 1"

x=100%

100

Persentase pencapaian:

Realisasi
=—— x 100%
Target

=199 100%
100

=100%

Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total
desal/kelurahan tahun 2025 adalah 100% dengan jumlah desa/kelurahan yang
memiliki posbankum/posbankum yang dibina serta aktif sebanyak 1862 (seribu
delapan ratus enam puluh dua) dari 1862 (seribu delapan ratus enam puluh dua)

total jumlah desa/kelurahan di wilayah yang memiliki posbankum.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Persentase Pos Bantuan Hukum di Wilayah
yang Terbentuk terhadap Total Desa/Kelurahan Baru merupakan indikator yang
baru ditetapkan dan mulai diukur pada tahun 2025. Oleh karena itu, data kinerja
pada tahun-tahun sebelumnya belum tersedia, sehingga tidak dapat dilakukan
perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun lalu maupun beberapa
tahun terakhir.

Pada tahun 2025, target IKK ditetapkan sebesar 100 persen dan realisasi kinerja
yang dicapai juga sebesar 100 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa
pelaksanaan kegiatan telah berjalan optimal sesuai dengan target yang ditetapkan

dan menjadi baseline awal untuk evaluasi kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

100
2 pr—
0
2025
2025
u TARGET 100
u REALISASI 100
B PERSENTASE 100
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Renstra Realisasi

100%

Target RenCana Strategis maupun target Perjamjian Kinerja  untuk indikator
kinerja kegiatan Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap

total desa/kelurahan mencapai 100%.

Pada tahun 2025, Kanwil Kementerian Hukum Riau berhasil membentuk dan
membina seluruh Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayahnya, dengan jumlah
total 1.862 Posbankum dari 1.862 desal/kelurahan yang memiliki Posbankum,
sehingga capaian persentase mencapai 100%. Jika dibandingkan dengan standar
nasional, yang biasanya menetapkan target minimal pembentukan Posbankum di
tiap wilayah sebagai bagian dari upaya pemerataan akses layanan hukum, capaian

Kanwil Riau menunjukkan performa maksimal dan efisiensi optimal.

Keberhasilan ini tidak hanya dicapai melalui pembentukan fisik Posbankum,
tetapi juga didukung oleh pelaksanaan 112 kegiatan penyuluhan hukum yang
meningkatkan kesadaran masyarakat serta tiga gelombang pendidikan dan
pelatihan paralegal yang menghasilkan 3.724 calon paralegal, memperkuat
kapasitas sumber daya manusia yang mendukung operasional Posbankum.
Dengan demikian, realisasi indikator kinerja Posbankum di wilayah Kanwil Riau
tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga menunjukkan tingkat
pemerataan dan efektivitas layanan yang tinggi, menjadikan wilayah ini sebagai

contoh implementasi layanan bantuan hukum yang optimal dan berkelanjutan.

Efisiensi penggunaan sumber daya pada indikator kinerja Pos Bantuan Hukum
di wilayah Kanwil Kementerian Hukum Riau tercermin dari pencapaian 100%
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layanan. Keberhasilan ini didukung oleh pemanfaatan sumber daya manu3|asecara
optimal melalui pelatihan paralegal yang terstruktur, serta pemanfaatananggaran
dan fasilitas untuk kegiatan penyuluhan hukum yang tepat sasaran. Pendekatan
terintegrasi antara pembentukan Posbankum, pelatihan paralegal, dan program
penyuluhan hukum memungkinkan penggunaan sumber daya waktu, tenaga, dan‘ .

dana secara efisien, karena setiap kegiatan saling mendukung dan tidak terjadi

duplikasi.

Selain itu, koordinasi yang baik dengan pemerintah desa/kelurahan serta sinergi
dengan instansi terkait mempercepat proses pembentukan dan aktivasi
Posbankum, sehingga seluruh desa/kelurahan dapat terlayani secara merata.
Dengan demikian, efisiensi sumber daya tercapai melalui perencanaan kegiatan
yang matang, integrasi program, serta pengelolaan SDM dan anggaran yang efektif,

yang secara langsung meningkatkan pemerataan akses bantuan hukum di wilayah.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di
wilayah didukung oleh meningkatnya jumlah Posbankum yang telah terbentuk dan
diresmikan, yaitu sebanyak 1.862 Posbankum atau 100% dari target. Selain itu,
pelaksanaan 112 kegiatan penyuluhan hukum turut meningkatkan pemahaman dan
kesadaran hukum masyarakat serta mendorong optimalisasi pemanfaatan
Posbankum. Keberhasilan ini juga diperkuat dengan pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan paralegal sebanyak 3 gelombang yang menghasilkan 3.724 calon
paralegal, sehingga ketersediaan sumber daya pendukung layanan bantuan hukum
di desal/kelurahan semakin memadai dan berkontribusi langsung terhadap

pemerataan akses keadilan di wilayah.

Keberhasilan peningkatan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah

didukung oleh beberapa upaya strategis, diantaranya:

— Pelaksanaan program pembentukan dan peresmian Posbankum secara masif

dan terencana di seluruh desa/kelurahan.
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— Program penyuluhan hukum yang dilaksanakan melalui 112 keg~i_a,fah'.be'rpérréﬁ'}':}',{.';:~'::,~.',~

dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta mendorang. .-
pemanfaatan Posbankum. B R INRREARRRE

......

— Program pendidikan dan pelatihan paralegal yang dilaksanakan seba'nyék_‘.é:fff.','~".'.'~f.','~'.",'.','~.'.'."

gelombang juga menjadi faktor pendukung utama, karena memperkuaf_'.'~T"_‘«_‘.'_7_‘,-f.'f-".f.f,;'..
kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa/kelurahan sehingga layanan o

bantuan hukum dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

ANALISA CAPAIAN DIVISI P3H BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

Tabel 28 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3H Badan Strategi Kebijakan Hukum
Periode Januari—Oktober 2025

SASARAN KEGIATAN 1 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1
TERWUJUDNYA KEMANFAATAN Persentase rekomendasi strategi
REKOMENDASI STRATEGI kebijakan hukum di wilayah yang
KEBIJAKAN HUKUM DI WILAYAH ditindaklanjuti

Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana rekomendasi strategi
kebijakan hukum di wilayah yang disusun oleh Kantor Wilayah Badan Strategi
Kebijakan Hukum ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Eselon | Kementerian Hukum, baik
melalui penyusunan atau penetapan peraturan perundang-undangan (contoh:
Peraturan Menteri Hukum), penerbitan kebijakan administratif (contoh: Surat
Edaran, Keputusan Menteri, dan sejenisnya), pelaksanaan program/kegiatan,
maupun bentuk langkah operasional lainnya yang dapat dibuktikan secara

administratif.

Formula perhitungan:

Jrekomendasi kebijakan yang dimanfaatan

x 100%

% Kemanfaatan =
f XTotal rekomendasi Strategi Kebijakan yang diberikan
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x=%x100%

x=100% | .
Persentase pencapaian target: WTARGET mREALISASI mPERSENTASE: .- . v o
Realisasi B A e

=———— x 100%
Target 100 100%
80
100

=100%

Sesuai dengan target pada RKA-K/L yaitu 18 rekomendasi, telah tercapai
seluruhnya sehingga persentase capaian mencapai 100%.

100 Target IKK Persentase rekomendasi

50 ~ strategi kebijakan hukum di wilayah

0 : yang ditindaklanjuti tahun 2022 naik

2025 10% dibanding tahun 2021 dan stabil

& TARGET 2:? hingga 2025. Realisasi capaian cukup

i LISAS] 100 konsisten mencapai 100% dari target
B PERSENTASE 100

setiap tahun.

Target o
RETot Realisasi

80%

Target Rencana Strategis maupun target Perjanjian Kinerja untuk indikator kinerja
kegiatan Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang
ditindaklanjuti mencapai 100%.
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Perbandingan realisasi indikator kinerja program Persentase 'Rekomendasic ..\ s

Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang Ditindaklanjuti Tahunv"-2'(")"2'5,'~.d,§n_'gér}.'.;. ..................

standar nasional menunjukkan bahwa capaian Kanwil Badan Strategi""Ké'b'ijaka",- .............................

~~~~~
~~~~~~

‘ . . .

..........
.......

. . )

Hukum telah berada pada level optimal. Dengan realisasi 100% darltotal ......................

rekomendasi yang diberikan dan ditindaklanjuti, pencapaian ini setara atau bahkan o
melampaui standar nasional yang ditetapkan untuk efektivitas implementasi‘ .
kebijakan. Hasil ini mencerminkan bahwa mekanisme perumusan, koordinasi, serta

tindak lanjut rekomendasi kebijakan di wilayah telah selaras dengan praktik terbaik

nasional, menunjukkan kesesuaian antara kinerja daerah dan ekspektasi kinerja

pada tingkat nasional.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian indikator kinerja
Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang
Ditindaklanjuti Tahun 2025 terlihat dari optimalnya pemanfaatan tenaga ahli, waktu,
dan sarana pendukung. Seluruh rekomendasi yang diberikan berhasil
ditindaklanjuti dengan memanfaatkan tim penyusun yang terlatih dan terstruktur,
mekanisme koordinasi yang jelas, serta metode pengumpulan data lapangan yang
efektif melalui wawancara dan FGD. Penggunaan sistem dokumentasi dan
digitalisasi data juga mempercepat proses analisis dan penyusunan rekomendasi,
sehingga setiap langkah dapat dicapai tanpa pemborosan sumber daya. Selain itu,
dukungan manajemen, kolaborasi lintas unit kerja, dan prioritisasi kegiatan strategis
memastikan bahwa tenaga kerja, anggaran, dan waktu yang tersedia digunakan

secara optimal, menghasilkan capaian 100% dengan efisiensi tinggi.

Tercapainya persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang
ditindaklanjuti didukung oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kualitas kajian
strategis di bidang hukum, penguatan sinergi antar unit kerja, serta peningkatan
kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan, sertifikasi, dan
pengembangan jabatan fungsional. Selain itu, refleksi atas kinerja masa lalu
memberikan dasar untuk memperkuat strategi perencanaan, meningkatkan
efektivitas implementasi program, serta memastikan setiap kebijakan yang

dirumuskan memberikan manfaat nyata bagi penguatan sistem hukum nasional.
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Persentase Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah yang D|t|ndaklanut|
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antara lain: SR RN

— Mengajukan usulan pelantikan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala DIVISI o
Pelayanan Hukum sebagai Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

— Melakukan perubahan SK susunan Sekretaris Majelis Pengawas Notaris
sehingga Sekretaris Majelis Pengawas Notaris berada di bawah Kementerian
Hukum

— Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengusulkan kepada Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk merevisi atau melakukan perubahan
terhadap Permenkumham, khususnya ketentuan terkait pelantikan anggota
Majelis Pengawas Notaris.

— Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengusulkan kepada Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk merevisi ketentuan persyaratan
golongan sekretaris Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah

sebagaimana diatur dalam Permenkumham 16/2021.

Tabel 29 Analisa Capaian Kinerja Divisi P3h Badan Strategi Kebijakan Hukum Periode
November—Desember 2025

SASARAN KEGIATAN 2 INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1
DITINDAKLANJUTINYA Persentase Tindak Lanjut
REKOMENDASI STRATEGI Rekomendasi Strategi Kebijakan
KEBIJAKAN HUKUM DI WILAYAH Hukum di Wilayah

Indikator ini digunakan untuk melihat sejauh mana rekomendasi strategi
kebijakan hukum di wilayah yang dibuat oleh Kantor Wilayah - Badan Strategi
Kebijakan Hukum benar-benar ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait (UKE |

Kemenkum), baik melalui peraturan perundang-undangan (ct: Permenkum)
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penerbitan kebijakan (ct: Surat Edaran, Kepmen, dIl.), pelaksanaanpmgram’
maupun langkah operasional lainnya. IR

Formula perhitungan:

Jumlah rekomendasi Strategi Kebijakan yang ditindaklanjuti

x100%

Capaian IKU =

Total rekomendasi Strategi Kebijakan yang diberikan
_2 0
X = E x 100%

x=100%

Persentase pencapaian target:
mTARGET = REALISASI = PERSENTASE

Realisasi

— ~eansast 0
Target x 100% 100 100%

— 100% S—
Sesuai dengan target pada RKA-K/L yaitu 2 rekomendasi, telah tercapai

seluruhnya sehingga persentase capaian mencapai 100%.

Realisasi capaian IKK Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi

Kebijakan Hukum di Wilayah tahun 2025 mencapai 100% dari target yang

ditetapkan.
100
i J——
90
2025
2025

u TARGET 95

u REALISASI 100
B PERSENTASE 100
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kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum oo

di Wilayah telah mencapai 100%.

Realisasi Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di
Wilayah pada tahun 2025 menunjukkan capaian 100%, yang berarti seluruh
rekomendasi yang diberikan berhasil ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait. Capaian
ini sejalan dengan standar nasional, di mana target minimal efektivitas tindak lanjut
strategi kebijakan hukum ditetapkan 95-100% sebagai ukuran keberhasilan
implementasi kebijakan di tingkat wilayah. Hasil ini menegaskan bahwa
pelaksanaan program di Kanwil Badan Strategi Kebijakan Hukum telah berada
pada level optimal dibandingkan standar nasional, menunjukkan efektivitas
koordinasi, kualitas analisis, dan implementasi kebijakan yang konsisten dengan

praktek terbaik di tingkat nasional.

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian Persentase Tindak Lanjut
Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah tahun 2025 dapat dilihat dari
optimalisasi tenaga, waktu, dan sarana yang tersedia. Tercapainya 100%
rekomendasi yang ditindaklanjuti menunjukkan bahwa Kanwil Badan Strategi
Kebijakan Hukum mampu memanfaatkan sumber daya manusia yang kompeten,
prosedur kerja yang terstruktur, serta teknologi informasi untuk mendukung
pengumpulan data, analisis, dan koordinasi dengan unit kerja terkait. Selain itu,
pembentukan tim penyusun yang efektif, penggunaan metode FGD dan wawancara
lapangan, serta sistem pelaporan yang rapi memungkinkan proses analisis dan
tindak lanjut berjalan cepat tanpa pemborosan biaya atau waktu. Sinergi antarunit
kerja, perencanaan yang matang, dan penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan
dan sertifikasi juga menjadi faktor kunci dalam memastikan sumber daya yang

tersedia digunakan secara efisien sehingga hasil yang dicapai maksimal. Dengan
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demikian, penggunaan sumber daya telah memberikan nilai tambahoptlmal
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terhadap pencapaian target program.
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Tercapainya persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wiIayah"yahg:.f-_'.'f..','f..'_'-':-'."~'.'

ditindaklanjuti didukung oleh beberapa faktor, seperti meningkatnya kualitas kajlan

strategis di bidang hukum, penguatan sinergi antar unit kerja, serta peningkatan .

kompetensi sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan, sertifikasi, dan

pengembangan jabatan fungsional. Selain itu, refleksi atas kinerja masa lalu

memberikan dasar untuk memperkuat strategi perencanaan, meningkatkan

efektivitas implementasi program, serta memastikan setiap kebijakan yang

dirumuskan memberikan manfaat nyata bagi penguatan sistem hukum nasional.

Program dan kegiatan yang berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian IKK

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah:

R 'Kanfar'}f/l@aﬁ Kementerian Hukum Riou

Mengajukan usulan pelantikan Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi
Pelayanan Hukum sebagai Anggota Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
Melakukan perubahan SK susunan Sekretaris Majelis Pengawas Notaris
sehingga Sekretaris Majelis Pengawas Notaris berada di bawah Kementerian
Hukum

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengusulkan kepada Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk merevisi atau melakukan perubahan
terhadap Permenkumham, khususnya ketentuan terkait pelantikan anggota
Majelis Pengawas Notaris.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mengusulkan kepada Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk merevisi ketentuan persyaratan
golongan sekretaris Majelis Pengawas Daerah dan Majelis Pengawas Wilayah
sebagaimana diatur dalam Permenkumham 16/2021.
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B. REALISASI ANGGARAN /i

PENYERAPAN ANGGARAN

Periode 31 Desember 2025

Belanja Pegawai
Rp. 8.177.548.000,-

.17.145.760.000

Belanja Modal

Belanja Barang
RpO Rp. 8.968.212.000,-

Gambar 17 Penyerapan Anggaran Kantor Wilayah Tahun 2025

LAPORAN REALISASI BELANJA BARANG DAN MODAL
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
WAKTU UNDUH DATA: 31 DESEMBER 2025. PUKUL 09.00 WIB
SUMBER DATA: APLIKASI OM SPAN
Tabel 30 Realisasi Belanja Barang dan Modal

« e . .
.....

PAGU REALISASI PAGU REALISASI REALISASI
SATKER REALISASI PAGU TOTAL
PEGAWAI PEGAWAI BARANG BARANG TOTAL
MODAL
692012 | SETJEN 8.177.548.000 8,177,540,621 6.075.376.000 4.475.340.500 2.815.857.000 17.068.781.000 12.652.881.121 56.879 100.00
692052 | AHU 3.525.279.000 1.147.290.000 3.525.279.000 1.147.290.000 100.01
692999 | KI 2.143.070.000 1.091.629.060 2.143.070.000 1.091.629.060 3.121.940 99.71
693032 | PP 507.000.000 205.978.294 507.000.000 205.978.294 49.706 99.98
693100 | BPHN 2.363.988.000 1.938.862.028 2.363.988.000 1.938.862.028 5.890.972 99.70
693134 | BSK 378.839.000 100.000.000 378.839.000 100.000.000 100.00

~~~~~~~~~~~~~

8.177.548.000

8.177.540.621

14.993.552.000

8.959.099.882

2.815.857.000

25.986.957.000

17.136.640.503

9.119.497

99.90
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No Kegiatan Anggaran Realisasi
I SETJEN
1 Program Dukungan Manajemen
Rp 17.068.781.000,- Rp 12.652.881.121,-
2 Pgngelolaan Admipistratif dan Fasilitatif Kantor (Blokir Rp 4.415.843.000,-) (100%)
Wilayah Kementerian Hukum
PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)
1 Program Dukungan Manajemen
. ] “. Rp 17.068.781.000,- Rp 12.652.881.121,-
2 Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor (Blokir Rp 4.415.843.000,-) (100%)
Wilayah Kementerian Hukum
] DJAHU
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Rp 3.525.279.000,- Rp 1.147.290.000,-
2 Pgnyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di (Blokir Rp 2.377.989.000,-) (100%)
Wilayah
PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
. . . Rp3.525.279.000,- Rp 1.147.290.000,-
5 Pgnyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di (Blokir Rp 2.377.989.000,-) (100%)
Wilayah
] DJKI
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
. . Rp 2.143.070.000,- Rp 1.091.629.060,-
2 Penyelenggaraan kekayaan intelektual di kantor (Blokir Rp 1.048.319.000,-) (99,71%)
Wilayah
PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)
1 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
] Rp2.143.070.000,- Rp 1.091.629.060,-
2 Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor | (Bjokir Rp 1.048.319.000,-) (99,71%)
Wilayah
v DJPP
1 Program Pembentukan Regulasi
Rp 507.000.000,- Rp 205.978.294,-
5 Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan (Blokir Rp 300.972.000,-) (99,98%)
Regulasi di Wilayah
PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)
1 Program Pembentukan Regulasi
. Rp 507.000.000,- Rp 205.978.294,-
2 Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan (Blokir Rp 300.972.000,-) (99,98%)
Regulasi di Wilayah
" BPHN
1 Program Pembentukan Regulasi
Rp 147.589.000,-
(Blokir Rp 128.589.000,-) Rp 19.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, (Pagu Rp 19.150.000,-)
2 Pemantauan dan Evaluasi produk Hukum di
Wilayah
3 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Pagu Rp 2.211.308.068,-)
(Blokir Rp 290.646.000,-) R
p 1.920.662.068,-
4 | Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah Rp 1.920.662.068,-

Kanfor Wéyaﬁ Kementerian Hukum Risu
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PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)

Program Pembentukan Regulasi

Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan,

Rp 147.589.000,-
(Blokir Rp 128.589.000,-)

Rp 19.000.000,-

2 | Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di (Pagu Rp 19.150.000,-)
Wilayah
3 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (Pagu Rp 2.211.308.068 -)
) o (Blokir Rp 290.646.000,-) Rp 1.920.662.068,-
4 | Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah Rp 1.920.662.068,-
VI BSK
1 Program Dukungan Manajemen Rp 378.839.000,- Rp 100.000.000,-
2 | Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah (Blokir Rp 278.839.000.-) (100%)
PK Perubahan (Periode November-Desember 2025)
1 Program Dukungan Manajemen Rp 378.839.000,- Rp 100.000.000,-
. _ 0,
2 | Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah (Blokir Rp 278.839.000.-) (100%)

g Kanfor "K)i@aﬁ Kementerian Hukum Risu
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C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN p

LAPORAN INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN 0

DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
PERIODE: JANUARI S/D DESEMBER 2025 R

Tabel 31 Tabel IKPA tahun 2025

o 7<an for W&ﬂ”ﬁ Kementarian Hukum Riou

DISPENSA
ANGGARAN KUALITAS PELAKSANAAAN ANGGARAN SUShM
(PENGURA
NG)
NILA
I
AKH
KODE
N satk NAMA DIPA IR
o SATKER DEVIAS
ER PENYERA
REVI ! BELANJA | PENYELES | PENGELOL
sl AL ANZQ:RA KONTRAKT AIAN AAN UP 2:;25?
DIPA | AN N UAL TAGIHAN DAN TUP
DIPA
KANTOR
WILAYAH
1 89200 1 evente | SEMY | 00 100 97.77 100 100 100 100 0 100
2 EN
RIAN
HUKUM
KANTOR
soo0s | WILAYAH
2 KEMENTE | AHU | 100 90.88 98.03 0 0 0 100 0 100
2
RIAN
HUKUM
KANTOR
WILAYAH
3 69599 KEMENTE KI 100 100 100 0 0 0 100 0 100
RIAN
HUKUM
KANTOR
WILAYAH
4 | 9980 | vEmENTE PP 100 100 98.93 0 0 100 100 0 997
2 3
RIAN
HUKUM
KANTOR
sosto | WILAYAH
5 KEMENTE = BPHN | 100 73.35 98.39 0 0 100 100 0 946
0
RIAN
HUKUM
KANTOR
WILAYAH
6 | 9988 | KemEnTE | BSK | 100 100 100 0 0 99.8 100 0 999
4 8
RIAN
HUKUM
100. 99.0
RATA-RATA NILAI [KPA 00 94.04 98.85 16.67 16.67 66.63 100.00 0.00 .
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IKPA

Periode 12 Desember 2025

SETJEND
IKPA 100 BSK
IKPA 99,98
DJAHU DIKI
IKPA 100 IKPA 99,04
- BPHN
IKP A 100 IKPA 94,59

Gambar 18 Nilai IKPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA A

1. E-Performance Kementerian Hukum

E-Performance Kementerian Hukum adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja
instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan
pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja.
Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran Kinerja,
keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring
serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Aplikasi E-Performance
Kementerian Hukum dapat diakses melalui laman https://e-
performance.kemenkumham.go.id/. Pelaporan kinerja melalui aplikasi E-Performance
Kementerian Hukum dilakukan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya.

Kanfg,- "}{);‘@qﬁ Kementerian Hukum Risu “
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SEKRETARIAT JENDERAL DITJEN AHU

- ia) o c e Q. L . "

DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL (DJKI) DITJEN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN (DJPP)

- [ c e s (% ’ - - A o e e B - a8 . -

Gambar 19 Screenshoot Aplikasi E-Performance Kanwil Riau

Capaian Kinerja Lainnya

AKUNTABILITAS KINERJA BerAKHLAK 50992,
LAYANAN BADAN HUKUM DATA NOTARIS &
PENGADUAN

11.615

Data Notaris

6.094 5.668 620 orang

Layanan Pengaduan MPN
B 2.223
Wil 1.963 = s 10 laporan
Layanan _Lsyanan  Layanan  Layanan L‘,’Jnan 9_" . Layanan Pengaduan MKN
Perseroan Forscroan parkumpulan Yayasan Koperaz &5 32 Iaporan

Parorangan

00,
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LAYANAN PELANTIKAN | IV

A

o~ o
- 9
~
-

\

Anak Memitin
Kewargancgarann L".: r 2

L orang
.“-.3.__ Lainys
a Kehilangan 26
Kewarganaegaraa orang
Lamrve

Givll Notaris Pengganti 13 [RIET]

Jumlah Permohonan
Ket

2022 | 2023 | 2024 | 2025

1 Hak Cipta 1.870 | 1.980 | 2.521 | 3.300 | Pertumbuhan

Permohonan

2 Merek 413 688 694 765
Kekayaan

Desain
3 5 12 12 13 Intelektual

Industri sebesar 66%

4 Paten 62 66 63 69 dalam kurun
4 Tahun

5 DTLST 0 0 1 0

terakhir
Indikasi
Geografis
Rahasia
Dagang
HASIL PENILAIAN INDEKS REFORMASI HUKUM Total Harmonsas! Produk Hukum Daerah setiap Tahur
No. Pemprov/Pemkab! Pemko 2023 | 2024 | 2025 ‘ 2025 8 462
1 |Pemprov. Raau 65,93 8750 97,72 3 —
2 |Pemkab Bengkais 44 82 7648 7752 o R::::rk:d-a =425
B 3__ F‘_efrzlsbA Indro-_:! n Hilr 44 74 87 32 9642 5 TotalloAes
4 |Pemkab. Indragin Hulu 4364 76 56 95 02 10 Bina Perancangan: 3 Keg
5 |Pemkab Kampar 4487 | 8732 9782
6 _|Pemkab Kep Merank _| 5568 | S784 | 9638 M 3
7 |Pemkab Kuansing 54 81 96 80 96.76 120 143
8 |Pemkab Pelalawan 4378 76,10 a7.02 ’ P
S |Pemkab Rokan Hilr 5474 | 8720 | 96.38 ' n
10 [Pemkab. Rokan Hulu 56,32 87.88 96,54 " l
11 [Pemkab Sak 54.08 86.50 87.00 ¢
2 |Pemko. Dumai 45 a4 8644 865,94 Ju0 J1 2022 A
13 _|Pemko Pekanbaru [ 86 40 87 14 ahuy

67
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. SRIKANDI
3 7.437
::::S:fm" b Target : 400
Total 8257 Realisasi : 1.806
Target : 200
Persentase :4.255% Persentase : 452%

1.862 Posbankum (100 %)

112 Kegiatan Penyuluhan Hukum

e 3.724 calon paralegal telah dilatih

JDIH ANEV

Terintegrasi Peraturan Daerah

4 ¢ 4

¢

LITIGASI NON LITIGASI

474 ORANG 194 ORANG

Total Realisasi: Total Realisasi:

Rp. 1.207.000.000 Rp. 243.270.000

08,
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2. Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja

. Jumlah Renacana Tindak Lanjut
No Bidang
B08 B09 B10 B11 RN
1 | TataUsahaUmum 2 13 12 26 53
Divisi Pelayanan Hukum 4 10 1 11 26
3 | Divisi P3H 2 4 11 11 28

Total 8 27 24 48 107

Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja (B08)

Bagian Tata Usaha dan Umum Divisi Pelayanan Hukum
Y $:1: 0 L0 ¢ = e em— ey LR Y
IR 8 Sareas )
Divisi P3H
T 5T po-Aorman oy ke UM arr o KR dve ol A ke o i ks XA N A 1 I
FIERFORMANCE 277 6

FANWIL KEMENTERRN HUKUH faal)

e e

s (=]
—

- o

en

069,
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Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja (BOQ)’;'~_'."_'-.".'~"'

Bagian Tata Usaha dan Umum

Derronsance

SDenronmance o

Denrosmance O

: Kanmm/@aﬁ Kementerian Hukum Riau
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Divisi Pelayanan Hukum

Dvariwscam «

Divisi P3H

Dewrasance

Peavoemams

Kanfor?l);/ayaﬁ Kementerian Hukum Risu
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Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja (B1 0) .

Bagian Tata Usaha dan Umum

Y F 4
Serrousance
5 ‘0
Panronsiance O
Divisi Pelayanan Hukum
) o
Desronsany e O

: Kanmm/@aﬁ Kementerian Hukum Riau
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Divisi P3H

SDERFONMANCE

ANWIL KEMERTERMN MUK FRAL

Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja (B11)

Bagian Tata Usaha dan Umum

Prenrowsance

Dewrosnance O

o
, &
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Divisi Pelayanan Hukum

Prerianiace

Divisi P3H

O B

ﬁanfw?l);/ayaﬁ Kementerian Hukum Risu
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3. E-Monev Bappenas

SERFORMANCE

[T, S, —— s - .. - - e

Aplikasi E-Monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil
pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja
K/LKementerian/Lembaga). Lebih lanjut aplikasi E-Monev juga digunakan untuk
pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan
oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi E-Monev dapat diakses melalui laman https://e-

monev.bappenas.qgo.id/. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja

bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Dari hasil monitoring terhadap pengisian aplikasi e-Monev Bappenas periode B12
Triwulan IV Tahun 2025 seluruh Divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
telah melakukan input data ke dalam aplikasi e-Monev Bappenas hingga bulan
Desember Tahun 2025.

' 7<anf0r Wfayaﬁ Kementerian Hukum Riou


https://e-monev.bappenas.go.id/
https://e-monev.bappenas.go.id/
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Tabel 32 Capaian Realisasi dan Pelaksanaan E-Monev Bappen s “.'{:'z{::;::::

SATKER | AN

692012 | SEKJEN 17.0M 12.6 M 74.11% . 4_'(_)_'.36.:3%.'.'-:.:f-:.:}.‘..';:.;_':.'..;:{'.';:-';::::;

692052 | AHU 3.5M 11M 32.54% 9269%

692999 | KI 2.1M 1.0M 50.94% 69.4% e
693032 | PP 0.5M 0.2M 40.63% 100%
693100 | BPHN 2.3M 1.9M 82.02% 100%
693134 | BSK 0.3M 0.1M 26.4% 100%

Tabel 33 Input Data Realisasi Anggaran pada aplikasi E-Monev Bappenas

N SATKER T™WI TWII TW TW
o ]} v
T \/

692012 | SEKJEN N v N
E- Monev
B 692052 | AHU N v \ \ | Telah input
E- Monev
3 692999 | KI N \ \ \ | Telah input
E- Monev
'S 693032 | PP N v \ \ | Telah input
E- Monev
3 693100 | BPHN N v \ \ | Telah input
E- Monev
(B 693134 | BSK N V \ \ | Telah input
E-Monev
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4. Kegiatan Prioritas Nasional

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional peningkatan akses keaditan.bagi’ - -

masyarakat miskin dan rentan, Kantor Wilayah Kementerian HukumProv1n3|Rlau
melaksanakan Program Pemberian Bantuan Hukum secara berkelanjutah sepanjang
Tahun Anggaran 2025. Program ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor16
Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum serta menjadi bagian dari program Prior-ita's-."‘.A |
Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam menjamin akses keadilan bagi
masyarakat miskin.

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum pada Triwulan IV Tahun 2025
dilaksanakan oleh 22 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi yang
memberikan layanan litigasi dan nonlitigasi di seluruh wilayah Provinsi Riau. Layanan
litigasi mencakup penanganan perkara pidana dan perdata pada berbagai tahapan
proses hukum, mulai dari penyidikan hingga kasasi. Sementara itu, layanan nonlitigasi
meliputi konsultasi hukum, penyuluhan hukum, mediasi, negosiasi, penyusunan
dokumen hukum, penelitian, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dari aspek dukungan anggaran, total pagu bantuan hukum setelah addendum
Tahun 2025 sebesar Rp1.744.908.000 yang dikelola melalui kontrak kinerja dengan
masing-masing OBH dan diawasi oleh Panitia Pengawas Daerah (Panwasda).
Berdasarkan hasil pelaksanaan, Pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat
miskin telah terealisasi dengan rincian bantuan hukum litigasi sebanyak 527 layanan
dan bantuan hukum nonlitigasi sebanyak 346 layanan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Kegiatan Prioritas Nasional di
bidang Bantuan Hukum berjalan dengan baik dan selaras dengan Rencana Strategis
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau. Hal tersebut tercermin dari total
capaian kinerja sebesar 95,51%, peningkatan jangkauan layanan hingga tingkat desa
dan kelurahan, serta terjaganya kepatuhan OBH terhadap standar layanan bantuan
hukum, sehingga berkontribusi dalam menjamin akses keadilan dan memperkuat
kepercayaan masyarakat terhadap layanan hukum negara.

Kanfor W[ﬂlyaﬁ Kementerian Hukum Risu
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A. KESIMPULAN Y/

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Riau ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian
pelaksanaan Target Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025.
Penyusunan LKj|IP ini mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan Ham RI, Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Riau telah melaksanakan capaian kinerjanya yang
secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Riau telah berhasil merealisasikan sebagian besar target kinerja yang direncanakan
dalam dokumen perencanaan. Efisiensi penggunaan anggaran dapat ditingkatkan,
meskipun alokasi sumber daya telah dioptimalkan pada sebagian besar program.
Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan berbasis digital telah
membantu meningkatkan efektivitas kerja, namun perlu lebih banyak sosialisasi
kepada masyarakat agar layanan tersebut lebih dikenal dan dimanfaatkan. Dari hasil
analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah
ditetapkan pada awal tahun anggaran 2025 dan Indikator Kinerja yang telah
ditetapkan pada Perjanjian Kinerja merupakan acuan kinerja Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Riau dalam menjalan tugas pokok dan fungsi maka diperoleh

kesimpulan sebagai berikut :

1) Realisasi anggaran tahun 2025 sebesar 100,00 % dari target TW IV yakni

100% dengan rincian:

v Realisasi Belanja pegawai . 98,54 %
v' Realisasi Belanja Barang : 91,29 %
v" Realisasi Belanja Modal : 0,00 %

SRR 110
R y(anfor'}f);@aﬁ Kementerian Hukum Risu v
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2) Kantor Wilayah Riau telah Melaksanakan Fasilitasi Prodvuk Hukum I'DaAe.réh
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Kebijakan Hukum di wilayah;

4) Seluruh target output berbaisis anggaran bidang Kl tercapai penuh, meliputi
desimalisasi (1470 orang), fasilitas pendampingan (200 orang), sosialisasi
pencegahan pelanggaran (150 orang), dan pemantauan 3 layanan;

5) Rata Rata Nilai IKPA Kanwil Riau Tahun 2025 sebesar 100;

6) Digitalisasi arsip vital sejumlah 2.093 arsip dari target 100 arsip dengan
capaian 2.093%;

7) Hasil Capaian Penggunaan Surat Keluar Pada Aplikasi Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) Kantor Wilayah adalah 7137 dari
target Kanwil dan UPT sebanyak 200 yang artinya sudah tercapai sebesar
4255%. Realisasi penggunaan Aplikasi Srikandi pada Satker dilingkungan
Kanwil Riau sudah 100%, diharapkan agar seluruh satker memaksimalkan
penggunaan aplikasi Srikandi dalam meningkatkan layanan persuratan
Kemenkumham;

8) Kantor Wilayah Riau mendapatkan nilai “A” atas implementasi penilaian
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025.

9) Piagam Penghargaan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum RI
Provinsi Riau Atas Dedikasi, Integritas, dan Kontribusi Nyata dalam
Mendukung Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan
Profesional, Responsif, dan Berpihak pada Pemberdayaan Ekonomi
Kerakyatan. Nomor: M.HH-7.KP.05.03 Tahun 2025 tanggal 21 Agustus 2025.
Menteri Hukum RI (Supratman Andi Agtas)

10) Pemberian Penghargaan kepada Mitra Kerja Kementerian Hukum. Mitra
Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau: Pengurus Wilayah Provinsi
Riau INI atas kerjasamanya dalam penyelesaian pengesahan badan hukum
Koperasi Merah Putih di wilayah Riau. Nomor: M.HH-4.KP.05.03 Tahun 2025
tanggal 15 Agustus 2021. Menteri Hukum RI (Supratman Andi Agtas)

11) Saat ini jumlah desal/kelurahan sadar hukum yang sudah diresmikan

berjumlah 14 desa/kelurahan. Pada tahun 2024 Kantor Wilayah Kementerian

. . .

..........
.....

........
......
.......
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yang saat ini telah terkumpulkan SK Camat/Lurah/Kepala Desa untuk

’ * e .
............
.........

dijadikan Desa/Kelurahan Binaan yang nantinya akan menjadi’ .- 2000 :

. .
. . .
........
......
........
........

Desa/Kelurahan Sadar Hukum; Ul

........

12) Capaian manajemen risiko menunjukkan bahwa Kanwil Riau telah ... .-
melaksanakan identifikasi, penilaian, dan pemutakhiran risiko secara berkala - SRR
melalui Risk Register. Risiko prioritas berhasil dimitigasi melalui penguatan
SOP, peningkatan pengawasan, dan perbaikan proses layanan. Pemantauan
triwulan menunjukkan penurunan tingkat risiko, sehingga mendukung
peningkatan efektivitas pengendalian kinerja dan penguatan SPIP
Terintegrasi.

13) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau mempunyai koleksi buku jenis
perundang-undangan Tahun 2025 sebanyak 1.182 (seribu seratus delapan
puluh dua) buku dan telah diupload dalam aplikasi JDIH Kantor Wilayah.
Sedangkan koleksi buku jenis non perundang-undangan Tahun 2024
sebanyak 4.084 (empat ribu delapan puluh empat).

14) Pemohonan Bantuan Hukum Litigasi
v' Pemohonan Bantuan Hukum . 498
v" Permohonan Bantuan Hukum yang diterima . 474
v" Permohonan Bantuan Hukum yang sudah dicairkan: 474
v' Total realisasi: Rp. 1.207.000.000 (91,78%)

Pemohonan Bantuan Hukum Non Litigasi
v' Pemohonan Bantuan Hukum . 261
v" Permohonan Bantuan Hukum yang diterima : 194
v" Permohonan Bantuan Hukum yang sudah dicairkan: 194
v' Total realisasi: Rp. 243.270.000 (56,59%)
Pendaftaran Kekayaan Intelektual per Desember 2025 sebanyak 3.899

permohonan dari akumulasi pendaftaran:

v Merek 1 748 v" Desain Industri : 12
v' Hak Cipta : 3.073 v" Indikasi Geografis: 1
v" Paten . 65 v" DTLST 0

........ .o .
............ A .
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LKjIP 2025

Layanan Administrasi Hukum: I '~':'~',:::,
v Layanan Pelantikan PPNS : 20 .
v' Layanan Pelantikan Notaris - 40
v' Layanan Pelantikan Notaris Pengganti 43
v' Layanan Pengaduan Notaris pada MKNW Provinsi Riau : 32
v' Layanan Pengaduan Notaris pada MPN Provinsi Riau : 10
v' Layanan Apostille 0 2.194
v' Layanan Legalisasi
v' Layanan Perseroan Perorangan : 1.449
v' Jumlah Notaris se Riau . 617

B. SARAN /i

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah disampaikan, perlu direncanakan tindak
lanjut terhadap capaian pada 2025 sehingga pada periode mendatang kinerja Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Riau yang mengacu kepada sasaran strategis dan
realisasi anggaran dapat tercapai maksimal sesuai dengan target yang di tetapkan
pada Perjanjian Kinerja tahun 2025, diantaranya sebagai berikut:

1) Penguatan Perencanaan Transisi Kelembagaan, perubahan kelembagaan
memerlukan perencanaan transisi yang terkoordinasi, khususnya dalam
pengelolaan SDM, anggaran, dan BMN, serta didukung pemantauan dan evaluasi
agar pelayanan publik tetap optimal.

2) Peningkatan dan Pemerataan SDM, peningkatan kapasitas dan pemerataan SDM,
terutama jabatan fungsional teknis, perlu dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan
dan penataan penempatan pegawai untuk mendukung kinerja organisasi.

3) Optimalisasi Pelayanan Hukum, kualitas layanan bantuan hukum perlu ditingkatkan
melalui standarisasi layanan, pengawasan pelaksanaan, dan sosialisasi agar lebih
mudah diakses masyarakat, khususnya kelompok rentan.

4) Penguatan Kekayaan Intelektual, sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi
pendaftaran kekayaan intelektual perlu ditingkatkan, termasuk perlindungan
kekayaan intelektual komunal guna mendukung nilai ekonomi daerah.

5) Penguatan Harmonisasi Produk Hukum Daerah, pendampingan dan koordinasi

| dengan pemerintah daerah perlu diperkuat agar produk hukum daerah selaras
dengan peraturan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat.

.'.Y('aﬁfor'."}f);-‘@aﬁ Kementerian Hukum Risu v
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LKjIP 2025
6) Penyempurnaan Pengukuran Kinerja, pengukuran kinerja perlumenekankan
capaian outcome dan dampak, serta didukung optimalisasi S|stempelaporandan
penganggaran berbasis elektronik.
7) Penguatan Koordinasi dan Evaluasi Program, koordinasi lintas unit dan pemangku
kepentingan serta monitoring dan evaluasi berkala perlu ditingkatkan".Ur"ifu.'kfff.'.'f."}.'.'f.':-:.f-'.'
menjamin efektivitas dan keberlanjutan program. PR
Demikian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau ini
disampaikan agar dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan

rencana kerja untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.

Pekanbaru, 08 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah

Rudy Hendra Pakpahan
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PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Nico Afinta
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pinak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Sekretaris Jenderal Kepala Kantor Wilayah

q

Nico Afinta Nur Ichwan
NIP. 196506111985031001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
1 Meningkatnya 1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi 100 %

pelaksanaan Reformasi
Birokrasi di Lingkup Kantor

Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor

Wilayah Kementerian Hukum

Wilayah Kementerian
Hukum .
o |
Kegiatan Anggaran

Program Dukungan Manajemen

Rp 17.368.781.000,-

Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah

Kementerian Hukum

Rp 17.368.781.000,-

Pihak Kedua,
~Bekretaris Jenderal

/
%

-1

™ /
el

Nico Afinta

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,

Kepala Kantor

Riau

Nuf Ichwan
NIP, 1965#68111385031001




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, fransparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah

Riau /
M

Nur fchwan
NIP. 196506111985031001




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur-lchwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Widodo
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Direktur Jender Kepala Kantor Wilaygh Riau
Administrasi H

Fi
[/

Widodo Nur Ehwan
NIP 19650611 1985031001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya PNBP Ditjen | Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU 6%

AHU di Kantor Wilayah di Kantor Wilayah
2. | Terwujudnya Penyelesaian | Persentase Laporan Pengaduan 90%

Pengaduan  Masyarakat
terkait Dugaan Pelanggaran
Jabatan Notaris di Kantor
Wilayah

Masyarakat terkait

Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan
Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan

Dugaan Pelanggaran

Kegiatan

Anggaran

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Rp 3.525.279.000,-

Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

Rp 3.525.279.000,-

Pihak Kedua,
Direktur Jenderzal
Administrasi H

Widodo

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wiljvyah Riau

Nur I_f;hwan
NIP 196506111985031001




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wifayah Riau

Nuf Ichwan
NIP 196506111985031001
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PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Razilu
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kepala Kantor Wilayah Riau

*

e ey

Razilu
NIP 196511281991031002 NIP 196506111985031001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No. X Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan ] Target
(1) (2) (3) 4
1. | Terwujudnya Penegakan Persentase Penyelesaian Aduan 30%

Hukum Kekayaan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di
Intelektual di Wilayah Wilayah
2 Meningkatnya Persentase Masyarakat yang Memahami 70%
Pemahaman Masyarakat Kekayaan Intelektual di Wilayah
terhadap Kekayaan
Intelektual di Wilayah Persentase Peningkatan Permohonan 20%
Kekayaan Intelektual di Wilayah
Kegiatan Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp 2.143.070.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Rp 2.143.070.000,-
Jakarta, 7 Januari 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

A ]

T i

Razilu
NIP 196511281991031002

Kepala Kantor Wilayah Riau

Nur/lchwan
NIP 196506111985031001




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Riau

NIP 196506111985031001



ik

PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawabh ini :

Nama : Nur lchwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dhahana Putra
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Riau

Dhahana Putra Nurl{chwan
NIP. 196909091993031001 NIP. 196506111985031001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) (3) (4)
1. | Terfasilitasinya Rancangan | Persentase Rancangan Produk Hukum di 80 %
Produk Hukum di Daerah Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah
Kementerian Hukum
2. | Meningkatnya Pembinaan | Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan 11 Orang
Perancang. Peraturan | Tenaga Perancang Peraturan Perundang-
Perundang-undangan | undangan |
Kegiatan Anggaran

Program Pembentukan Regulasi

Rp 507.000.000,-

Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Rp 507.000.000,-

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perun

ahana Putra

NIP. 196909091993031001

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak

Pertama,

Nur Ichwan

NIP. 196506111985031001




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 7 Januari 2025
Kepala Kantor Wilayah Riau

Nurlchwan
NIP. 196506111985031001



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama © Nur Ichwan

Jabatan . Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama > Min Usihen

Jabatan :  Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini; dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kepala Kantor Wjlayah Riau

Usihen
NIP. 196903091994032001 NIP. 196506111985031001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegaiatan Target
(1) (2) @3) (4)
Terwujudnya Analisis dan | 1. Jumiah Analisis dan Evaluasi Produk 1 Dok
Evaluasi Produk Hukum di Hukum yang Dilakukan ORUMER
1. | Wilayah serta Fasilitasi .
Perencanaan Peraturan 2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan 1 Dokumen
Daerah Peraturan Daerah
Terwujudnya Pengelolaan Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola
H 0,
& {fﬁ;’;ﬂ%ﬁaa” DN | e rhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah 205
1. Persentase Layanan Bantuan Hukum
Litigasi yang Diberikan terhadap Total 82 %
, Permohonan Layanan Bantuan Hukum
Meningkatnya Layanan Litiaasi
3. | Bantuan Hukum di g
Wilayah 2, Persepf[ase_ Layanap Bgntuan Hukum
Non Litigasi yang Diberikan terhadap 80 %
Total Permohonan Layanan Bantuan
Hukum Non Litigasi
| Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan
4 Meningkatnya Desa Sadar | Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria 70 %
" | Hukum di Wilayah sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap
Total Usulan Kantor Wilayah
Kegiatan Anggaran

Program Pembentukan Regulasi

Rp 147.589.000,-

Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi

Produk Hukum di Wilayah

Rp 147.589.000,-

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Rp 1.783.551.000,-

Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah

Rp 1.783.551.000,-

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kepala Kantor Wil
-';f L
Min Usihen Nur Igchwan

NIP. 196903091994032001

Jakarta, 7 Januari 2025

ah Riau

NIP. 196506111985031001




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur lchwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Riau

f
Nur?lchwan
NiP. 196506111985031001



PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Andry Indrady
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target
kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak’? edua, Pihak Pertama,
Kepala Badan Straftegi Kebijakan Hukum Kepala Kantor Wilayah Riau

2K
/

Andry Indrady Nur Ichwan
NIP. 198002292000021001 NIP. 196506111985031001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
(1) (2) ) (4)
1. | Terwujudnya kemanfaatan | Persentase rekomendasi strategi kebijakan 80 %

rekomendasi strategi | hukum di wilayah yang ditindakianjuti
kebijakan hukum di wilayah |
Kegiatan Anggaran

Program Dukungan Manajemen

Rp 378.839.000,-

Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Rp 378.839.000,-

Pihak': edua,
Kepala Badan Straf;

/

Andry Indrady

NIP. 198002292000021001

i Kebijakan Hukum

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak

Pertama,

Kepala Kantor Wilayah Riau

Nur Ithwan
NiP. 196506111985031001




PENGAYOMAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Ichwan
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Riau

/

Nur Ithwan
NIP. 196506111985031001



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH RIAU
JI. Jenderal Sudirman No. 233.Telp/fax: (0761) 23846-21860 Pekanbaru
PENGAYOMAN 281 11

Nomor : W4.0T.03.01 - 0971 25 Februari 2025
Sifat . Segera

Lampiran ;1 (Satu) Berkas

Hal . Dokumen Manajemen Risiko Tahun 2025 di lingkungan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau

Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Rl
di Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 05 Tahun 2018
tentang Penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, bersama ini
dengan hormat disampaikan Dokumen Manajemen Risiko pada Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Riau Tahun 2025 (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

‘#KUMHAMPASTI

Nur lchwan

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum RI;
2. KepalaBiro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI.

https-bsre_bssn.go.idfiverifikasi



PIAGAM MANAJEMEN RISIKO

KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM RIAU
TAHUN 2025

Dalam rangka pencapaian sasaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, saya menyatakan:
1.Piagam Manajemen Risiko ini merupakan hasil penuangan pelaksanaan Proses Manajemen
Risiko yang meliputi konteks Manajemen Risiko, profil dan peta Risiko serta rencana
penanganan Risiko;

2.Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator Risiko
dan sesuai dengan ketentuan terkait penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan
Kementerian Hukum;

3.Rencana penanganan risiko yang dituangkan dalam piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh
Jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin;

4.Untuk meningkatkan efektivitas penerapan manajemen risiko, akan dilakukan pemantauan dan
reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya
pimpin.

Pekanbaru,
Kepala Kantor Wilayah,

SKUMHAMPAST!

Nur Ichwan




Menimbang :

Mengingat

e

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM RIAU

NOMOR : W4.0191.PW.02.04 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM UNIT PEMILIK RISIKO
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU,

a. bahwa untuk meningkatkan kualitaz pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor
‘Wilayah Kementerian Hukum Riau dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat dalam rangka mewujudkan kinerja PASTI (Profesional,
Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) perlu adanya langkah-
langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan,
baik yang bersifat intemal maupun eksternal;

=

bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut peru
adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas
dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau;

2]

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b perlu membentuk Unit Pemilik Risiko di lingkungan Kantor
‘Wilayah Kementerian Hukum Riau.

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kelusi dan Nipotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Momor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5]

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Momor 47);

Undang-Undang Republik Indonesia Momor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 66);
Undang-Undang Republik Indonesia Momor 14 tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Pemerintah Nemor 60 Tahun 2008 tentang Pengendalian Intern
Pemerintah;

w

bl

@

@

7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
Momor PER-6BB/K/DS/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian
Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;

. Badan Siber dan Sandi Negara



8. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di
Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM MNomor 1 Tahun 2024 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Momor 192);

10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM MNomor 5 Tahun 2018 tentang
Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementefian Hukum dan
HAM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 399).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan - KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU
TENTANG PENUNJUKAN UNIT PEMILIK RISIKO PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM RIAU.

KESATU : Menunjuk Pejabat yang melaksanakan tugas Tim Penyusunan Penerapan
Manajemen Risiko adalah Unit Pemilik Risiko Unit Utama sebagaimana tersebut
dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah bertugas :

a. Menyusun strategi penerapan Manajemen Risiko di Kantor Wilayah;

k. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Manajemen Risiko di Kantor
‘Wilayah;

c. Melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan
dan sasaran kegiatan pada Unit Pemilik Risiko masing-masing;

d. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil
identifikasi dan Analisis Risiko;

e. Menatausahakan proses Manajemen Risiko Laporan Penyusunan
Penerapan Manajemen Risiko.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliuan dalam keputusan ini akan
diadakan perbaikan seperunya.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 3 Februari 2025

Kepala Kantor Wilayah,

EHUMHAMPAST]

HUR ICHWAN

k (BSrE), Badan Siber dan Sandi M

]
[
H
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Lampiran Keputuzan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Riau

Nomor :© W4.0191.PW.02.04 TAHUN 2025
Tanggal : 3 Februar 2025

UNIT PEMILIK RISIKO
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM RIAU

NO HAMA JABATAN KEDUDUKAN DALAM TIM
1 . 3

1 Kepala Kantor Wilayah Penanggung Jawab

2 | Kepala Divisi Pelayanan Hukum Ketua merangkap Anggota

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan

3 Pembinaan Hukum Anggota

4 | Kepala Bagian TU dan Umum Sekretaris merangkap Anggota
5 | Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Anggota

5 Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Anggota

Umum

iU hesn ok werrias

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 3 Februan 2025

Kepala Kantor Wilayah,

@HWHHIMH&ETI

HNUR ICHWAN



MATRIK MANAJEMEN RISIKO

https:ibsre bssn.go.idfiverifikasi
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Langkah 1: Penetapan Tujuan

SuEissl) Sasaran
No | Program/ Strategis/Program/Kegiatan Indikator Kinerja [Kode| Potensi Ri
Kegiatan
1 2 3 4 5 6
Unit Pemilik Risiko : Bagian TU dan Umum

Konteks MR: Standar Ki

nerja

Birokrasi di lingkup

rencana aksi
Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor

[Target nilai akuntabilitas belum tercapai
dengan maksimal

[pelanggaran jabatan notaris di Kantor
[Witayah

notaris di Kantor Wilayah yang
diselesaikan

fasilitatif Kantor [Kantor Wilayah Kementerian Wilayah Kementerian Hukum 2 [Terlam berita
Wilayah  [Hukum 5 |Penvampaian laporan Reformasi Birokrasi
Kementerian tidak tepat waktu
Hukum Belum ada keseragaman isi dari perjanjian
kerjasama/MOU
1 5 |Lavanan aplikasi terpadu masih belum ada di
Kanwil Riau
& |Terlambatnya penyerahan surat keputusan
pensiun
Terlambatnya pemberian informasi dan
7 |penyerahan surat keputusan pencantuman
gelar kesarj
8 |Data pegawai tidak akurat
Konteks MR : Risiko Fraud
Pengelolaan
ninistratifdan " persentase pelaksanaan rencana aksi | o |POYeNS! terjadinya penyimpangan terhadap
fasilitatif Kantor | Reformasi Birokrasi di lingkup. ' N peraturan
2 Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor
Wilayah Kantor Wilayah Kementerian
Wilayah Kementerian Hukum
Kementerian Hukum
Hukum 1o [Sosialsasi anti korupsi belum optimal
[Konteks MR : Risiko Keuangan
[ rencana aksi
3 Birokrasi di lingkup Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor | 17 [Penatausahaan dan pengelolaan serta
fasilitatif Kantor [Kantor Wilayah Kementerian Wilayah Kementerian Hukum pelaporan BMN belum maksimal
Unit Pemilik 0 : Di Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
[Konteks MR: Standar Kinerja
Persentase rekomendas strategi Belum optimalnya hasil rekomendasi kebijakan|
Analisis strategi [Terwujudnya kemanfaatan N ?
" kebijakan hukum di wilayah yang
1 |kebijakan hukum [rekomendasi strategi kebijakan : 1
° ditindaklanjuti
diwilayah  [hukum di wilayah
rancangan prooduk _|Persentase rancangan produk hukum di Ranperda belum mencapai 90%
fasilitasi [hukum di daerah daerah yang difasilitasi oleh Kantor
2 pembentukan Wilayah Kementerian Hukum 2
regulasi di
wilayah
Penyelenggaraan Meningkatnya pembinaan perancang _|Jumiah peningkatan kapasitas pembinaan Belum terlaksananya peningkatan kapasitas
fasilitasi [peraturan pe tenaga pe P perundang- | 3 |pembinaan terhadap tenaga perancang
Jundangan
3 analisis dan evaluasi _|'umlah analisis dan evaluasi produk Prosentase perda yang difasilitasi belum
evaluasi produk |Produk hukum di wilayah serta hukum yang dilakukan mencapai target
hukumdi |fasilitasi perencanaan peraturan [Jumlah fasilitasi perencanaan peraturan Prosentase perda yang difasilitasi belum
ilavah laerah daerah mencapai target
pengelolaan anggota IDIHN yang dikelola Partisipasi oleh keanggotaan JDIHN masih
IDIHN di wilayah [terhadap totak anggota JDIHN di wilayah belum maksimal
Persentase layanan bantuan hukum Belum mencapai prosentase yang ditargetkan
litigasi yang diberikan terhadap total ,
permohonan layanan bantuan hukum
layanan bantuan
4 | Pembinaan g wiayah Persentase layanan bantuan hukum non Belum mencapai prosentase yang ditargetkan
hukum di Iiigasi yan diberikan terhadap total
wilayah permohonan layanan bantuan hukum non
litigasi
Meningkatnya desa sadar hukum di_|Persentase peningkatan desa/kelurahan Pembentukan desa sadar hukum masih minim
wilayah sadar hukum yang memenuhi kriteria 9
sebagai desa/kelurahan binaan terhadap
total usulan Kantor Wilayah
[Konteks MR : Risiko Fraud
NIHIL | | 1
[Konteks MR : Risiko Keuangan
NIHIL | 1
Unit Pemilik Risiko : Divisi Pelayanan Hukum
Konteks MR: Standar Kinerja
[T Persentase Penyelesaian Aduan Pelaku usaha belum memahami terkait
Terwujudnya penegakan hukum  |pejynggaran Kekayaan Intelektual di K
X Kekayaan  [(ekavaan intelektualdiwilayah |,yip Sosiaisas terkal pelarggaran K v Tk
Intelektual di - (e pemahaman [Pelaku usaha belum memaharmi prosedur
Kantor Wilayah |masyarakat terhadap kekayaan Persentase masyarakat yang memahami | 3 [pendaftaran KI
lintelektual di wilayah kekayaan intelektual di wilayah
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU |, [Masyarakat belum memahami pelayanan AHU
Kantor Wilayah di Kantor Wilayah
Administeast Persentase laporan pengaduan [Koordinasi antar Tim Pengawas Notaris kurang
2 [kum Umam i |Terwuiudnya penyelesaian pengaduan |masyarakat terkait dugaan pelanggaran
Wilayah Imasyarakat terkait dugaan perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan | 5

Konteks MR : Risiko Fraud

NIHIL

[Konteks MR : Risiko Keuangan

NIHIL
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Langkah 2: Identifikasi Risiko
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1| rcapadengon okl Rk Opsrasoon st T T
emensaian e e e
PR R ——— ko Opersont - [N PRISR— -
Peyarmpaantaporanformas . " - R — et
3| " otra ik tept okt o Operadsl ek
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ainghupKonor | Bccaschngun
i antor Wi
o el [— et TUR U | 101 pembertansosatss ot s e
Weningatnya | Pesemase
e | st Fenatausaan an pengsoloan s perpcabn et stings
3| | stoomdimap | 1| szt ko Operasonsl omtvaomn | 111 e e o
s artor Wi
Merwiudya —[perenase oo opie as eomendas T s s o o =
manisazn  elomendasisategi hebistan feon
: ko Opersnst owstesn
Lebiatonhoum (v yane
v ungadario
ot ot [k o lengasam
P tinivibdesulll ibepriirifvtes ko Opersnst owetesn n e
et
o Ty oo By pemgiatan T
v consan s
Bt peeir: mgepeng | 3 |(besespembie ko Operasonsl owien -
e e st
e
L r—
Tenuis o . owiesn [ E— s
ok fenatautan
b et e rosatas perds vang G =
s prerars s owien PR—— s
e
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0dd  Potensi Penyebab Ri Key Risk indikator (KRI) /Indikator | o1e i pisiko Profil Risiko
Risiko Ut
Uraian Nili Uraian Nilai
1 2 3 ) B [ & 7 [ s 9 10
0
11 i akuntaitas . Jrang tefch 2 Tdaksigitian 1 .
perencansan dan anggoran e e i
1g|  Keblslenakuntabiias vang beum |\ s s Jrang e 2 Tk sgnitan 1 .
Tersosialsasisecaramenyeluruh
21 s Jrang e 2 Minor 2 ;
51 s Kadang terjah 3 Minor 2 10
Tk ada montorng e vt [ S st
a3 | Tk monorigdon el Sy esamarivs ' Jrangtra 2 Tk sgni 1 .
5. Perad et rone et e bl g mensrn ' Jrang e 2 Tk sgnian 1 .
6 o o SO ¢ Jumianpes ' Jrang teic 2 Tk sgnitan 1 .
Tidak adanya informsi dar BKN R terait
2 v 1 Jrang e 2 Tk sgnitan 1 .
sl SN
Proses vldsidota yangkomplksdar [ A esiion
5| Prmealdidne pnEkomBS S penumpian dotaang inald ' Jrang e 2 Tk sini 1 .
Kol Wi P
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et perpecahar emerern g
w] } ‘ s R ‘ . ntn ‘ . B e
e
Konteks WR:Stanar inera
B T T — s [re— Y T sgtian \ .
o it o B Kadang teiah 3 Tk snitan 1 .
S Ml o o en e 0T |y iy tenagaperancan kompetensedkit B Srang e 2 — 1 >
iy E— e . pr—— . or . ;
B umiah anperdayang terfsias e
[Kurangeya pemahaman usi " ”‘m" perda yang terfasiitasi bel 1 Hampir tidak terjadi 1 Tidak signifikan 1 1
sx B Jarag e 2 Tk signian 1 2
7
2 Jrang e 2 Tk snitan 1 2
B ke o ahon 021 ' Jarag e 2 Teaksinin 1 2
o elum adany dasar huka tral desa
[ ——— ; pe—— . [ : .
[ I I I I
Konteks i Keuangan
—— T T T T T
0
e ] e —" f odang e s inor ) 0
21 i by agaan ' Kodang eriah 3 Mo : w0
rimoysstuss rasrEat rtok TR
W p— B —
oo X miahpendatiarkt adng erac 10
PEe TR M I I P e S 0
i pengavas
51 [l e Jurian R adang teriah .
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Langkah

[

Sasarn
No [Strategs/program/k|  ndikator ineia Potensi i/
egatan
1] 5 T g I g 7 I 0
|Unit Pemilik Risiko : Bagian TU dan Umum
Kinera
Menngainya | Pesentase patsanaan
pelacanaan | rencana sk feformas | 1.1 | 2O trnesrasing AP dengan stem . . i suntabitas
Reformasi Birokrasi | Birokrasi di lingkup s e
ilnghup Kantor | Kantor Wioyoh 7| Kebjakon Suntabliasvang beum fesosleas 7
Kementeron Huum [ 2.1 | SDM dan saana prasarans betum memaca 2
Hokum 51 S0 yang k mumpunt i
o | ke monitoring an evauas daam " . P—
1 e ada ebikan yang memprirtasian
s1 o e . 5 Jumia kaitas pubii yang menurun
o oo " - o e e ek
cakadanyainformas dar BN A et uslan
T et . u Jumia dota pegawaiyang belum aurat
Froses valda ey Fomeks G B
a1 e ol o . 2 Jumiah penumpuan data yng vl
Kol i Fraud
5.1 | proses pengendaan (51) yang mash emah . Jumiah temuan
Meninglattva | pe otace pelaksanaan
, | Reformasi Birokrasi rencana aksi Reformasi
dilingkup Kantor Kantor Wilayah
hementeran| - ementeran ok
101 | pemberiansosialsasdari pemangia minim s i tidak orups
[Kontls R Kewangan
MBI prsenasepeatsanaan
raesanaan | encana sk eformsi Akeat perpecahan Kementerianseingga
5 | ReformastBrlea 11 » 5 3 Jumlohlaporan BN yang tidok sesualaidan
o Kantor Wilayah sosialisasi/bimtek
hementeran|emeneran ukum
envajudnge S v
hemanfstan
v 2 i has kebiakan yang sk ekt
kebisanhukomi[dtindskianot
o
Metwlzame D
ancangin rooduk ok nesh
n s i canerda banyak yang belum etasitsi
Wi xementran
iy
Weatnis™ et T Wi gt R e
eraronpuundons. s seancans s omiah teraga perancang kompetensedict
ondonn et seunions:
indangan
ST
el vl “ : i anperdayang et belom optml
o luasi produk | iakulcan
fasiitasi perencanaan [ah faslitast =t
erauran v s miah anperd yangtefasitas e optimal
s
evan e e O
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eanggotaan J0IHN di [ otak anggota JoIHN di 61 |Aagota JOHN belum memshari tusinya 8 ligin
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perenaee ey 7
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[total permohonan layanan is umbar tahun 2021 |bantuan hukum
pertae aran
o bkt non
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Langkah 5: Rencana Aksi Penanganan Risiko

fbsre_bssn.goidiv

Tingkat dan Profil Prioritas Risiko KRI/ Indikator Utama
Kode Potensi Penyebab Risiko i b Risiko Toleransi Risiko Kode Pengendalian Risiko (Prv/RM/Crr) KCl/ Indikator Pengendalian Rsiko Target Penanggung Jawab
1 2 3 @ B 3 7 s B 10 1
Unit Pemilik Risiko : Bagian TU dan Umum
Niai reformasi birokrasi Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi melalul 1 Dokumen
2 Kabag TU & Umum
31 SDM yang tidak mumpuni 10 1 menurun s i seleksitim Jumiah Tim (803) ebo8 TV & Umu
iz Jumiah Surat usulan penambahan SOM dan | 1 Dokumen Kabag TU & Umum
21 DM dan sarana prasarana bel d 2 Jumlah berita 3 Penambahan SOM dan sarana prasarana sarana prasarana
Jumlah laporan Pelaksanaan Sosialisasi/bimtek
Prv13 Transfer knowledge oleh operator lama dan ol 2 Dokumen (803 Kabag TU & Umum
Akibat perpecahan Kementerian sehingga Jumiah l3poran BN yang tidak e o pengelolaan BMN e
11 operator baru belum mendapatkan 13 3 e, H secara aldifbelajar mandirl an812)
sosialisasi/bimtek ua kai 1. Membuat SK Tim inventarisasi BMN 1. SK Tim inventarisasi BMN
M 2. Melakukan pemantauan dan reviu secara 2. Jumlah laporan pemantauan 2 dokumen Kabag TU & Umum
berkala (809)
Monitoring dan evaluasisecara berkala oleh Tim | Jumiah Laporan pelaksanaan monitoring dan |4 Dokumen (803|
9.1 |Proses pengendalian (SPIP) yang masih lemah 4 [lumiah temuan 3 [ ET it ) Kabag TU & Umum
101 |Pemberian sosialsasi dari pemangku minim 5 [lumiah tindak korupsi 3 P15 |Melakukan koordinasi dengan len Jamiah faporan koordinasi ’ DZ:““’“;H"S‘)B“ Kabag TU & Umum
11 [pelum terintegrasinya SAKiP dengan sistem . o i akuntabiitas . prvig  |Melakukan evaluasi KiP untuk menii kslitas —[1umlah laporan pelaksanaan monitoring dan 1 Dokumen Kabag TU & Umum
perencanaan dan anggaran mplementasi SAKIP levaluasi (809)
i
12 |Kebisken akuntabiltas yang belum 4 7 Nilai akuntabiltas 1 P17 [Sosilisasi/bimiek SAKIP imiah aporan pelaksanaan sosiasasifoimtek |+ POKUMeN Kabag TU & Umum
tersosialisasi secara menyeluruh (803)
Tidak ada monitoring dan evaluasi dalam [umlah ayanan Monitoring dan evaluasidalam pelaksanaan layanan [lumiah laporan pelaksanaan monitoring dan |2 Dokumen (B0
X a
41 | pelaksanaan layanan kerjasama 8 \erjasama/Mou B PV |iorjasama evalussi ianb05) Kabag TU & Umum
Belum ada kebijakan yang memprioritaskan llumiah kualitas publik yang Imenggunakan inovasi "sangket melayu” serta 1 Dokumen
: s lumiah taporan pelatsanaan koordinasi m
% layanan berbasis aplikasiterpacu ° menurun ! PIVLS | kan koordinasi dengan Pusdatin Kementerian poran p Kabag TU & Umum
61 |Selum terbukanya Biro SOM dalam s 10 Jomlah pegawal yan belum 1 Prv1.10  Usulan pembuatan apikasi dalam hal pensiun ASN Jumiah Surat sulan pembustan apikasi * Bokumen Kabag TU & Umum
penyampaian informasi mendapatkan sk Pensiun (803)
Tidak adanya informasi dari BKN R terkait
lumiah data pegawai yan jumiah Surat usulan penambahan petugas 1 Dokumen
7.1 |usulan pencantuman gelar yang sudah s u pegawalyang 1 Prv111  |Usulan penambahan petugas pemroses gipiy |12 SUrat sulan penambahan petu; Kabag TU & Umum
belum akurat permroses di BKN (603)
(diusulkan SIASN
Proses validasi data yang kompleks dari BKN Jumiah penumpukan data yany 2 Dokumen (B0
81 oses validasidata yang kompleks da 4 2 penumpukan data yang 1 Pv112  |Monitoring aplikasi SIASN secara berkala [lumiah Laporan pelaksanaan monitoring okumen (806 Kabag TU & Umum
membutuhkan waktu yang lama invali dan B09)
Unit Pemilik Risiko : Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
Keterbatasan anggaran dan SOM analis kebijakan N [lumiah hasil kebijakan yang R orv1.1 [Surat usulan permintaan SDM anall kejakan dan_[lumlah surat usulan SDM dan anggaran 1 Dokumen Kadiv P3H
tidak efektif " |penambahan anggaran (803)
Niasih minimnya koordinas) antara OPD dengan
I = N [lumiah ranperda banyak yang N 12 |Mombuat el polakeanaan koordas! ko OpD. |"UMaN laporan koordinas 3 Dokumen (806, Kadiv P3H
i belum terfasiltasi 5.d4812)
B e e e A umiah tenaga perancang | P13 |Memaksmakan knoria SOM [lumiah laporan pelaksanaan kegiatan B Duskumen (803 Kadiv P3H
[lumlah ranperda yang, [lumlah laporan pelaksanaan kegiatan 2 Dokumen (806 Kadiv P3H
41 [Kurangnya pemahaman usi 2 [Melakukan evaluasi tenaga perancar
i per * terfasiltas belum optimal prvrd 192 perancang s.d809)
51
arangoya pomananan s N Jumiah ranperda yang. L orv1s |Melakukan kegiatan pembinaan can [lumiah laporan 3 Dokumen (806, Kadiv P3H
terfasitasi belum optimal jin 54812)
nnggota it kurang I eomtuam P trakat_|1emah laporan kegiatan/monev 1 Dokumen Kadiv P3H
felakukan pengawasan bantuan hukum tingkat
61 |Angaota JOIHN belum memahams usin il 1 P16 806
- ” memahami perpres terkatjdn caerah (606)
o | s somororan et v oo LBH kurang memahami tentang| [1umiah laporan pelaksanaan kegiatan 1 Dokumen Kadiv P3H
ikas pormohonan gasi Udak sesual dengan
oo e ot 5 standar layanan bantuan 2 P17 |Memaksimakan kineria SOM (809)
hukum
o pomononan ams sk oot 8 LBH kurang memahami tentang| [1umiah laporan kegiatan/monev 1 Dokumen Kadiv P3H
s permohonan igasi tdak sesual dengan
81 ke nomer 4 hun 2021 s [standar layanan bantuan 1 Prv18 | \elakukan keglatan pembinaan dan pengembangan (806)
hukum
o1
pomda dan masyarakat kurang responsif 7 oetum adanya dasar hukum 1 P19 |Melakukan penguatan tusi melal birmtek umiah aporan kegiatan # Dokumen KadivP3H
terkait desa sadar hukum (806)
Unit Pemilik Risiko : Divisi Pelayanan Hukum
T1 [Minimnya antusias masyarakat untuk mengikut [lumiah laporan pelaksanaan sosialsasi serta
sosiatisos K ® [lumlah terjadinya pelanggaran Melakukan sosialisasi dan share informasi di sosial poren P 4 Dokumen
. 1 1 Prvil prosentase tanggapan masyarakat terhadap Kadiv Yankum
ki Imedia (B035.4B12)
sosial media
[tauhnya jarak tempuh antar kabupaten dengan [lumiah prosentase informasi KI - Mielakukan sosialsos pada kabupaten secara ot lsporam peatsanaan sosaons 4 Dokumen o
21 [Kanwi sebagai penyelenggara kegitan 2 ! P12 oergontion [umiah aporan pelak . (B035.dB12) Kadiv Yanku
Minimnya antusias masyarakat untak mengietl o v dom share mformes st |IEP 3p0ran peaksanaan sosiasasiserta | o
31 [sosialisasin 3 lumiah pendaftar i 1 pry13  |Velpkukon sosialisasidon share informasidisosial | o o ontase tanggapan masyarakat terhadap Kadiv Yankum
Imedia ¢ (B035.4B12)
sosial media
[lumiah laporan pelaksanaan sosialsasi serta
[lumiah PNBP AHU yany Melaksanakan sosialisasi serta intens share. wen
41 |Mnimnya media nformasi serta sosialsasi 4 vane 1 Prvla + prosentase tanggapan masyarakat terhadap | 2 O%Furen 6% Kadiv Yankum
diterima informasi melalui sosial media
sosial media
[Kurang ntensnya koordinastyang diakukan entr tm R [lumiah peningkatan kinerja tim L rvis  |Melakukan koordinasi melalu rapat secara [lumlah laporan/notula pelaksanaan rapat tim |3 Dokumen (803) oo Yo
[pengas notars pengawas notaris . beriala pengawas notaris 5.4809)
Enggun = ] —SErnkasl 1 IDEr Gan 3




Langkah 6: Pemantauan dan Reviu

. - Tingkat dan Profil . - Toleransi | Risiko yang terjadi Risiko terjadi - " . . " . . Kir P dali
Kode Potensi Penyebab Risiko KRI / Indikator Utama Risiko g isiko yang KCI/ Indikator Pengendalian Risiko Penanggung Jawab. Target Realisasi inerja e Keterangan
Risiko Risiko (risk exposure) Toleransi Risiko
1 2 3 a4 5 6 7 8 9 10 1" 12 13 14 15
Unit Pemil ko : Bagian TU dan Umum
itori I h
9.1 | Proses pengendalian (SPIP) yang masih lemah Jumlah temuan 3 1 2 prv1a | Monitoring dan eval “a;‘ SENS';IT'“" oleh Tim Satuan | 1. Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kabag TU & Umum 4 4 100% Pelaksanaan monitoring dan evaluasi atsa penerapan SPIP (803 5.d B12)
ugas
101 | Pemberian sosialisasi dari pemangku minim Jumlah tindak korupsi 3 2 1 Prv1s5 Melakukan koordinasi dengan Itjen Jumlah laporan koordinasi Kabag TU & Umum 2 2 100% Polaksanaan koordinasi (803 dan B06)
pry13 | Transter knowledge oleh operator lama dan secara aktif |Jumlah laporan Pelaksanaan Sosialisasi/bimtek pengelolaan| e ) ) o Pelksanaan sosialsasibintok pongeioaan BN (303 dan B12)
Akibat perpecahan Kementerian sehingga belajar mandiri BMN
Jumlah laporan BMN yang tidak sesuai
111 operator baru belum mendapatkan 13 ool 5 3 2
sostalisasi/bimtek . i L SKTi
/o RM 1. Membuat SK Tim inventarisasi BMN L. SKTim inventarisasi BMN 2 dokumen (B09) 2 2 100% SK Tim inventarisasi BMN dan Laporan wasdal BMN (809)
2. Melakukan pemantauan dan reviu secara berkala 2. Jumiah laporan pemantauan
Tidak ada monitoring dan evaluasi dalam Monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan layanan
21 8 4 Jumlah layanan kerjasama/MoU 1 5 4 Prv18 8 P v Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kabag TU & Umum 2 2 100% Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (03 dan B09)
layanan kerjasama kerjasama
Proses validasi data yang kompleks dari BKN
8.1 wak(‘; yagng Iar:a 4 Jumlah penumpukan data yang invalid 1 5 4 Prv1.12 |Monitoring aplikasi SIASN secara berkala Jumlah Laporan pelaksanaan monitoring Kabag TU & Umum 2 2 100% :;“;)“e"“" monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan aplikasi SIASN (B06 dna
31 |SDM yang tidak mumpuni Niai reformasi birokrasi menurun 5 5 0 Prv11  |Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi melalui seleksi tim [Jumlah penetapan SK Tim Reformasi Birokrasi Kabag TU & Umum 1 1 100% [Pelaksanaan permbentukan SK Tim Reformasi Birokrasi (803)
21 |SDM dan sarana prasarana belum memadai Jumlah penyampaian berita 3 4 1 Prv12  |Penambahan SOM dan sarana prasarana umlah Surat usulan penambahan SDM dan sarana Kabag TU & Umum 1 1 100% oy enoan pemouatan suatusuan pemanmozhan SOM dan sarana prasarena
prasarana
Belum terintegrasinya SAKIP dengan sistem _ Melakukan evaluasi LKJiP untuk menilai kualitas ; . Pelaksanaan penilaian SAKIP (305)
11 Brasiny: & 4 Nilai akuntabilitas 1 3 2 P16 Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kabag TU & Umum 1 1 100% P
ncanaan dan anggaran SAKIP
Kebijakan akuntabilitas yang belum Pelaksanaan sosialisas)/bimtek SAKIP (503)
12 ) yane 4 Nilai akuntabilitas 1 3 2 Prv17  [Sosialisasi/bimtek SAKIP Julmiah laporan pelaksanaan sosialisasi/bimtek Kabag TU & Umum 1 1 100%
secara menyeluruh
Belum ada kebijakan yang memprioritaskan menggunakan inovasi "songket melayu” serta melakukan| Pelaksanaan koordinasi konsultasi ke Pusdatin Kementerian (803]
51 fakah yang memp 4 Jumlah kualitas publik yang menurun 1 s 4 Prv19 gguna 8 v Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi Kabag TU & Umum 1 1 100% (
layanan berbasis aplikasi terpadu koordinasi dengan Pusdatin
Belum terbukanya Biro SDM dalam Jumlah pegawai yang belum mendapatkan Pelaksanaan pembuatan surat usulan pembuatan aplikas! pensiun PN (803)
6.1 n 4 pesawatyang P 1 s 4 Prv1.10 |Usulan pembuatan aplikasi dalam hal pensiun ASN Jumiah Surat usulan pembuatan aplikasi Kabag TU & Umum 1 1 100%
informasi ISK Pensiun
[Tidak adanya informasi dari BKN Rl terkait o Surat amut - P Pelaksanaan pembuatan surat usulan penambahan petugas pemroses di BKN
jumlah Surat usulan penambahan petugas pemroses di
7.1 |usulan pencantuman gelar yang sudah 4 umlah data pegawai yang belum akurat 1 5 4 Prv1.11 |Usulan penambahan petugas pemroses di BKN i P petugas p! Kabag TU & Umum 1 1 100% 803)
diusulkan SIASN
Unit Pemilik Risiko : Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
11 |Keterbatasan anggaran dan SOM analis kebijakan Jurnlah hasil kebijakan yang tidak efektit S i N bry1.1 |Surat usulan perminiaan SDM analis kefjakan dan [Jumlah surat usulan SOM dan anggaran Kadiv P3H | h 00% Surat st permintaan pogawat
Masih minimnya koordinas antara OPD dengan I
EET i“: a:_?"pwa banyak yang belum 1 a 3 Prv1.2  |Membuat jadwal pelaksanaan koordinasi ke OPD Jumiah laporan koordinasi Kadiv P3H 3 3 100% Jadwal koordinasi
erfasilitasi
31 |Vinimnya kegiatan terkait pendalaman materi lumlah tenaga perancang kompeten Jumlah laporan pelak kegiat: Kadiv P3|
terhadap perancang ekt 82 P g komp 1 4 3 Prv1.3 |Memaksimalkan kinerja SOM poran pelaksanaan kegiatan adiv P3H 3 3 100% lLaporan kegiatan
ki
0 e -
41 |Kurangnya pemahaman tusi L“p’:;:‘m"wda yang terfasilitasi belum 2 6 4 Prv14  |Melakukan evaluasi tenaga perancang Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Kadiv P3H 2 2 100% Laporan kegiatan
=T — —— - -
crangnya pomanaman st [Jumlah ranperda yang terfasilitasi belum . N | ovis Jumlah laporan sosialisasi/monev/koordinasi Kadiv P3H S ) o aporan rogaan
loptimal [Melakukan kegiatan pembinaan dan jdih
61 |Anggota JDIHN belum memahami tusinya fe"rgé:’('fdli :"‘ kurang memahami perpres 1 5 4 Prv16  |Melakukan pengawasan bantuan hukum tingkat daeran |'VM12h 1aPoran kegiatan/money Kadiv P3H 1 1 100% Laporan kegiatan
71 |berkas permohonan liigasi idak sesuai dengan LBH kurang memahami tentang standar Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Kadiv P3H )
ermenkumham nomor 4 tahun 2021 |eyanan bantuan hukam 2 a 2 Prv17  |Memaksimalkan kineria SOM 1 1 100% Laporan kegiatan
g1 [perkas permohonan liigasi tidak sesuai dengan LBH kurang memahami tentang standar . N i Prv1s Jumiah laporan kegiatan/monev Kadiv P3H 4 1 100% Laporan kegiatan
permenkumham nomor 4 tahun 2021 layanan bantuan hukum [ Melakukan kegiatan pembinaan dan idih
91 belum adanya dasar hukum terkait desa Jumlah laporan kegiata Kadiv P3H
pemda dan masyarakat kurang responsif u 4 ukum teriel 1 2 3 Prv1.9  |Melakukan penguatan tusi melalui bimtek u P glatan adiv 1 1 100% Laporan kegiatan
sadar hukum
Unit Pemilik Risiko : Divisi Pelayanan Hukum
11 Minimnya antusias masyarakat untuk mengikuti ialisasi
sosialisasi KI | Jumlah terjadinya pelanggaran KI 1 6 5 Prv1.1 [Melakukan sosialisasi dan share informasi di sosial media Jumiah laporan pelaksanaan Sﬂsyahﬂisy serta prosentase Kadiv Yankum 4 4 100% laporan hasil sosialisasi dan rekapitulasi share sosial media
falisasi tanggapan masyarakat terhadap sosial media
Jauhnya jarak tempuh antara kabupaten dengan Kanwill Jumlah prosentase informasi KI yang
21 u isasi u 4 4 100% Laporan hasil sosialisasi
Sebag) ponyelengera Keguatan sipahant matyarakat 1 6 5 Prv12  |Melakukan sosialisasi pada kabupaten secara bergantian [sumlah laporan pelaksanaan sosialisasi Kadiv Yankum 00% aporan hasil sosialisasi
Minimnya antusias masyarakat untuk mengikuti i i
ERT umlah pendaftar kI 1 6 5 Prv13  |Melakukan sosilisasi an share informasi i sosial media |/ 21 [2poran pelaksanaan sosialisasiserta prosentase Kadiv Yankum 4 4 100% laporan hasi sosialisasi dan rekapitulasi share sosial media
falisasi tanggapan masyarakat terhadap sosial media
Melaksanakan sosialisasi serta intens share informasi _[Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi serta tas:
41 |Minimnya media informasi serta sosialisasi Jumlah PNBP AHU yang diterima 1 5 4 Prv14 elaksanakan sosialisasi serta intens share informast umlah [aporan pe‘asanaan sos allsas) serta prosentase Kadiv Yankum 2 2 100% laporan hasil sosialisasi dan rekapitulasi share sosial media
melalui sosial media tanggapan masyarakat terhadap sosial media
wrang i inasi yang diaku i Jumlah peningkatan kinerja t i
51 [Kureng ntemsnya koordines] yang chekukan anter i umlah peningkatan kinerja tim pengawas 1 1 0 Prv15 | Melakukan koordinasi melaluirapat secara berkala ~['“M2" 13poran/notula pelaksanaan rapat tim pengawas Kadiv Yankum s s 100% Laporaninotuia hasl rapat im pengawas notaris
pongawas notaris notaris notaris
https:ibsre bssn.go.idfiverifikasi
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